WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

TATA KELOLA KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata
Kelola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 1I di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang-Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor  1425)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447),




12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

14, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KELOLA

KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

w

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin
oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD
yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, pejabat
pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Unit 'Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah yang
selanjutnya disebut UOB RSUD adalah Unit Organisasi yang bersifat
khusus pada Dinas Kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan
dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka
pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya
saing.

Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas
adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
pengelolaan BLUD.

Pemimpin BLUD adalah aparatur sipil negara yang bertugas sebagai
penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pejabat Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan
adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab
keuangan BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan
sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA
SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana Belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang bersumber dari
penerimaan pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka
panjang dan penerima kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak
ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana
cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran untuk pembayaran
pokok pinjaman, pengeluaran investasi jangka panjang, pemberian
pinjaman dan pembentukan dana cadangan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA
adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD
selama 1 (satu) tahun anggaran.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang
wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Piutang Daerah yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang
yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat
lainnya yang sah.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi
seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Divestasi adalah adalah pengurangan beberapa jenis aset dalam bentuk
keuangan atau barang, dapat disebut bisnis penjualan yang dimiliki oleh
perusahaan, dan ini merupakan kebalikan dari Investasi pada aset baru.

Pinjaman Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua
transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sistemm Akuntansi adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD
yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung
seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

Bendahara BLUD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan uang atau
surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya dalam rangka
pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD.

Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, dan menyetorkan seluruh penerimaan BLUD ke Rekening
Kas BLUD.

Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk mengeluarkan
dan membayarkan uang BLUD sesuai dokumen pengeluaran yang sah
serta mempertanggungjawbkan penggunaan dana tersebut.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja
dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit satuan kerja
perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang
menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui
mekanisme pembayaran langsung.

Surat Tanda Setoran selanjutnya disebut STS adalah surat yang
digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah dan/atau BLUD yang
diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD/BLUD.

Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut SPJ adalah laporan
kegiatan dan/atau bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan
administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau
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41.

42,

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49,

50.
51.
52.

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah
laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi, yang menggambarkan perbandingan antara
anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan, yang menunjukkan Aset, Kewajiban, dan
Ekuitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan L-O, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang
menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode
tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas
investasi, dan aktivitas pembiayaan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CalLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan, daftar rinci, atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi
anggaran/laporan operasional, Neraca, dan LAK dalam rangka
pengungkapan yang memadai.

Surplus adalah selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan
anggaran Belanja Daerah yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan
lebih besar daripada jumlah belanja.

Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal
dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, serta badan
usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat, yang diberikan
untuk menunjang peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan
BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku Kas Umum yang selanjutnya disingkat BKU adalah pembukuan
yang memuat data penerimaan dan pengeluaran kas secara harian guna
mengetahui posisi saldo kas secara akurat dan tertib sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya
disingkat PSBDT adalah pernyataan dari Panitia Urusan Piutang Negara
(PUPN) bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan masih terdapat
sisa utang.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.

BAB Il
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam
pengelolaan dan penyelenggaraan tata kelola keuangan BLUD agar terlaksana

x aran, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan
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Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk untuk
mewujudkan pengelolaan keuangan BLUD yang efektif, efisien, transparan,
akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

“rpR™MmO A0 TP

struktur anggaran BLUD;

perencanaan dan penganggaran RBA dan DPA BLUD;
pengembangan;

pelaksanaan anggaran dan pengelolaan kas BLUD;
penatausahaan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan BLUD;
Utang/Pinjaman dan Piutang BLUD;

pengelolaan Barang;

Investasi, SiLPA dan deficit anggaran BLUD;

Penyelesaian kerugian; dan

Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 5

Struktur anggaran BLUD terdiri dari:

a.
b.
c.

Pendapatan BLUD;
Belanja BLUD; dan
Pembiayaan BLUD.

Pasal 6

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bersumber
dari:

(1)

®poop

jasa layanan;

Hibah;,

hasil kerja sama dengan pihak lain;
APBD; dan

lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 7

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa
layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b dapat berupa Hibah terikat dan Hibah tidak terikat
yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.

Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf ¢ dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama yang
mendulkung-tugas-den-fungsi BLUD.
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(4)

(S

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari kas umum
Daerah yang digunakan untuk Belanja kegiatan yang bersumber dari DPA
APBD SKPD diluar DPA BLUD.

Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf e dapat berupa:

jasa giro;

Pendapatan bunga,

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan
dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;

Investasi; dan

pengembangan usaha.

poop

=0

Pasal 8

Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5)
huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari
BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan
mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 9

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelola
langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang
berasal dari Hibah terikat.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui Rekening Kas BLUD.

Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai
dengan tujuan pemberian Hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang
selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah
perjanjian Hibah.

Pasal 10

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:
a. Belanja operasi; dan
b. Belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup
seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi, yang
meliputi:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa; dan

¢. Belanja bunga.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup
seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan BLUD, yang meliputi:

Belanja tanah;

Belanja peralatan dan mesin;

Belanja gedung dan bangunan;

Belanja jalan, irigasi dan jaringan; dan

Belanja aset tetap lainnya.
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Pasal 11

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri
dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;

b. Divestasi; dan

¢. penerimaan Utang/Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. Investasi; dan

b. pembayaran pokok Utang/Pinjaman.

Pasal 12

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) huruf a dianggarkan di RBA berdasarkan proyeksi dan/atau
catatan historis tahun-tahun sebelumnya agar bisa digunakan pada awal
tahun anggaran yang berkenaan.

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b
merupakan rencana penarikan dana karena BLUD menarik Investasi
jangka pendek seperti deposito.

Penerimaan Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf ¢ merupakan rencana penerimaan dana dari kewajiban berupa
Utang/Pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan Utang/Pinjaman yang
memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena
kegiatan operasional dan menjadi tanggungjawab BLUD untuk
pembayarannya.

Utang/Pinjaman Jangka Panjang merupakan Utang/Pinjaman yang
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran
kembali atas Utang/Pinjaman tersebut atas Utang/Pinjaman tersebut
lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan digunakan hanya untuk
pengeluaran Belanja modal.

Pasal 13

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a
merupakan rencana pengeluaran dana BLUD untuk melakukan atau
menempatkan Investasi jangka pendek seperti deposito jangka pendek 3
(tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

Pembayaran pokok Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (4) huruf b merupakan rencana pengeluaran dana untuk
membayar atau melunasi atau melakukan cicilan kewajiban berupa
Utang/Pinjaman yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(3) Pembayaran pokok Utang/Pinjaman dalam BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah Utang/Pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RBA DAN DPA BLUD

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyusunan RBA

Pasal 14

(1) UOB RSUD dan UPTD yang menerapkan BLUD menyusun RBA dengan
mengacu pada rencana strategis BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan
BLUD sebelumnya.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan
akan diterima dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, Hibah,
hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya,
APBD, dan sumber Pendapatan BLUD lainnya yang sah.

(3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output
dengan penggunaan sumber daya secara efisien.

(4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu
Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(5) Pada kondisi tertentu dimana harga pasar diatas standar satuan harga,
BLUD tetap dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sepanjang
memenuhi kriteria mendesak sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dan
ambang batas yang telah ditetapkan.

(6) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢ merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut
Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 15

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:
a. ringkasan pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
b. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan;
c. perkiraan harga;
d. besaran persentase ambang batas; dan
e. perkiraan maju (forward estimate).
(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran
fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar
pelayanan minimal.
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Pasal 16

Ringkasan pendapatan, Belanja dan pembiayaan untuk konsolidasian
dengan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a
merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan dalam RBA
yang disesuaikan dengan format APBD.

R_incian anggaran Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran
untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang
yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf ¢
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah
memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan
seperti tercermin dari tariff layanan.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf d merupakan besaran persentase perubahan anggaran
bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD.

Perkiraan maju (forward estimate) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) huruf e merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun
anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan
kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi
dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 17
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf e dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun
Pendapatan Daerah, kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah
pada jenis lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek
Pendapatan BLUD.

Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang sumber
dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf e, dan SiLPA BLUD,
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang
selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub
kegiatan dan jenis Belanja.

BLUD dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam
jenis Belanja pada RBA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya dikonsolidasikan pada
akun pembiayaan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku
Bendahara Umum Daerah.

Rincian Belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 18
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikonsolidasikan dan
merupakan kesatuan RKA SKPD.
Proses konsolidasi RBA ke dalam RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan program, kegiatan, sub kegiatan dan kode
rekening sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan, Penetapan dan RBA ke dalam Rencana Kerja dan
Anggaran SKPD

Pasal 19

R}{A SKI?D beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

TAPD menyampaikan kembali hasil penelahaan RKA SKPD beserta RBA
kepada PPKD.

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti
tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Mekanisme penyusunan, penetapan dan perubahan RBA, serta
konsolidasian RBA ke dalam RKA SKPD dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan
mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

Fleksibiltas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja
yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas
RBA BLUD yang telah ditetapkan secara definitif.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan
terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e
dan Hibah tidak terikat.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran
persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran
dalam-BLUD, RBA dan DPA.

Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali
Kota.

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan
tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan
menjadi DPA dan disampaikan kepada Wali Kota.

(1)
(2)

Pasal 22

Pendanaan BLUD yang bersumber dari APBD ditetapkan menjadi DPA
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
dasar pelaksanaan anggaran BLUD yang bersumber dari APBD.
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(3) Pglaksanaa.n anggaran BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. Belanja modal.

(4) Pelaksanaan anggaran secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(3:) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapan dengan memperhatikan anggaran dalam DPA dengan
memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(5) Pf:laksanaan anggaran yang dilakukan secara berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan RBA.

BAB YV
PENGEMBANGAN

Pasal 23
(1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja
yang ditandatangani oleh Wali Kota dan Pemimpin BLUD.
(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
a. kinerja pelayanan masyarakat,
b. kinerja keuangan; dan
c. manfaat bagi masyarakat.

(3) Format dokumen RBA, konversi RBA ke RKA SKPD, DPA BLUD pada DPA
SKPD tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

Untuk keperluan konsolidasian, seluruh Pendapatan dan Belanja dalam RBA
BLUD disesuaikan dengan kelompok dan jenis Belanja dalam APBD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengajuan, Penetapan, dan
Perubahan Rencana Bisnis Anggaran

Pasal 25

Perubahan RBA dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. pergeseran anggaran Belanja BLUD;

b. ambang batas;

c. penggunaan SiLPA tahun sebelumnya;

d. penyesuaian SiLPA tahun sebelumnya; dan

e. perubahan kebijakan nasional dan/atau daerah.

Pasal 26

(1) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dapat
dilakukan antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek
rekening sepanjang tidak melampaui pagu jenis Belanja yang terdapat
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(2)

(1)

(2)

(4)
(5)

6)

(7)

(1)

(3)

(4)

(5)

Setiap pergeseran anggaran Belanja antar objek, rincian objek dalam jenis
yang sama dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya
disampaikan kepada kepala SKPD dan PPKD.

Pasal 27

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b
dilakukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
BLUD, dan nilai ambang batas yang mempengaruhi realisasi Belanja.

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antar
objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat
melampaui pagu jenis Belanja pada ringkasan RBA dengan persentase
yang ditetapkan dalam RBA awal.

Jika perubahan RBA dilakukan sebelum perubahan APBD, perubahan
RBA tersebut ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD.

Jika perubahan RBA dilakukan setelah perubahan APBD, perubahan RBA
tersebut dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Perubahan RBA karena ambang batas ini dilakukan atas persetujuan
Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada kepala SKPD dan
PPKD.

Perubahan RBA yang ditampung dalam perubahan APBD mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD, dan diikuti dengan pergeseran
anggaran kas.

Setiap perubahan RBA akibat penggunaan ambang batas dilakukan atas
persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya disampaikan kepada kepala
SKPD dan PPKD.

Pasal 28

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf ¢, huruf d,
dan huruf e dapat dilakukan mendahului perubahan APBD.

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti
ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Perubahan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antar
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis,
antar objek, antar-rincian objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat
melampaui pagu jenis Belanja pada ringkasan RBA dengan persentase
yang ditetapkan dalam RBA awal.

Setiap perubahan RBA akibat penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD dan selanjutnya
disampaikan kepada kepala SKPD dan PPKD.

Format Perubahan RBA, DPPA-BLUD dalam DPPA-SKPD dan Konversi
Perubahan RBA ke dalam RKA Perubahan SKPD tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 29

Pemimpin BLUD dapat mengubah atau melakukan pergeseran alokasi biaya
dalam jenis rincian objek Belanja yang sama sesuai dengan perubahan
kebutuhan pelayanan pada RBA.
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BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KAS BLUD

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Anggaran BLUD

Pasal 30

BLUD menyusun DPA berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD
untuk diajukan kepada PPKD.

DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pendapatan, Belanja
dan pembiayaan.
PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan Pendapatan
BLUD, laporan Belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD setiap 3
bulan (triwulan) kepada PPKD.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat
pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala SKPD menerbitkan surat
permintaan pengesahan pendapatan, Belanja dan pembiayaan untuk
disampaikan kepada PPKD.

Sebelum pengajuan surat permintaan pengesahan Pendapatan dilakukan
rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja BLUD yang dituangkan dalam
bentuk berita acara rekonsilasi antara SKPD dengan PPKD.

Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Surat permintaan pengesahan pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan
menerbitkan surat pengesahan pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

Pasal 32

DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari
APBD.

Pelaksanaan anggaran yang digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja
barang dan/atau jasa dan Belanja modal yang mekanismenya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
melampirkan RBA.
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Bagian Kedua
Pengelolaan Kas BLUD

Pasal 33

Untuk pengelolaan kas, Pemimpin BLUD membuka rekening kas sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemimpin BLUD membuka rekening kas untuk keperluan pengelolaan
kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bank umum milik
pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan dilaporkan ke Bendahara
Umum Daerah.

Rekening kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Rekening
Kas BLUD, rekening Bendahara Penerimaan kas, rekening Bendahara
Pengeluaran kas BLUD.

Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan
untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang

dananya bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan hurufe.

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf
b, huruf ¢, dan huruf e secara non-tunai dilakukan dengan transfer ke
rekening Bendahara Penerimaan atau Rekening Kas BLUD.

Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipegang oleh
Pejabat Keuangan dan dalam pengelolaannya atas persetujuan pemimpin
BLUD.

Rekening Bendahara Penerimaan dipegang oleh Bendahara Penerimaan
dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin BLUD dan Pejabat
Keuangan.

Rekening Bendahara Pengeluaran dipegang oleh Bendahara Pengeluaran
dan dalam pengelolaannya atas persetujuan Pemimpin BLUD dan Pejabat
Keuangan.

Pasal 34
Dalam hal Pemimpin BLUD berhalangan sementara atau tetap sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat ditunjuk pejabat yang
diberi kewenangan untuk menandatangani surat otorisasi pencairan
dana.
Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemimpin BLUD kepada pejabat yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala SKPD.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat yang
secara operasional membidangi tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 35

Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:

Mo Ae o

perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

pemungutan Pendapatan atau tagihan;

penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;

pembayaran;

perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
pemanfaatan Surplus kas jangka pendek untuk memperoleh Pendapatan
tambahan.
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Pasal 36

(1) Untuk melaksanakan transaksi penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemimpin BLUD mengusulkan
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan bendahara kas
BLUD ke SKPD.

(2) Setiap t{'ansaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
tunai disetorkan seluruhnya setiap hari ke rekening penerimaan kas
BLUD dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.

(3) Sgtiap transaksi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilaksanakan sesuai dengan alokasi biaya yang tercantum dalam program
dan kegiatan yang telah ditentukan.

(4) Pemimpin BLUD membuat rincian dari transaksi pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk keperluan pengendalian dan
akuntabilitas.

Pasal 37

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaporkan secara berkala kepada PPKD per
3 (tiga) bulan, paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

(2) Format Anggaran Kas BLUD, Penyusunan Anggaran Kas Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan BLUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38
Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD melakukan penatausahaan keuangan
paling sedikit memuat:
a. Pendapatan dan Belanja;
b. penerimaan dan pengeluaran;
c. Utang dan Piutang;
d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
e. ekuitas.
BAB VI
PENATAUSAHAAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BLUD

Bagian Kesatu
Penatausahaan Pendapatan BLUD

Pasal 39

(1) Bendahara Penerimaan BLUD yang menerima pembayaran sebagai
penerimaan BLUD wajib melakukan pemeriksaan kesesuaian antara
jumlah uang dan kebenaran dokumennya berupa bukti penerimaan
dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dari pemberi Pendapatan,
dan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara nilai tunai dengan yang
tertera pada dokumen penerimaan uang.

(2) Bendahara membuat bukti penerimaan/Pendapatan/bukti lain yang sah
minimal 3 (tiga) lembar yaitu bukti asli kepada pemberi Pendapatan,
salinan 1 untuk arsip bendahara, dan salinan 2 (dua) untuk arsip.

Kasubbog. {
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(3)

Setiap penerimaan disetor ke Rekening Kas BLUD paling lambat 1 (satu)
hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir STS.

Jika penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat
dilakukan karena keadaan tertentu, maka batas waktu penyetoran paling
lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, dan dapat dikecualikan dan/atau

Format dokumen bukti penerimaan dan STS tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40
Pembukuan transaksi penerimaan Pendapatan BLUD dilakukan melalui:
a. pembukuan atas Pendapatan secara tunai; dan
b. pembukuan atas Pendapatan melalui rekening bank Bendahara

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mengisi BKU penerimaan berdasarkan bukti penerimaan/bukti lain
b. Bendahara Penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran

Pembukuan transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah
dari pemberi Pendapatan atas pembayaran yang mereka lakukan ke

b. Bendahara Penerimaan mencatat penerimaan BLUD pada BKU
Penerimaan dan Penyetoran pada bagian penerimaan berdasarkan slip

c. Bendahara Penerimaan juga mencatat pengeluaran pada BKU

Format BKU penerimaan BLUD dan Register STS tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bagian Kedua
Penatausahaan dan Pengelolaan Belanja BLUD

Pasal 41

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:

a. kecenderungan selisih anggaran Pendapatan BLUD selain APBD
tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya;
b. kecenderungan selisih Pendapatan BLUD selain APBD dengan

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)
diatur batas waktu yang wajar untuk menyetor.
(5)
(1)
Penerimaan BLUD.
(2)
yang sah; dan
yang diterimanya ke Rekening Kas BLUD.
(3)
Rekening Kas BLUD;
setoran/bukti lainnya; dan
Penerimaan pade bagian pengeluaran.
4)
Wali Kota ini.
(1)
(2)
dan
prognosis tahun anggaran berjalan.
(3)
dicantumkan dalam RBA BLUD dan DPA.
Kasubbag.
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(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang
batas.

Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan apabila
Pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf e diprediksi melebihi target Pendapatan yang telah ditetapkan
dalam RBA BLUD dan DPA tahun yang dianggarkan

Tata cara perhitungan ambang batas tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembukuan Belanja BLUD

Pasal 42

Pembukuan Belanja BLUD dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
menggunakan:
a. BKU pengeluaran BLUD;
b. buku pembantu BKU pengeluaran BLUD sesuai kebutuhan:

1. buku pembantu kas tunai;

2. buku pembantu simpanan/bank; dan

3. buku pembantu pajak.

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. bukti transaksi yang sah dan lengkap; dan

b. dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Format BKU pengeluaran BLUD dan Buku Pembantu BKU pengeluaran
BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Proses Penatausahaan Keuangan pada

Pejabat Keuangan BLUD

Pasal 43

(1) Proses penatausahaan keuangan yang dilakukan Pejabat Keuangan

meliputi:

a. penerimaan Pendapatan;

b. Penerimaan Pembiayaan;

c. pengeluaran Belanja;

d. Pengeluaran Pembiayaan; dan

e. pengeluaran setara kas dan non-anggaran.

(2) Untuk pengeluaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
Pejabat Keuangan melakukan verifikasi bukti pembayaran yang diajukan
Bendahara Pengeluaran, kemudian Pejabat Keuangan menyiapkan bukti
pembayaran.
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(3) Untuk pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, Pejabat Keuangan mengajukan bukti pembayaran untuk
ditandatangani Pejabat Keuangan.

(4) Untuk pengeluaran setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, untuk deposito di bawah 3 (tiga) bulan, Pejabat Keuangan harus
meyakini bahwa dana yang digunakan adalah dana yang tidak akan
digunakan dalam waktu dekat (idlecash), dan menyampaikan rencana
penempatan dana pada aset setara kas kepada pemimpin BLUD.

(5) Aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup jumlah
dana yang akan didepositokan dan pilihan deposito beserta alasan dan
hasil analisis pemilihan deposito tersebut.

(6) Pengeluaran aset setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas BLUD dengan
menggunakan surat perintah pemindahbukuan dari Pemimpin BLUD
kepada Pejabat Keuangan.

(7) Pemimpin BLUD mengeluarkan surat keputusan tentang persetujuan aset
setara kas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dipilih, dan Pejabat
Keuangan menerbitkan surat perintah Pejabat Keuangan yang
memerintahkan pemindahan dana dari kas BLUD ke dalam aset setara
kas yang dipilih.

Pasal 44

(1) Dalam rangka pengendalian Rekening Kas BLUD, Pejabat Keuangan
melakukan pembukuan menggunakan BKU Pejabat Keuangan, meliputi
pencatatan:

a. penerimaan Pendapatan yang diterima dari Bendahara Penerimaan
BLUD secara pemindahbukuan/transfer dari rekening Bendahara
Penerimaan BLUD;

b. Penerimaan Pembiayaan BLUD;

c. pengeluaran Belanja BLUD; dan

d. Pengeluaran Pembiayaan BLUD.

(2) Format dan tata cara pengisian BKU Pejabat Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
UTANG/PINJAMAN DAN PIUTANG BLUD

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengelolaan Utang

Pasal 45

(1) BLUD dapat melakukan Utang/Pinjaman sehubungan dengan kegiatan
operasional BLUD dan/atau perikatan Pinjaman dengan pihak lain.

(2) Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan
diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan
Praktik Bisnis yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. Utang jangka pendek; dan

brr-temg jarrgicrPanjarmg——— ‘
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)
(3)

(4)

Pgrikatan Utang jangka pendek atau Utang jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara
berjenjang, berdasarkan nilai Utang,

Bagian Kedua
Utang Jangka Pendek

Pasal 46
Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan Utang/Pinjaman yang
memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena
kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk
menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi
jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam
1 (satu) tahun anggaran.
Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk memenubhi:
a. kebutuhan Belanja operasional; dan
b. keperluan menutup defisit kas.
Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pengeluaran yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat jangka
pendek.
Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan dengan syarat:

a. kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
b. kegiatan tersebut telah ada dalam RBA dan tidak dibiayai dari APBD;

c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi untuk membiayai
kegiatan operasional yang mendesak dan tidak dapat ditunda;

d. jumlah Utang jangka pendek yang masih ada ditambah dengan
jumlah Utang jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15%
(lima belas persen) dari jumlah Pendapatan BLUD di luar APBD dan
Hibah terikat;

e. persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pemberi Utang; dan

f. persetujuan atas Utang jangka pendek diberikan oleh PPKD.

Bagian Ketiga
Utang Jangka Panjang

Pasal 47
Utang/Pinjaman jangka panjang merupakan Utang/Pinjaman yang
memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran
kembali atas Utang/Pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran.
Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk pengeluaran Belanja modal.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengeluaran
yang diperlukan untuk program pengadaan aset tetap yang
dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLUD.
Untuk melakukan Utang/Pinjaman jangka panjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Wali Kota
terlebih dahulu.
ang sesuai ketentuan

mengatur tentang




(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Bagian Keempat
Perjanjian Utang

Pasal 48

Komitmen BLUD dengan calon pemberi Utang dituangkan dalam
perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD
dan pemberi Utang/Pinjaman.

Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat:

pihak yang mengadakan perjanjian;

jumlah Utang;

peruntukan Utang;

persyaratan Utang;

penyelesaian sengketa; dan

keadaan kahar (force majeure).

Perjanjian Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat
persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang keuangan.

me o op

Bagian Kelima
Kewajiban Membayar Utang

Pasal 49
BLUD wajib membayar pokok Utang dan bunga yang telah jatuh tempo
sesuai perjanjian Utang.
Kewajiban pembayaran Utang BLUD yang jatuh tempo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan dalam RBA BLUD dan
dibayarkan pada tahun yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Piutang BLUD

Pasal 50

BLUD dapat memberikan Piutang sehubungan dengan penyerahan
barang atau jasa yang berhubungan langsung atau tidak langsung
dengan kegiatan BLUD.

Piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan
diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan
Praktik Bisnis yang Sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Piutang yang berhubungan langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang yang timbul karena
penyerahan barang/jasa dalam rangka kegiatan utama BLUD.

Piutang yang berhubungan tidak langsung dengan kegiatan BLUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Piutang yang timbul diluar
kegiatan utama BLUD.

Pasal 51
Pemimpin BLUD harus mempertimbangkan keuangan BLUD dan
kemampuan penanggung Piutang dalam memberikan Piutang kepada
masyarakat atau pihak ketiga.

ana dimaksud pada ayat (1) dapat




(3)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

BLUD tidak diperkenankan memberikan Piutang kepada penanggung
Utang yang tidak mampu melunasi kecuali karena alasan sosial
kemanusiaan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pasal 52
Dalam memberikan Piutang BLUD dapat membuat perikatan dan
melakukan penatausahaan sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.
Pemimpin BLUD membuat pedoman penatausahaan dan akuntansi
Piutang.

Pasal 53
BLUD melaksanakan penagihan Piutang pada saat jatuh tempo.

Dalam melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta
menyelesaikan tagihan atas Piutang BLUD.

Piutang BLUD yang tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan
secara maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka BLUD
menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada Wali Kota melalui
Panitia Urusan Piutang Negara.

Terhadap Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh panitia
urusan Piutang negara, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan
secara bersyarat terhadap Piutang BLUD dengan menerbitkan surat
keputusan penghapusan.

Bagian Ketujuh
Penghapusan Piutang

Pasal 54

Piutang BLUD yang tidak berhasil ditagih dapat dihapuskan secara
bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD.

Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan penghapusan Piutang BLUD dari pembukuan BLUD
tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.

Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan penghapusan hak tagih BLUD.,

Penghapusan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh BLUD sesuai kewenangannya
setelah mendapatkan pertimbangan dari kantor pengelola kekayaan
negara dan lelang.

Penghapusan mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat
dilakukan setelah Piutang BLUD diurus secara optimal oleh kantor
pengelola kekayaan negara dan lelang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 55

Pemimpin BLUD diberikan kewenangan melakukan penghapusan secara
bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD ditetapkan oleh:

a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) per penanggung Utang;

b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah
lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung Utang;

c. Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk
oleh Wali Kota;

d. Wali Kota untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per
penanggung Utang; dan

e. Wali Kota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
RpS.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung Utang.

Dalam hal Piutang dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang yang

dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs tengah Bank

Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat

pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Keuangan.

Piutang BLUD yang akan dihapuskan secara bersyarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Pejabat Keuangan secara
berjenjang setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah kerja Kota Banjarmasin.

Penghapusan secara bersyarat atas Piutang BLUD dari pembukuan
dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah Piutang
ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan
secara bersyarat dari badan pemeriksa keuangan; atau

b. Piutang adalah selain Piutang tuntutan ganti rugi, setelah Piutang
ditetapkan sebagai PSBDT.

Pasal 56
Penghapusan secara mutlak, sepanjang menyangkut Piutang BLUD,
ditetapkan oleh:
a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) per penanggung Utang; dan
b. persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah) per penanggung Utang.
Dalam hal Piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai Piutang
yang dihapuskan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kurs Bank Indonesia yang
berlaku 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul
penghapusan.
Piutang BLUD yang akan dihapuskan diusulkan oleh Pejabat Keuangan
secara berjenjang kepada pemimpin BLUD, Dewan Pengawas, dan Wali
Kota setelah mendapat pertimbangan dari kantor wilayah direktorat
jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi
wilayah kerja Daerah.
Penghapusan secara mutlak atas Piutang BLUD dilaksanakan dengan
ketentuan:

a. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan
penghapusan secara bersyarat Piutang dimaksud; dan
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(1)

b. penanggung Utar{g tetap tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan
keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 57

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) yang bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. Hibah tidak terikat;

c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

(3) Pengadaan/Barang Jasa yang berasal dari Hibah terikat dilakukan
sesuai dengan kebijakan pengadaan dari pemberi Hibah.

(4) Diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruh dari
ketentauan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang dan/atau jasa pemerintah.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk
melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas
personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

(4) BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BMD.

BAB IX
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN DAN
DEFISIT ANGGARAN BLUD
Bagian Kesatu
Investasi
Pasal 59

(1) BLUD dapat melakukan Investasi sepanjang memberi manfaat bagi
peningkatan Pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak
mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan
rencana pengeluaran.

(2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka
pendek.
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Pasal 60

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2)
merupalfar.l. Il:lvestasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan
untuk dimiliki selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang.

(2) Ir}vestasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan mengoptimalkan Surplus kas jangka pendek dengan
memperhatikan rencana pengeluaran.

(3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. deposito pada bank pemerintah dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara
otomatis;

b. bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) adalah
bank umum milik pemerintah; dan

c. surat berharga jangka pendek.

(4) akteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:

a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrument keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 61

Investasi BLUD yang diperkirakan tidak menguntungkan dan/atau
merugikan BLUD dapat melakukan Divestasi.

Bagian Kedua
SiLPA

Pasal 62

(1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi Pendapatan dan
realisasi Belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
LRA pada 1 (satu) periode anggaran tahun sebelumnya berupa saldo kas
BLUD baik dari dana BLUD dan bantuan operasional kesehatan yang
masih terdapat pada Rekening Kas BLUD atau bantuan operasional
kesehatan yang ada di bank maupun yang tunai.

(3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan
dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota
disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

(4) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
digunakan dalam tahun anggaran berikutnya sepanjang memberi
manfaat bagi peningkatan pelayanan dan kinerja dengan
mempertimbangkan likuiditas.

(5) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan untuk:

a. menutup defisit anggaran apabila realisasi Pendapatan lebih kecil
dari pada realisasi Belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban Belanja
langsung; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun
anggaran belum diselesaikan.
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(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai
dengan kebutuhan dan jenis Belanja BLUD, meliputi:

a. Belanja pegawai;

b. Belanja barang dan jasa; dan

c. Belanja modal.

Nilai SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk dalam
perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

Penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan untuk memenuhi

likuiditas dan membiayai program dan kegiatan yang harus melalui

mekanisme APBD.

Penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) apabila dalam kondisi mendesak

dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya
pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbukan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan
masyarakat.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 63
Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara Pendapatan
dengan Belanja BLUD.
Anggaran BLUD yang diperkirakan mengalami defisit, maka diperlukan
pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut.
Pembiayaan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal
dari:
a. SiLPA tahun sebelumnya; dan
b. penerimaan Pinjaman.
Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diagjukan usulan
pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Kepala SKPD
sesuai dengan kewenangannya.
PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk
menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD dalam APBD tahun
anggaran berikutnya.

BAB X
PENYELESAIJAN KERUGIAN

Pasal 64

Setiap kerugian Daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan
hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian
kerugian negara/daerah.
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(1)
(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 65

Bendahara Penerimaan BLUD wajib mempertanggungjawabkan laporan
pertanggungjawaban.

Format dokumen laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 66

Bendahara Pengeluaran BLUD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan BLUD yang menjadi kewenangannya meliputi:

a. pertanggungjawaban penggunaan UP/GU; dan

b. pertanggungjawaban bulanan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. bukti sah atas Belanja menggunakan UP termasuk bukti pendukung
lain yang sah;

b. rekapitulasi bukti Belanja ke dalam laporan pertanggungjawaban UP
sesuai dengan program dan kegiatannya; dan

c. laporan pertanggungjawaban UP menjadi lampiran pengajuan surat
NPD-GU.

Format laporan pertanggungjawaban UP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran lll yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 67

Pertanggungjawaban bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66

ayat (1) huruf b disampaikan kepada Pemimpin BLUD paling lambat

tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SPJ

yang menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu

anggaran secara kumulatif dan perkegiatan dengan melampirkan:

a. BKU pengeluaran; dan

b. laporan penutupan kas.

SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan tahapan

sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran BLUD menyiapkan laporan penutupan kas;

b. Bendahara Pengeluaran BLUD melakukan rekapitulasi jumlah
Belanja dan item terkait lainnya berdasarkan BKU dan buku
pembantu BKU lainnya serta buku pembantu rincian objek untuk
mendapatkan nilai Belanja per rincian objek;

c. Bendahara Pengeluaran BLUD membuat SPJ atas pengelolaan uang
yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan hasil rekapitulasi;

d. menyerahkan dokumen SPJ beserta BKU pengeluaran dan laporan
penutupan kas kepada pejabat keuangan untuk diverifikasi; dan

e. setelah mendapat verifikasi dan diterima oleh pejabat keuangan,
dilanjutkan dengan pengesahan laporan oleh pemimpin BLUD.

Format laporan penutupan kas bulanan dan laporan

pertanggun.awaban Bendahara Pengeluaran BLUD sebagaimana

yvang merupakan bagian tidak terpisahkan




(1)

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 68

Pemixppin BLUD menyusun dan menandatangani laporan Pendapatan,
Bc.elanja dan pembiayaan BLUD untuk disampaikan secara berkala/per
triwulan kepada PPKD melalui PA SKPD.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat pernyataan
tanggungjawab.

(3) B.erdasarkan laporan dan Surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana
dlmalfsud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemimpin BLUD menerbitkan Surat
Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk
disampaikan kepada PPKD.

(4) PPKD melakukan pengesahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan.

(5) Format laporan pendapatan, Belanja dan pembiayaan BLUD, surat
pernyataan tanggungjawab, surat permintaan pengesahan dan
pendapatan, Belanja dan pembiayaan, dan surat pengesahan,
Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 69

(1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. LRA;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;

d. LO;

e. LAK;

f. Laporan Perubahan Ekuitas dan

g. CaLK.

(3) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
laporan kinerja yang berisi informasi pencapaian hasil atau keluaran
BLUD.

(5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh
pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 70

(1) LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a merupakan
laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan
realisasi dalam satu periode:

(2) LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. ikhtisar sumber;
b. alokasi; dan
c. penggunaan sumber daya ekonomi.
| o
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(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c
menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu.

!,O sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d berisi
informasi jumlah Pendapatan dan biaya, Surplus atau defisit BLUD
selama satu periode.

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf e menyajikan

informasi kas meliputi:

a. aktivitas operasional,

b. Investasi;

c. aktivitas pendanaan; dan/atau

d. pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,
pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

CalK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf g berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan

keuangan.

Format LRA, Neraca, LO, LAK dan CalLK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Konsolidasi Laporan Keuangan dan Reviu/Audit

Pasal 71

Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)
digunakan dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD ke dalam
laporan keuangan Dinas Kesehatan, untuk selanjutnya dikonsolidasikan
ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tata cara penyusunan, penyampaian dan pengintegrasian laporan
keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Dalam rangka pembinaan keuangan BLUD, laporan keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada
Wali Kota melalui PPKD selaku Pembina keuangan BLUD.

(1)

(2)
(3)

(4)

(S

Pasal 73

Untuk memperoleh keyakinan terbatas atas kualitas laporan keuangan
yang disajikan oleh BLUD selaku entitas pelaporan, dilakukan reviu atas
laporan keuangan BLUD.

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan
pengawasan internal BLUD.

Dalam hal tidak terdapat satuan pengawas internal BLUD; reviu
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pengawasan.

Atas pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dibuat pernyataan telah direviu yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan BLUD semesteran dan tahunan.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian
diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan
eratur = angan.
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Pasal 74

(1) Pemimpin BLUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan
BLUD semesteran dan tahunan secara lengkap, disertai laporan kinerja
kepala BLUD untuk diintegrasikan ke dalam laporan keuangan
Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode
pelaporan berakhir, dan setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

(2) Lﬁporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasikan dan dikonsolidasikan ke laporan keuangan Pemerintah
Daerah dan disusun berdasarkan SAP.

(3) Format laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 75

Pengelolaan Keuangan BLUD dalam Peraturan Wali Kota ini mengacu dan
tidak boleh bertentangan dengan kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Wali Kota tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

Paraf Hierarki Y
Sekretaris Daerah WALI KOTA BANJARMASIN,
Plt. Asisten Umum o
dan Administrasi |
Kepala BPKPAD %

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal '

SEKRETARIS DA

AH KOTA BANJARMASIN,

/\ [ Paraf Hierarki
W, Plt. Asisten Umum 4
dan Administrasi
[IKHSAN BUDIMAN Kepala BPKPAD

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR
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LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR /2 TAHUN 2025

TENTANG

TATA KELOLA KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGARAN

FORMAT RBA
1. FORMAT RINCIAN RBA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD (1)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN..(2)

No URAIAN JUMLAH
(Rp)
1..(3) 2 ..(4) 3... (5
PENDAPATAN

Jasa Layanan

Jumlah

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawal

Belanja Barang/Jasa
a. ...

b. ....

c. dst

Belanja Bunga

a. ...

b.....

c. dst

Belanja Lain-lain

Jasubbag,
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a. ...

b. ...

c. dst

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

c. dst

Belanja Gedung dan Bangunan

a. ...

b. ....

c. dst

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

c. dst

Belanja Aset Tetap Lainnya

L= PR

b. ...

c. dst

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus / Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenan (SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas
SebesarRp................. (6) (7

Pemimpin BLUD
ttd

(Nama Lengkap)
1\') ) O
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Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA

(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran;

(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan,belanja dan pembiayaan;
(4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis,obyek, dan rincian
objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian
belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal;

¢. Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis, objek dan
rincian belanja;

d. Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok, jenis, objek dan
rincian belanja;

e. Untuk Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan dan
pengeluaran pembiayaan;

f. Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan;

g- Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
penerimaan pembiayaan;

(5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan,belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

(6) Diisi dengan nilai ambang batas belanja;
(7) Diisi tanggal, bulan,dan tahun.
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2. RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN PADA RBA BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BLUD

(1)

RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN..(2)

No

URAIAN

JUMLAH
(Rp.)

1..(3)

2 ..(4)

305

PENDAPATAN

Jasa Layanan

c. dst

-------------------------- »

Pemimpin BLUD
ttd

(Nama Lengkap)
NIP cowmsnns

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD
(1) Diisi dengan Nama BLUD;
(2)  Diisi Tahun Anggaran;

(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;
(4) Kolom 2, diisi sebagai berikut:

a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;

b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis

c. Untuksetiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya diuraikan
obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan penguraian

kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain
(5) Pengisian kolom tiga:

a. Pengisian jumlah pendapatan secara horisontal sesuai dengan jumlah

yang direncanakan menurut Kkelompok,

dicantumkan dalam kolom uraian,

b. Jumlah menurut kelompok pendapatan diisi dengan jumlah hasil

jenis,

(6)

objek, dan yang

penjumlahan dari seluruh jmlah objek pendapatan berkenaan.
(6) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.
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3. RINCIAN ANGGARAN BELANJA PADA RBA BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD (1)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BELANJA TAHUN
ANGGARAN..(2)

SUMBER DANA

JUMLAH
NO URAIAN Pendapatan APBD | siLPA (Rp.)
BLUD
Toree(3) 2. (8 3. 05 4.. (8
BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Mesin

Belanja Gedung dan
Bangunan

Belanja Jalan,Irigasi
dan Jaringan

Belanja Aset Tetap
Lainnya

@subbag,
‘peruug Kabag. Hukum | Kepala SKPD
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Belanja Aset Lainnya

i wuiia

<

c. dst ) N N

Jumlah - a
Nilai Ambang Batas Sebesar | ... R 20 (8)
BP (7) Pemimpin BLUD
ttd
(Nama Lengkap)

4, 0 O —

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD
(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;
(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;
(4) Kolom 2, diisi sebagai berikut:

a. Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja
yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut
belanja ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan
adalah belanja operasi, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis
belanja operasi, rincian objek belanja operasi.

b. Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan
masing-masing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal;

(5) Pengisian kolom 3, sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek dari setiap objek belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk
mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud
berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD
yang sah dan APBD;

(6) Pengisian kolom empat, sebagai berikut:

a. Pengisian jumlah belanja secara horisontal sesuai dengan jumlah yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek yang
dicantumkam dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut kelompok belanja diisi dengan jumlah hasil
penjumlahan dari seluruh jumlah jenis belanja berkenaan;

c. Jumlah menurut jenis belanja diisi dengan jumlah hasil penjumlahan
dari seluruh jumlah objek belanja berkenaan.

(7)  Diisi dengan nilai besaran ambang batas belanja.

(8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

{asubbug. |
PerUy
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4. FORMAT RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN PADA RBA BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BLUD.........cooveneee. (1)
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 20XX (2)
No URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1.(3) 2 ..(3) 3... (5)
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Jumlah

oooooooooooooooooooooooooo

) eevssecscssscssses

Pemimpin BLUD

ttd

(Nama Lengkap)

NIP

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD
(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;
(4 Kolom 2, diisi sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut
penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;

2)

(asubbag.
Perjl)

Kabag, Hukum

Kepala SKPD

Y

Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan,
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya , divestasi, penerimaan utang/pinjaman
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam
kelompok penerimaan pembiayaan;



3) Untuk masing-masing

jenis

penerimaan pembiayaan yang

dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Urailan pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lenih lanjut
pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;

3) Untuk masing-masing jenis
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

(5) Pengisian kolom 3, sebagai berikut:

pengeluaran pembiayaan yang

a. Pengisian jumilah pembiayaan secara horisontal sesuai dengan jumlah
yang direncanakan menurut jenis, rincian dan objek yang dicantumkan

dalam kolom uraian;

b. Jumlah menurut jenis pembiayaan diisi dengan jumlah hassil
penjumlahan dari seluruh jumlah objek pembiayaan berkenaan.

(6) Diisi tanggal, bulan dan tahun.

Kasubbag.
Perll

Kabag. Hukum

Kepa'a SKPD
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5. FORMAT RINCIAN ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

100> JONO (1)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN........ (2)

Program J— (3)
Keglatan — (4)
Sub T (5)
kegiatan

Sumber S (6)
Dana

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD

sebesar Rp. ............

(15)

(16

Indikator Tolak Ukur Target Kinerja.......... (8)
Kinerja.. (7)
Capalan
_program
masukan
keluaran
Kelompok sasaran kegiatan :.......(9)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN
RINCIAN
Kode PERHITUNGAN
Rekening.. | Uraian ... (11) . (12) JUMLAH ..
(13) (Rp)
(10) Volume | Satuan Harga
Sat
1 2 3 4
6
JUMLAH (Rp) ..(14)
Nilai Ambang Batas @ = |  .ccveriiiiiieneee ) erecmssesesresaens 20

Pemimpin BLUD

ttd
(Nama Lengkap)
NIP ...ccoveveenren

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD

(1) Diliisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas
dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan instrumen kebijakan yang
berisi dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan
masyarakat yang dikordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan dan
sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait

Kasui:bag,
Perly

Kabag, Hukum

Kepala SiPD
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(5)

6)
™

8

O

(10)
(11
(12)

(13)
(14)

(15)
(16)

tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan merupakan tindakan yang sesuai

dengan program yang direncanakan untuk memperoleh

keluaran/hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan

sumber daya yang tersedia.

Sub kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang

terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub kegiatan merupakan tindakan yang

akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu

pendapatan BLUD/Pendapatan APBD/SiLPA tahun sebelumnya.

Pengisian kolom tolok ukur kinerja, sebagai berikut:

a. Capaian program diisi dengan uraian sasaran/cakupan objek yang
menjadi target;

b. Masukan diisi dengan uraian masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang dibutuhkan

c. Keluaran diisi dengan uraian jumlah konkrit hasil dari pelaksanaan
kegiatan.

Pengisian target Kinerja, sebagai berikut:

a. Target capaian program diisi dengan jumlah sasaran/cakupan
objek yang menjadi target.

b. Target masukan diisi dengan jumlah anggaran yang diperlukan
agar kegiatan dapat terlaksana;

c. Target keluaran diisi dengan jumlah hasil dari pelaksanaan
kegiatan.

Pengisian kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan

terhadap karakteristik kelompok sasaran.

Pengisian kode rekening diisi dengan kodefikasi berbasis Permendagri

90/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

Pengisian uraian kode rekening diisi dengan nomenklatur berbasis

Permendagri 90/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD

Pengisian rincian perhitungan dilakukan sebagai berikut:

a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah
orang/pegawai dan barang

b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat
suku bunga, nilai kurs.

Pengisian jumlah (Rp) diisi dengan jumlah perkalian antara volume

dengan harga satuan.

Pengisian jumlah (Rp) diisi dengan penjumlahan dari hasil pengisian

jumlah nomor (12)

Diisi dengan besaran ambang batas belanja.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

Kasubhag.
Perly

Kabag. Hulum Kepala SKPD
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6. FORMAT RINGKASAN RBA (PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
21 R0 » SO (1)

RINGKASAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

No

URAIAN

JUMLAH

(R
3...

D.)

1..(3)

2 A2

(5)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Jumlah

BELAN]JA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus / Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa

Anggaran Tahun Berkenan
(SiLPA/SiKPA)

Lebih/Kurang Pembiayaan

Sebesar Rp

................. (6) (7

ttd

Pemimpin BLUD

(Nama Lengkap)
NIP ...ccccee.ees

Nilai Ambang Batas | ..ccoeicimicnnnnnnee. s sesessenasnenanans 20

Kasubbag.
PerUy

Habag. Hukum § HKepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD

(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran;

(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan,belanja dan
pembiayaan;

(4) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a.

Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis,obyek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya

uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan
belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan
kelompok,jenis, objek dan rincian belanja; dan Dalam kelompok
belanja modal diuraikan kelompok,jenis, objek dan rincian belanja;
Untuk Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya urairan pembiayaan dikelompokkan ke dalam
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan;

(5) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

(6) Diisi dengan nilai ambang batas belanja;

(7) Diisi tanggal, bulan,dan tahun.

Kasubbag,
ParUy

Kabag, Hulkum

Kepala SKPD
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7. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RBA

HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN
A, Gambaran Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Susunan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD dan
Dewan Pengawas (jika ada)

BAB 11 KINERJA BLUD (DALAM TAHUN SEBELUMNYA)
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian
Kinerja
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun RBA
dengan Fakta yang Terjadi
1. Aspek Makro
2. Aspek Mikro
C. Pencapaian Kinerja
1. Non Keuangan
2. Keuangan
a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
b. Realisasi Belanja/Biaya Berdasarkan Unit
Layanan (Program dan Kegiatan)
c. Realisasi Biaya
d. Realisasi Investasi (investasi bangunan/peralatan)
D. Prognosa Laporan Keuangan
1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Arus Kas

BAB Il RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN BERKENAN
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan
Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
B. Asumsi yang Digunakan
1. Aspek Makro
2. Aspek Mikro
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan
D. Program Kerja dan Kegiatan
1. Program Kerja
2. Kegiatan (Kegiatan Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan)
E. Perkiraan Pendapatan
F. Perkiraan Biaya (Biaya Berdasarkan Unit Layanan)
G. Anggaran BLUD
1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)
2. Anggaran Belanja (Basis Akrual)
3. Anggaran Pendapatan (Basis Kas)
4. Anggaran Belanja (Basis Kas)
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi

13
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BAB IV

BAB V

H. Ambang Batas RBA (Tahun Berkenan)

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN (TAHUN BERKENAN)

A. Proyeksi Neraca

B. Proyeksi Laporan Operasional

C. Proyeksi Laporan Arus Kas

PENUTUP

A. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian dalam rangka
Melaksanakan Kegiatan BLUD

B. Kesimpulan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

{asubbog,

Pariily

Kabag. Hulum

Kepala SKPD
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FORMAT KONVERSI RBA KE RKA-SKPD

1. RKA-Pendapatan

(Pendapatan BLUD dikonversi ke dalam RKA-SKPD pada pendapatan dengan
kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain- lain PAD

yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Provinsi Kalimantan Selatan Pendapata
Tahun Anggaran............... (1) n
Organisasi @0 5 G B e T T (2)
Rincian Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode rekening Uraian Volum | Satua | Tarif Jumlah
e n r (Rp)
harg
a
)] 2o (@) 3= (5 4. (6) 5w (7) | 6%(3x5).(8)
4 L Pendapatan
411 PAD
4|1 4 Lain-lain
PAD yang
sah
4/1]|4|x |x |x| Pendapatan
X | x |[x| BLUD
4|1|4|x |x |x| Pendapatan
X | x | x| BLUD
F LA IR | R s
X |x | X
Jumah
.................. rosessresss20ineeen(9)
Kepala SKP
Nama Lengkap (10)
NIP.
KOLeraREaN . conmimismmimmmmasins (11)
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3. Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah................cc........... (12)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
dst

iasubbag,
- Parilll

Kabag. Hukum
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Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Pendapatan

(1)
)

3)
@)
)
(6)

)
@®)

)
(10)

(1)

(12)

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek pendapatan;

Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok,
jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan;

Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan;

Kolom 4 (satuan), dfisi dengan satuan hitung dari target rinclan obyek
yang direncanakan;

Kolom 5 (tarif/harga), diisi dengan besaran satuan pendapatan;
Kolom 6 (Jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang direncanakan
menurut kelompok,jenis,obyek, rincilan obyek pendapatan. Jumlah
pendapatan dari setlap rincian obyek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5;

Diisi tanggal, bulan, dan tahun;

Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-
Pendapatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat
catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah
untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan dalam baris
catatan hasil pembahasan;

Seluruh anggota tim anggaran pemerintah Daerah menandatangani
formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang dilengkapi dengan
nama, NIP dan jabatan.

(asubbag.
Parlty

Kabag. Hulaum Kepala SKPD

[/

ro

16



2. RKA-Belanja

(Belanja dialokasikan untuk membiayai 1 (satu) Program Peningkatan
Pelayanan, 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan, 1 (satu) kelompok, dan jenis belanja namun tidak sampai obyek
dan rincian obyek).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Pemerintah Kota Banjarmasin Rincian
Tahun Anggaran............... (1) Belanja
Urusan L N . (2)
Pemerintahan
Bidang Urusan D XXX ceereernireisnsssasenasnnstntensenmeensnansene (3)
Program DX XKKX reeesssncnnnncceerencescnnessocannssennne 4)
Sasaran Program D iereereniineeeesesanarseseeaesiontsnsanannan (5)
(impact)
Capaian Program ... (6)
(outcome)
Kegiatan HD. 5. 015 o ® ¢ JU R (7)
Organisasi D OXXKXXK XX XKKKXX oovereveeeeieeeneenseeseeseens (8)
Unit Organisasi ! XXX XX XXX-XK XX KX ceeceenoanennnesnnens (9)
Jumlah Tahun n-1 (PR I ¢ § 1) ]
Rp. .......
Jumlah Tahun n (PP OT I (o & 4
Rp. .......
Jumlah Tahun (o errsneacioniciisssnsscnncsscessneccnenaceees)  (12)
n+1Rp. .......
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan....................... (13)
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Utam Penunjang Utama Penunjang
a
Capaian Kegiatan
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Keglatan............cccccecevevrieniieninniiiinonceneecereeans (14)
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan SKPD
Sub kegiatan HP. &0 & o & e & o SN (15)
Sumber dana : ... (16) | Lokasi * : Provinsi sampai Distrik
Sub keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub
kegiatan)...(17)
Waktu : Mulai ... samai ... (18)
pelaksanaan
Keterangan D oeeessreene (19)
. . Jumlah
Rincian Perhitungan (Rp.)
Kode Rekening Uraian Harga
Vol. | Sat. | Satua
1...(20) 2...(21) 3.(22) | 4.(23) 5..24) 6=3x5.(25)
S|1|1 Belanja Pegawai
5|11 |x Belanja Pegawai
X

Kasubbag. , Kepala SKPD
 perls Kehag, Hulanm ep
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5({1/1|x |x Belanja Pegawai
X | x
5(1|1|x |x |x |Belanja Pegawai
X |x |x
5({1]|2 Belanja Barang
Jasa
511({2]|x Belanja Barang
X Jasa
5(1]2|x |x Belanja Barang
X | X Jasa
5|/1|12]|x |x |[x [Belanja Barang
X |x |x |Jasa
5{1]3 Belanja Modal
Tanah
511|3(x Belanja Modal
X Tanah
5(1(3|x |{x Belanja Modal
X | x Tanah
5/1(3|x |x |x |[BelanjaModal
X |X [x [Tanah
5(1|4 Belanja Modal
Peralatan, mesin
5/1|4]|x Belanja Modal
X Peralatan, mesin
S{1}4|x |[x Belanja Modal
X | x Peralatan, mesin
5{1(4|x |x |{x |Belanja Modal
X | x | x |Peralatan, mesin
5|1 |x Belanja Modal ...
dst
Jumah Anggaran Sub Kegiatan
Jumlah Anggaran Kegiatan
.................. yeesseseeas20eeen(26)
Kepala SKP
Nama Lengkap
NIP.
Keterangan ............cccceevvvvvrnivvrnrinennnns (27)
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3. Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah............................. (28)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
dst

Kasubbag.
;:rl?gb Kabag, Hukum Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Belanja

(1)
@
@)
Q)
®)
€
Y
®)
O)

(10)

1)
(12)
(13)

(14)

(13)
(16)

(17)

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Bidang Urusan, diisi dengan nomor kode bidang wurusan
pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Baris kolom program, diisi dengan nomor kode program dan nama
program darikegiatan yang berkenaan;

Baris kolom Sasaran Program (impact), diisi dengan penjelasan
dari sasaran program yang diharapkan;

Baris kolom Capaian Program (outcome), diisi dengan penjelasan
dari capaian program yang diharapkan;

Baris kolom kegiatan, diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama
kegiatan yang akan dilaksanakan;

Baris kolom Organisasi, diisi dengan nomor kode perangkat daerah
dan nama organisasi perangkat daerah;

Baris kolom Unit Organisasi diisi dengan nomor kode unit perangkat
daerah dan nama unit organisasi perangkat daerah;

Baris kolom Alokasi Tahun n-1, diisi dengan alokasi anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun
yang direncanakan;

Baris kolom Alokasi Tahun n, diis dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan;
Baris kolom n+1,diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang akan
dilaksanakan 1tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan;
Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan:

a. Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja dari
setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM,
jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi, yang
dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

b. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang
dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan,
keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur
kinerja.

Baris kolom Kelompok Sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan
gender.

Baris kolom sub Kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan
dan nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan

Barils kolom sumber dana dlist dengan jenis sumber dana untuk
mendanali pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan
mempedomani Permendagri mengenal Klasifikasl, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Dan kolom Lokast diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap sub
kegiatan dilaksanakan.

Baris kolom sub keluaran diisi barang atau jasa yang dihasilkan
oleh sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan serta program dan
kebijakan.

iasuhibag,
varidy

¥abag. Hukum

Kepala SKPD
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(18)

(19)

(20)
(21)
(22)

(23)

(24)
(25)

(26)

(27)

(28)

Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan
dari sub kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan
selesainya sub kegiatan tersebut.

Baris kolom keterangan diisi dengan, antara lain:

a. 1)kode 1 : menunjang penidian;

b. 2)kode 2 : menunjang kesehatan;

c. 3)kode 3 : infrastruktur

d. 4)kode 4 : prioritas nasional bagi provinsi

e. 5)kode 5 : prioritas daerah bagi kab/kota

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis
belanja

Kolom 2 (uralan) diisi dengan uralan nama kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek belanja.

Kolom 3 (volume) diisl dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah
orang/pegawal dan barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rinclan
obyek yang direncanakan seperti unit,
waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran
isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satan dapat berupa
tarif, harga, tingat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun; dan formulir RKA-Belanja
ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan.

Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-
Belanja oleh tim anggaran pemerintah Daerah. Apabila terdapat
catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran pemerintah
Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD dicantumkan
dalam baris catatan hasil pembahasan;
Seluruh  anggota tim anggaran pemerintah  Daerah
menandatangani formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas
yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

Kasubbag,
Periiy

Kabag. Hukum

Kepala SXPD
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3. RKA-Pembiayaan
(BLUD dapat melakukan pergeseran rincian pembiayaan, sepanjang tidak
melebihi pagu anggaran dalam jenis pembiayaan pada DPA, untuk
selanjutnya disampaikan kepada PPKD).

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Pemerintah Kota Banjarmasin Pembiayaan
Tahun Anggaran............... (1) SKPD
Rincian anggaran Pembiayaan
Organisasi §X=XXX XXX XK oeeiennenreeeeeerneeeensnnreennnns (2)
Rincian Anggaran Pembiayaan
. . Jumlah
Kode rekening Uraian (Rp)
1.3 2 (4) 3.(5)
6(1|1]|xx|xx|xx |Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
6|1|2|xx|xx|xx |Divestasi
61| 3 |xx|xx|xx |Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah Penerimaan Pembayaaran
........ (6)
6|2 2| xx|xx|xx |Investasi
6|2 |3 | xx|xx|xx |Pembayaran Pokok Utang yang
Jatuh Tempo kepada Lembaga
Keuangan
Jumah Pengeluaran Pembiayaan .....(7)
Pembiayaan Netto
.................. yorveeensn20innnen(8)
Kepala SKPD..... 9)
Nama Lengkap
NIP.
Keterangan.............cccoooovveeuvneenceneen. (10)
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah ..., (11)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
dst

Kasubbag, .
payuug Kabag. Hukum § Kepala SKPD

+ {




Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Penerimaan Pembiayaan
Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, pengerjaan dilakukan oleh
Satuan kerja pengelola keuangan daerah(SKPKD).

)
@
(3)
G
()

(6)

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun kelompok,
jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek penerimaan
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan;
Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutkan
dengan pengeluaran pembiyaan;

Kolom 3 (jumlah), diisi dengan jumlah jenis pembiayaan berkenaan
yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh obyek
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan bersangkutan;
Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh
jenis penerimaan pembiayaan;

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari
penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan;

Diisi tanggal, bulan, dan tahun;

Formulir RKA-Pembiayaan ditandatangani Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;
Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA-
Pembiayaan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran
pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;

Seluruh  anggota tim anggaran pemerintah Daerah
menandatangani formulir RKA-Pendapatan yang telah dibahas
yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

)
)]
9
(10)
(11)
Kasubbag, | .,
gi J@S,Ug Jb 5‘&3533& Hulum &(e;aaga SKPD
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FORMAT RINCIAN DPA-BLUD DALAM DPA-SKPD

1. DPA PENDAPATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN NO DPA-SKPD ...... (1) Fol;g:-lir
ANGGARAN 00 PENDAP
SATUAN KERJA XXX xx |00 0 4 ATAN
PERANGAT DAERAH SKPD
Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran ......... (2)
Organisasi .8 68 ¢ S (3)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Organisasi Perangkat Daerah
Rincian
Perhitungan
Kode Rekening Uraian Tarif Jumlah
Vol. | Sat. /
Harg
| a
1. (4) 3w (5 36| 4.0 | 5.0 6=3%5.(9)
4 Pendapatan
41 PAD
411(4 Lain-lain PAD yag Sah
4|1)4|xx|x |xx| Pendapatan BLUD
X
4|11}4|xx|x |xx| Pendapatan BLUD
X
4|11|4|xx|x |xx| Pendapatan BLUD
X
4|1|4|xx|{x | xx| Pendapatan BLUD
X
Jumlah
Rencana Pendapatan Per Triwulan
................ ) ceererennenene 20 ...(10)
Triwulan 1 :Rp................ (11) Mengesahkan,
Triwulan 2 : Rp. .......... Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan 3 : Rp. ..........
Triwulan 4 : Rp. .......... Ttd............ (12)
Jumlah : Rp..........
(Nama Liengkap)
NIP. .

Kasusbag,

Partiy

Habag, Huteimn | Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Formulir DPA Pendapatan:

1

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
Y]
©)

)

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program dlisi dengan
kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta
nomor kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1;

Tahun anggaran, diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan
Organisasi, diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD

Kolom 1 (kode rekening),diist dengan kode rekening kelompok,
jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPD.

Kolom 2 (uraian),diisi dengan uraian kelompok, jenis, objek,
rincian objek pendapatan SKPD

Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian objek
pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD

Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan

Kolom 5 (tarif/harga), diisi dengan tarif/harga nilai satuan lainnya
dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase bagian
laba, atau harga atas penjualan barang/jasa yang tidak
dipisahkan

Kolom 6 (jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom S

(10) Nama ibukota, bulan, tahun, diisi berdasarkan pembuatan

formulir DPA-Pendapatan, dengan mencantumkan nama jabatan
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah

(11) Rencana pendapatan setiap triwulan selain tahun anggaran yang

(12)

direncanakan;

Formulir DPA-Pendapatan ditandatangani oleh pejabat pengelola
keuangan daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan
nomor induk pegawai.

Kasubbag.

Porited

Habag. Hudwem

Kepala SKPD

s
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2. DPA BELANJA

DOKUMEN PELAKSANAAN HO PPASKED e 1) Fogpm:_“r
ANGGARAN 00 RINCIAN
SATUAN KERJA PERANGAT XXX | x0¢ | 00 5| x
DAERAH 0 BELANJA
SKPD
Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran ......... (2)
Urusan Pemerintah X coooiiiiiiiiininennnns (3)
Bidang Urusan SR cnimnisaee (4)
Program o XXIRK vvvavinsnssiinons (5)
Sasaran Program (impacti) T — (6)
Capaian Program (outcome) (7)
Kegiatan b & '0.45,9 60 ¢, (PR (8)
Organisasi =~ : X.XX.XXX-XX.XX ...... )
Unit Organisasi ! XXX XX XXX XX ceeen (10)
Jumlah Tahun D=1 RP. swsssusscesselososane] wossess (11)
Juilsh TAHUR N BD: wassssisssssss (ovinsind gussass _ (12)
Jurnlah Tahtin n+1 Rp: ceslamnas) s (13)
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan ....(14)
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Utama Penunjan | Utama | Penunjang
| Capaian Kegiatan -
Masukan :
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :................ccccccoeeeiii.. (15)
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Sub Keglatan @300y . uumusmass (16)
SUMbBr Dala Lo e (17) Lokasi * :Provinsi sampai
kecamatan
Sub Keluaran :(Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan ...
(18) o
Waktu pelaksanaan s Al vy Sampal e
(19)
Keterangan B e R (20)
Kode Rekening Uraian Jumlah
1. (21) 2 wil22) 3.. (23]
5(1|1 Belanja Pegawai
5/1]1|xx Belanja Pegawai )
53] 1]xx[xx Belanja Pegawali
5/1|1|xx|xx|x | Belanja Pegawai
X
5/1|2 Belanja Barang dan Jasa
5|1]2]xx Belanja Barang dan Jasa
5/1|2|xx|xx Belanja Barang dan Jasa
5/1|2|xx|xx|x | Belanja Barang dan Jasa
X
5/1|3 Belanja Modal Tanah
5(/1]|3|xx Belanja Modal Tanah

[T e By M
nasuiinag,

Monal 4
E‘Ciﬂj l.L_a,a.a SI-PD
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5|11} 3] xx|xx Belanja Modal Tanah
5]1|3|xx|xx|x | Belanja Modal Tanah
X
5|14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5114 xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
S5|1|4]xx|xx Belanja Modal Peralatan dan Mesin
511|4|xx|xx|x | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
X
S5|1}{x Belanja Modal, dst
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan
Jumlah Anggaran Kegiatan
| LT 1 ]

Rincian Pendapatan Per Triwulan

(25)

Triwulan 2 : Rp. ..........
Triwulan 3 : Rp. ..........
Triwulan 4 : Rp. .......... ttd

Jumlah Rp. ..ceoenee

........................ peeeerresneee 20 ot (24)

Triwulan 1 : Rp. .......... Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .. (26)

(Nama Lengkap)
NIP. cccerivennens

Petunjuk Pengisian Formulir DPA Belanja:

M

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
)
©)
©)
(10)
(11)

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode
program dan nomor kode kegiatan diisi dengan nomor kode
anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok
belanja langsung diisi dengan kode 2;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
Urusan pemerintahan, diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Bidang urusan, diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan
dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan;

Sasaran program (impact) diisi dengan penjelasan dari capaian
program yang diharapkan;

Capaian program (outcome) diisi dengan penjelasan dari capaian
program yang diharapkan;

Kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang
diharapkan;

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Unit organisasi diisi dengan nomor kode unit perangkat daerah dan
nama unit satuan kerja perangkat daerah;

Baris kolom alokasi Tahun n-1 diisi dengan alokasi anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun
yang direncanakan;

Gsubhag,
Parti§

Kabag. Hultum

Kepata SKPD
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(12)

(13)

(14)

(15)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)

(23)
(24)

Baris kolom alokasi n, diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan;

Baris kolom alokasi n+1, diisi dengan alokasi anggaran kegiatan

yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang

direncanakan;

Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan:

a. Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja dari setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah sdm, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b. Kolom target kinerja diis dengan tingkat prestasi kerja yang
dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan,
keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur
kinerja

Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap

karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.

Sub kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan dan nama sub

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana untuk mendanai

pelaksanaan sub  kegiatan yang direncanakan dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah. Dan kolom lokasi diisi dengan nama lokasi

atau tempat sub kegiatan yang dilaksanakan

Sub keluaran diisi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan kegiatan serta program dan kebijakan.

Watu pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan dari sub

kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan selesainya

sub kegiatan tersebut.

Baris kolom keterangan, diisi dengan, antara lain;

a. kode 1 : menunjang pendidikan;

b. kode 2 : menunjang kesehatan;

c. kode 3 : infrastruktur;

d. kode 4 : prioritas nasional bagi provinsi dan kabupaten/kota;

e. kode 5 ; prioritas daerah bagi kabupaten /kota.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis

belanja;

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek belanja.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja;

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

DPA-belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan

kerja pengelola keuangan daerah;

Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang

direncanakan;

Formulir  DPA-belanja ditandatangani oleh pejabat pengelola

keuangan daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai.
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3. DPA PEMBIAYAAN

Triwulan 2 : Rp. .......
Triwulan 3 : Rp. .......
Triwulan 4 : Rp. .......
Jumlah

: RD: thereee ttd

(Nama Lengkap)
NIP. ...............

NO DPA-SKPD ...... Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN (1) DPA-
ANGGARAN 00 PEMBIAY
ORGANISASI PERANGAT DAERAH |[x.xx|xx|{00 0 6 AAN
SKPD
Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran ......... (2)
Rincian Anggaran Pembiayaan
Organisasi D OXXX XX XXX XX oo (3)
Kode Rekening Uraian Jumlah
1. (4 2 .. (5) 3. (6)
6|1} 1|xx¢|xx|x | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
X_| Anggaran (SiLPA)
6|1]|2|xx|{xx|x | Divestasi
X
6|1|3|xx|xx|x | Penerimaan Utang/Pinjaman
X
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (7)
6|22 xx|xx|x | Investasi
X
6]2|3|xx|xx|x | Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh
X | Tempo Kepada Lembaga Keu.
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (8)
Rincian Pendapatan Per Triwulan
........................ seenssesenses 20 ..... (10)
Triwulan 1 : Rp. ...... 9) Mengesahkan,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .. (11)

Kasuhiag.
Prriil)

Kabag. Hukum

Kepala SKPD

+

4
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Petunjuk Pengisian Formulir DPA Pembiayaan:

(1)

@
(3)

(4)

()

(6)

Y]
®)
9)
(10)

(11)

Nomor DPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode
00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode
anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode
kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening
akun/kelompok/ jenis/objek/rincian objek penerimaan
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan;
Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek pembiayaan, yang dilanjutkan dengan
pengeluaran pembiayaan.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis pembiayaan berkenan
yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek pembiayaan
yang termasuk dalam jenis pembiayaan bersangkutan;

jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis
penerimaan pembiayaan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan
seluruh jenis pengeluaran pembilayaan.

Rencana anggaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan;

Tanggal, bulan, tahun diisi brdasarkan pembuatan DPA Pembiayaan,
dan

Formulir DPA-pembiayaan ditandatangani oleh PPKD dengan
mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.

Kasuwbag.
Porlily
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FORMAT DBA DAN ANGGARAN KAS BLUD
1. FORMAT RINGKASAN DBA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD.......coiinececec e (1)
RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN -{2)
NOMOR : X.XX-XX-XX-XXX-XX........ (3)

No Uraian Jumlah (Rp.)
1.{4) 2..(5) 3.... (6)
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Hibah

Hasil Kerjasama APBD
Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah
Jumlah

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Lain-lain
Jumlah
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran
Sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Investasi
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan
(SiLPA/SiKPA)
Nilai Ambang Batas Sebesar Rp.. (7) | .oceevreiraennnnns s sreseesascncnssses 20

Rencana Penarikan per Triwulan
......... (8) Pemimpin BLUD

Triwulan Rp. ..........

30
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Triwnlan I Rp. oo ttd

Triwulan III Rp. ..........

Triwulan IV Rp. .......... Nama Lengkap
Jumlah RP. sussivaie o NIP wimim

Petunjuk Pengisian Formulir DBA Belanja:

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Diisi dengan Nama BLUD;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

Diisi dengan nomor DBA;

Kolom 1 diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan diterima
oleh BLUD.

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi dan belanja
modal; dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis
belanja; dan dalam kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-
jenis belanja.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan; dan dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis pengeluaran pembiayaan.

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan untuk tahun yang direncanakan.

Diisi dengan besaran ambang batas belanja yang telah ditentukan.

Pengisian Rencana Penarikan per Triwulan diisi rencana penarikan

dana belanja per kegiatan setiap triwulan selama tahun anggaran

direncanakan.

Diisi tanggal, bulan dan tahun.

dann | Hepala SKPD
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2. FORMAT RINCIAN DBA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD ... (1)

RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN
ANGGARAN.......(2)

NOMOR : x.XX-XX-XX-XXX-XX.......... (3)

No

URAIAN JUMLAH
(Rp)

1..(4)

Z (5) 3. (6)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hasil Kerjasama

A .eee

b.

c. dst

Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah

Ao eene

b

c. dst

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

-

b.

c. dst

Belanja Barang/Jasa

Belanja Bunga

A. eeee

b.

c. dst

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

A. e

b.

c. dst

Kasubbag,
Perlly
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Belanja Peralatan dan Mesin

c. dst

Jumlah
Surplus / Defisit
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya
Divestasi
Penerimaan Utang/Pinjaman
Jumlah
Pembiayaan Netto
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan

| (SILPA/SIKPA) S —
Nilai Ambang Batas RS~ § |
Sebesar Rp......iiiinies (7 (9)

Rencana Penarikan per Pemimpin BLUD

Triwulan ... (8)

Triwulan I Rp. .......... ttd

Triwulan II Rp. ..........

Triwualan Il Rp. . Nama Lengkap

Triwulan IV Rp. .......... 11 1 R

Jumlah 55 o A

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian DBA BLUD (Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan):

1) Diisi dengan NAMA BLUD;
2) Diisi Tahun Anggaran;
3) Diisi dengan nomor DBA;
4) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja,
pembiayaan;
5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan:
a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

| Kakag. Hulum | Kepala SKPD
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b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya

uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan
belanja modal;

Dalam kelompok belanja operasi diuraikan kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek beianja; Dalam kelompok belanja modal
diuraikan kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan;

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis- jenis
pengeluaran pembiayan.

6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan;

7) Diisi dengan besaran ambang batas belanja yang telah
ditentukan.;

8) Pengisian Rencana Penarikan Per Triwulan diisi rencana
penarikan dana belanja per kegiatan setiap triwulan selama tahun
anggaran direncanakan;

9) Diisi tanggal, bulan, dan tahun.

|
!
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FORMAT RBA DAN DBA PERUBAHAN, RKA-PERUBAHAN, DAN DPPA

1. FORMAT RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

4

BLUD ..o, (1)
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN ......... (2)
No URAIAN SEBELUM SETELAH TAMBAH/
PERUBAHAN | PERUBAHAN | KURANG
1..(3) Z..(4) 3.. (5 4... (6) 5.. (7)
PENDAPATAN
Jasa Layanan
a. e '
|« g
c. dst
Hibah
a.
| = S
c. dst
Hasil Kerjasama
T
B: s )
c. dst
Lain-lain
Pendapatan BLUD
yang Sah
a. ... -
b: .
c. dst
Jumlah
.......................... S —.~.. | (- )
Pemimpin BLUD UPTD
ttd
(Nama Lengkap)
NIE: ., cinsivizinnee
1 E‘S:l ::“jg Kabog. Hulwm | Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Formulir Rincian Perubahan RBA Pendapatan

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

©

Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;
Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;
Kolom 2, diisi sebagal berikut:

a.
b.

Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;

Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis
pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk
kelompok pendapatan seperti jasa layanan.

Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan
penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain

Kolom tiga diisi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum perubahan RBA.
Kolom empat diisi dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek setelah perubahan RBA.
Kolom lima diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
sebelum dan setelah perubahan.

Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap dan NIP dari Pemimpin BLUD.

Kepala SKPD
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2. FORMAT RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BEMB: i (1)
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN.......... (2)

SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | TAMBAH

/
NO URAIAN SUMBER DANA SUMBER DANA KURANG

Pendapata c Pendapata 3 (Rp)
n BLUD APBD | SiLPA n BLUD APBD | SiLPA

3] Zud) 3. 05 4. (6) 5.7

BELANJA

BELAN]JA
OPERASI

Belanja Pegawai

As sess

b.

c. dst

Belanja
Brang/Jasa

Belanja Bunga

= T

| T

c. dst

Belanja Lain-lain

= P

b.

c. dst

BELANJA
MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan
dan Mesin

c. dst

Belanja Gedung
dan Bangunan

c. dst

Belanja Jalan,
Irigasi dan
Jaringan

Parlil) ™

— 5
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c. dst

Belanja Aset
Tetap Lainnya

Jumlah

Nilai Ambang Batas Sebesar = | .o j  NpsEeaNEAER e 20 (9)
Rp ..o, (8) Pemimpin BLUD UPTD

ttd

(Nama Lengkap)
! ) E R ——

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD
(1) Diisi dengan Nama BLUD;
(2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;
(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;
(4) Kolom 2, diisi sebagai berikut:
Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja
yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja
ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah
belanja operasi, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja
operasi, rincian objek belanja operasi.
Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan
masing-masing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal;
(5) Pengisian kolom 3, sebagai berikut:
Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek dari setiap objek belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk
mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud
berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, lain-lain pendapatan
BLUD yang sah dan APBD;
(6) Pengisian kolom 4, sebagai berikut:
Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek dari setiap objek belanja setelah perubahan RBA dibuat berdasarkan
sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber
pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan,
Hibah, hasil kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD
(7) Kolom lima diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan.
(8) Diisi dengan besaran ambang batas belanja yang telah ditentukan.
(9) Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilengkapi tanda tangan, nama lengkap dan
NIP dari Pemimpin BLUD.
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3. FORMAT RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN BLUD
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN............ (2

SEBELUM SETELAH TAMBAH /
No URAIAN PERUBAHAN | PERUBAHAN KURANG
(Rp)
1..(3) 2.4 3. (5) 4. (6) 5.. (7)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN
PEMBIAYAAN B
Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Penerimaan
Utang/Pinjaman

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN
Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/pinjaman

ttd

(Nama Lengkap)
NIP covvveiiinn




Petunjuk Pengisian Formulir RBA Perubahan Anggaran Pembiayaan:
(1) Diisi dengan Nama BLUD;
(2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;
(3) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;
(4) Kolom 2, diisi sebagai berikut:
a. Penerimaan pembiayaan

(5)
©6)
Y

8)

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut
penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan,
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya , divestasi, penerimaan utang/pinjaman
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam
kelompok penerimaan pembiayaan;

3) Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

Pengeluaran pembiayaan

1) Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut
pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;

2) Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;

3) Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran
pembiayaan yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan
berkenaan.

Pengisian kolom 3, dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek, dan subrincian objek sebelum perubahan RBA.
Pengisian kolom 4, dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek, dan subrincian objek setelah perubahan RBA.
Pengisian kolom 5, dengan salah selisih lebih/kurang antara jumlah
anggaran pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Diisi tanggal, bulan dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.

Hzsubbag.
paritl
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4. FORMAT PERUBAHAN RBA UNTUK DOKUMEN RINCIAN ANGGARAN
BELANJA PER KEGIATAN BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

............................................... (1)
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BLUD

ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN ........ (2)
Program o (3) o
Kegiatan s R (4) )

Sub kegiatan | ............ (5)
Sumber R (6)
Dana
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
Sebelum Perubahan...(7) Setelah Perubahan...(8)
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur | Target
Kinerja Kinerja Kinerja
Capaian
program
masukan
keluaran

Kelompok sasaran kegiatan :..... (9)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB
KEGIATAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN LEBIH /
Kode _ SEBELUM PERUBAHAN... (12) SETELAH PERUBAHAN.. (13) KURANG..
Rekening .. Uraian ... (11) Har Hargn (Re)
(10) Vol | sat e’ | JML | ol Sat 5h JML (14)
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
JUMLAH (Rp) ..(15)
NilarAmbang Batas @z = | ccesessssisrisrsies i AR 20 (17)
sebesar Pemimpin BLUD UPTD
RO i (16)
ttd
(Nama Lengkap)
NIB o
i §F vmers gBuls oy t
| Rasuudag. 4 yopae Hulum | Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Formulir RBA Perubahan untuk Dokumen Rincian
Anggaran Belanja Per Kegiatan:

(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

(3) Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas
dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan instrumen kebijakan yang
berisi dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan
masyarakat yang dikordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan dan
sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

(4) Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait
tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan merupakan tindakan yang akan
dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk
memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

(5) Sub kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang
terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub kegiatan merupakan tindakan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk
memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

(6) Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu

pendapatan BLUD/Pendapatan APBD/SiLPA tahun sebelumnya.
(7) Pengisian kolom tolok ukur kinerja, sebagai berikut:

a. Capaian program diisi dengan uraian sasaran/cakupan objek yang

menjadi target;

b. Masukan diisi dengan uraian masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang dibutuhkan
¢. Keluaran diisi dengan uraian jumlah konkrit hasil dari pelaksanaan

kegiatan.
(8) Pengisian target Kinerja, sebagai berikut:

a. Target capaian program diisi dengan jumlah sasaran/cakupan

objek yang menjadi target.

b. Target masukan diisi dengan jumlah anggaran yang diperlukan agar

kegiatan dapat terlaksana;

c. Target keluaran diisi dengan jumlah hasil dari pelaksanaan

kegiatan.

(9) Pengisian kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan

terhadap karakteristik kelompok sasaran.

(10) Pengisian kode rekening diisi dengan kodefikasi berbasis Permendagri

90/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

(11) Pengisian uraian kode rekening diisi dengan nomenklatur berbasis

Permendagri 90/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD

(12) Pengisian rincian perhitungan sebelum perubahan RBA dilakukan

sebagai berikut:

a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/

pegawai dan barang

b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran

berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat

suku bunga, nilai kurs.

Kabag, Hukum E Hepala SKPD
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d. Jumlah diisi dengan hasil perkalian dari volume, satuan dan harga.
(13) Pengisian rincian perhitungan setelah perubahan RBA dilakukan
sebagai berikut:
a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang
b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat
suku bunga, nilai kurs.
d. Jumlah diisi dengan hasil perkalian dari volume, satuan dan harga.
(14) Kolom ini diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
sebelum perubahan dan setelah perubahan.
(15) Pengisian jumlah (Rp) diisi dengan penjumlahan hasil pengisian jumlah
nomor (15).
(16) Diisi dengan besaran ambang batas belanja.
(17) Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.
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5. FORMAT RINGKASAN PERUBAHAN RBA (PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BLUD

RINGKASAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

....... (2)

No

URAIAN

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

TAMBAH/
KURANG

1..[3)

2 ..(4)

3... (5)

4... (6)

5... (7)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama

Lain-lain Pendapatan BLUD yg Sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus / Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok Utang/pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan

(SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp. ...... 3

OO B ()
Pemimpin BLUD UPTD

ttd

(Nama Lengkap)
I

................

P oot Y.
asubieg,

Periil)
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Petunjuk Pengisian Formulir Ringkasan Perubahan RBA BLUD:

(1)
(2)
3)

4

)
(6)
7

8)
©)

eI

A T T T A e S TR

fin lepala SKPD

Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis,obyek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan Ke dalam belanja Operasi dan
belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan
kelompok,jenis, objek dan rincian belanja; dan Dalam kelompok
belanja modal diuraikan kelompok,jenis, objek dan rincian
belanja;

c. Untuk Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya wurairan pembiayaan dikelompokkan ke dalam
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan;

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan sebelum perubahan RBA;

Kolom 4, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan setelah perubahan RBA;

Kolom 5, diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis sebelum dan

setelah perubahan.

Diisi dengan nilai ambang batas belanja yang telah ditentukan;

Diisi tanggal, bulan,dan tahun dilengkapi dengan tanda tangan, nama

lengkap dan NIP Pemimpin BLUD.

S
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6. FORMAT RINCIAN PERUBAHAN RBA (PENDAPATAN,BELANJA DAN
PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

(1)

RINCIAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN

............ (2)

No

URAIAN

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

TAMBAH /
KURANG

1.(3)

Z.04)

3. (5

4... (6)

5. (7)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Ao ere

b.

c. dst

Hasil Kerjasama

Lain-lain Pendapatan BLUD
yang Sah

a. ...

b,

c. dst

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

=

b.

c. dst

Belanja Barang/Jasa

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

o)

Kaculdiag,
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b: e

c. dst

Belanja Gedung dan Bangunan

a. ...

Do

c. dst

Belanja Jalan,Irigasi dan
Jaringan

= P

| o

c. dst

Belanja Aset Tetap Lainnya

c. dst

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus / Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan
(SiLPA/SiKPA)

+

a1

\

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp. ettty eeeaeeeeeranaen 20 (9)
.......... (8) Pcmlmpm BLUD UPTD
ttd
[Nama Lengkap)
NIP . v
l{aps;’.:ﬁg. Kabag. Hukum | Kepala S3KPD
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Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA BLUD

(1)
(2)
(3)

(4)

(8)
9)

Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a.Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis,obyek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
Operasi dan belanja modal; dan Dalam kelompok belanja operasi
diuraikan kelompok,jenis, objek dan rincian belanja; dan Dalam
kelompok belanja modal diuraikan kelompok,jenis, objek dan
rincian belanja;

c.Untuk Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis- jenis
penerimaan pembiayaan;
Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis- jenis
penerimaan pembiayaan;

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan sebelum perubahan RBA;

Kolom 4, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan setelah perubahan RBA;

Kolom 5, diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek sebelum perubahan dan setelah
perubahan.

Diisi dengan nilai ambang batas belanja yang telah ditentukan;

Diisi tanggal, bulan,dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan,

nama lengkap, dan NIP Pemimpin BLUD.

Kepala SKPD
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FORMAT DOKUMEN RINCIAN DBA PERUBAHAN

1. FORMAT DBA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BLUD. sk (1)
DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN .......... (2)
NOMOR : X.XX-XX-XX-XXX-XX........... (3)
No URAIAN SEBELUM SETELAH | TAMBAH/
PERUBAHA | PERUBAHA KURANG
N N
1..(4) 2.5 3. (5 3.. (6]
PENDAPATAN
Jasa Layanan
-
B e
c. dst
Hibah
s
|0
c. dst
Hasil Kerjasama
Al
o -
c. dst
APBD
- .
| = -
c. dst
Lain-lain Pendapatan
BLUD yang Sah
a.
B
c. dst
Jumlah
Nilai Ambang Batas Sebesar Rp. |  .eeiiiniinnne. T 20
....... (8) (10)
Rencana Penarikan per Triwulan Pemimpin BLUD
...... (9)
Triwulan I Rp. ... ttd
Triwulan Il Rp. ........
Triwulan Il Rp. ... Nama Lengkap
Triwulan IV Rp. .......... NIP cecamsvn
Jumlah R sseasans

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian DBA Perubahan :

(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran;

(3) Diisi dengan nomor DBAP;

(4) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan;

L "
1
— |
--f‘—‘T-‘um;'u-x_--n;_{ e
- v T

Halime Byibrsre
Hahe 3. UGN
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(5) Kolom 2, diisi sebagai berikut:

a. Kelompok pendapatan dicantumkan pada urutan pertama;

b. Untuk setiap kelompok pendapatan diuraikan jenis-jenis
pendapatan berkenaan. Jenis-jenis pendapatan yang termasuk
kelompok pendapatan seperti jasa layanan;

c. Untuk setiap jenis pendapatan yang dicantumkan selanjutnya
diuraikan obyek pendapatan berkenaan. Demikian halnya dengan
penguraian kelompok dan jenis dari pendapatan yang lain

(6) Pengisian kolom tiga dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai
jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek sebelum DBAP.

(7) Pengisian kolom keempat dengan jumlah anggaran pendapatan
sesuai jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek setelah DBAP.

(8) Kolom lima diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

(9) Diisi dengan rencana penarikan dana belanja per kegiatan sectiap
triwulan selama tahun anggaran direncanakan.

(10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap dan NIP dari Pemimpin BLUD.

! Kabag, Hukum | Kepala SKPD
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2. FORMAT DBA PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD UPTD ..o, (1)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA TAHUN ANGGARAN......... (2)

NOMOR : X.XX-XX-XX-XXX-XX........... (3)
SETELAH
SEBELUM PERUBAHAN D ERUBAGAN —
65 SRR SUMBER DANA SUMBER DANA H/
Pendapatan Pendapa KURAN
neapatan Appp | SiLPA | tan | APBD | SiLPA | G (Rp)
BLUD
BLUD
1.(4) 2. (5 3..(6) B (7) 5. (8
BELANJA
BELANJA
OPERASI

Belanja Pegawai

b= PR

b.

c. dst

Belanja
Barang/Jasa

Belanja Bunga

Ao iie

b. ..

c. dst

Belanja Lain-lain

BELANJA
MODAL

Belanja Tanah

Belanja
Peralatan dan
Mesin

Belanja Gedung
dan Bangunan
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Belanja
Jalan,Irigasi dan
Jaringan

Ae eoee

b. ....

C.

dst

Belanja Aset
Tetap Lainnya

c'

dst

Belanja Aset
Lainnya

c. dst

Jumlah

-(10)

Nilai Ambang Batas Sebesar
Rencana Penarikan per Triwulan

Triwulan I Rp. ..........
Triwulan II Rp. ..........
Triwulan III Rp. ..........
Triwulan IV Rp. ..........

Jumlah

(11)

Pemimpin BLUD UPTD
ttd

(Nama Lengkap)
NIP ..ccovvnieannn

Rp. cccecenens

Petunjuk Pengisian Formulir Rincian DBA Perubahan Belanja

(1)
(2)
(3)
(4)
()

(6)

Y

Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Diisi dengan nomor DBAP;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut belanja;

Kolom 2, diisi sebagai berikut:

Uraian pertama yang harus dicantumkan untuk menjabarkan belanja
yakni uraian belanja. Selanjutnya untuk menguraikan lebih lanjut belanja
ke dalam kelompok belanja, yang pertama kali dicantumkan adalah
belanja operasi, kemudian diikuti dengan masing-masing jenis belanja
operasi, rincian objek belanja operasi.

Setelah menguraikan belanja operasi, langkah selanjutnya adalah
menguraikan belanja modal mulai dari jenis belanja modal, dengan
masing-masing objek belanja modal dan rincian objek belanja modal;
Pengisian kolom 3, sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek dari setiap objek belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk
mendanai belanja dimaksud. Sumber pendanaan objek belanja dimaksud
berasal dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, lain-lain pendapatan
BLUD yang sah dan APBD;

Pengisian kolom 4, sebagai berikut:

Setelah menguraikan belanja ke dalam kelompok, jenis, objek dan rincian
objek dari setiap objek belanja setelah perubahan RBA dibuat berdasarkan
sumber pendanaan untuk mendanai belanja dimaksud. Sumber
pendanaan objek belanja dimaksud berasal dari jasa layanan, Hibah, hasil
kerjasama, lain-lain pendapatan BLUD yang sah dan APBD

Kol Lag
Perl?j
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(8) Kolom lima diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan.

(9) Diisi dengan besaran ambang batas belanja yang telah ditentukan.

(10) Diisi dengan rencana penarikan dana belanja per kegiatan setiap triwulan
selama tahun anggaran direncanakan.

(11) Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilengkapi tanda tangan, nama lengkap dan
NIP dari Pemimpin BLUD.

N7 P SPRN. N
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3. FORMAT DBA PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

.................................... (1)

DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN........... (2)

NOMOR :

X XX-XX-XX-XXX-XX........... (3)

No

URAIAN

SEBELUM SETELAH TAMBAH /
PERUBAHAN | PERUBAHAN KURANG

(Rp)

1.(4)

2 ..(5)

3. (6) 4. (7) 5.. (8)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran
Sebelumnya

Penerimaan
Utang/Pinjaman

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/pinjaman

Jumlah

.(9)

Rencana Penarikan per Triwulan

Triwulan I Rp. ..........
Triwulan Il Rp. .....
Triwulan III Rp. .....
Triwulan IV Rp. ..........
Jumlah Rp. cieveneen

.......................... i sensnrenad  [10)
Pemimpin BLUD UPTD

ttd

(Nama Lengkap)
NIP oo

_.
s T

il k
L%~

bag. Hulem | Kepala SKPD




Petunjuk Pengisian Formulir DBA Perubahan Pembiayaan:
Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Diisi dengan nomor DBAP;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pembiayaan;

Kolom 2, diisi sebagai berikut:

a. Penerimaan pemblayaan

(1)
@
(3)
(4)
)

©)
™
©)

(9)
(10)

1)

2)

3)

Uralan pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lebih lanjut
penerimaan pembiayaan yaitu uraian penerimaan pembiayaan;
Selanjutnya diuraikan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok penerimaan pembiayaan berkenaan,
seperti penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, divestasi, penerimaan utang/pinjaman
merupakan jenis penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam
kelompok penerimaan pembiayaan;

Untuk masing-masing jenis penerimaan pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam jenis penerimaan pembiayaan berkenaan.

b. Pengeluaran pembiayaan

1)

2)

3)

Uraian pertama yang dicantumkan untuk menguraikan lenih lanjut
pengeluaran pembiayaan yaitu uraian pengeluaran pembiayaan;
Selanjutnya diuraikan jenis-jenis pengeluaran pembiayaan yang
termasuk dalam kelompok pengeluaran pembiayaan berkenaan,
seperti investasi dan pembayaran pokok utang/pinjaman;

Untuk masing-masing jenis pengeluaran pembiayaan yang
dicantumkan selanjutnya diuraikan objek pengeluaran pembiayaan
yang termasuk dalam jenis pengeluaran pembiayaan berkenaan.

Pengisian kolom 3, dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek, dan subrincian objek sebelum perubahan RBA.
Pengisian kolom 4, dengan jumlah anggaran pendapatan sesuai jenis,
objek, rincian objek, dan subrincian objek setelah perubahan RBA.
Pengisian kolom 5, dengan salah selisih lebih/kurang antara jumlah
anggaran pendapatan sesuai jenis, objek, rincian objek dan sub rincian
objek sebelum perubahan dan setelah perubahan.

Diisi dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap triwulannya.
Diisi tanggal, bulan dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.

e
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3. FORMAT DBA-PERUBAHAN UNTUK DOKUMEN PERUBAHAN RINCIAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
30 0 (1)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
ANGGARAN BELANJA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN .......(2)

NOMOR : X.XX-XX-XX-XXX-XX........... (3)
Program | ... (4)
Kegiatan | s (5)
Sub | e (6) =
kegiatan
Sumber | ., (7)
Dana
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Kegiatan BLUD
Sebelum Perubahan.....(8) Setelah Perubahan.....(9)
Indikator Tolak Ukur Target Kinerja Tolak Ukur Target Kinerja
Kinerja Kinerja
Capaian
program
masukan
keluaran
Kelompok sasaran kegiatan :.........(10)
RINCIAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PER SUB KEGIATAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINGIAN PERHITUNGAN .

e 27 | SEBELUM PERUBAMAN.. (13) |  SETELAHPERUBAHAN..(14) | 0/
Rekening.. Uralan , (12) p—————pm—— Ll-{ilrgu‘ - = A Harga KURANG..

(11) Vol Sat St ML, Vol Sat Sat ML, (15) (Rp)

1 2 3 ] 5 6 7 8 9 10 i1
JUMLAH (Rp) ..(16)

Nilai ambang batas perubahan anggaran | . T 20
total belanja sebesar Rp........ (17) (19
------------------------------------------- Pemimpin BLUD UPTD
Rencana Penarikan per Triwulan ..(18)
Triwulan 1 Rp. .......... ttd
Triwulan II Rp. ..........
Trivwaillan HI' Rp. e (Nama Lengkap)

Trivallan TV RD: ovsass
Jumlah RDsiessennss

NP oinseamsasinin

Kepala SKPD

56



Petunjuk Pengisian Formulir Rincian RBA-Perubahan Anggaran Belanja
Per Kegiatan BLUD

(1)
(2)
(3)
4

()

(6)

)

©)

(10)

(11)
(12)

(13)

Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

Diisi dengan nomor DBAP;

Program diisi nama program dari kegiatan BLUD yang berkenaan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait tugas

dan fungsi BLUD. Program sendiri merupakan instrumen kebijakan yang

berisi dari satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan

masyarakat yang dikoordinasikan oleh BLUD untuk mencapai tujuan dan

sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.

Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang akan dilaksanakansesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang terkait

tugas dan fungsi BLUD. Kegiatan merupakan tindakan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sub kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang akan dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada sektor yang

terkait tugas dan fungsi BLUD. Sub kegiatan merupakan tindakan yang

akan dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana yang digunakan yaitu

pendapatan BLUD/Pendapatan APBD/SiLPA tahun sebelumnya.

Pengisian kolom tolok ukur kinerja, sebagai berikut:

a. Capaian program diisi dengan uraian sasaran/cakupan objek yang
menjadi target;

b. Masukan diisi dengan wuraian masukan yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana, misalnya jumlah dana yang dibutuhkan

c. Keluaran diisi dengan uraian jumlah konkrit hasil dari pelaksanaan
kegiatan.

Pengisian target Kinerja, sebagai berikut:

a. Target capaian program diisi dengan jumlah sasaran/cakupan objek
yang menjadi target.

b. Target masukan diisi dengan jumlah anggaran yang diperlukan agar
kegiatan dapat terlaksana;

c. Target keluaran diisi dengan jumlah hasil dari pelaksanaan kegiatan.

Pengisian kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap

karakteristik kelompok sasaran.

Pengisian kode rekening diisi dengan kodefikasi berbasis Permendagri

90/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD.

Pengisian uraian kode rekening diisi dengan nomenklatur berbasis

Permendagri 90/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan BLUD

Pengisian rincian perhitungan sebelum perubahan RBA dilakukan

sebagai berikut:

a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang

b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat
suku bunga, nilai kurs.
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d. Jumlah diisi dengan hasil perkalian dari volume, satuan dan harga.
(14) Pengisian rincian perhitungan setelah perubahan RBA dilakukan sebagai
berikut:
a. Volume diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang
b. Satuan diisi dengan satuan hitung dari target rincian objek yang
direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran
berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
c. Harga diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga, tingkat
suku bunga, nilai kurs.
d. Jumlah diisi dengan hasil perkalian dari volume, satuan dan harga.
(15) Kolom ini diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
belanja sesuai jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sebelum
perubahan dan setelah perubahan.
(16) Pengisian jumlah (Rp) diisi dengan penjumlahan hasil pengisian jumlah
nomor (15).
(17) Diisi dengan besaran ambang batas belanja.
(18) Diisi dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap triwulannya.
(19) Diisi tanggal, bulan, dan tahun dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap, dan NIP dari Pemimpin BLUD.
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4. FORMAT RINGKASAN DBA PERUBAHAN (PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

RINGKASAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN....... (2)
NOMOR : X.XX-XX-XX-XXX-XX.....cc00.. 3)

No

URAIAN

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

TAMBAH/
KURANG

1.(4}

Z (5]

3... (6}

4.. (7)

5.. (8)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

Hibah

Hasil Kerjasama

Lain-lain Pendapatan BLUD yang
Sah

Jumlah

BELANJA

BELAN]JA OPERASI

Belanja Pegawai

Belanja Barang/Jasa

Belanja Bunga

Belanja Lain-lain

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Jalan,Irigasi dan
Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Lainnya

Jumlah

Surplus / Defisit

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan
(SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp.

.................. 20 (11)
(9)

BLUD UPTD

--------------------------
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Rencana Penarikan per Triwulan ttd
.(10)
Triwulan I Rp. ......... (Nama Lengkap)
Triwulan IT Rp. ..cceeee. o' | § R ——

Triwulan III Rp. ..........
Triwulan IV Rp. ..........

Jumlah Rp. ccoveeeen.

Petunjuk Pengisian Formulir Ringkasan DBA Perubahan (Pendapatan,

belanja dan pembiayaan):

(1) Diisi dengan Nama BLUD;

(2) Diisi Tahun Anggaran;

(3) Diisi dengan nomor DBAP;

(4) Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

(5) Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis,obyek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya
uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan
belanja modal; Dalam kelompok belanja operasi diuraikan
kelompok,jenis, objek dan rincian belanja; dan Dalam kelompok
belanja modal diuraikan kelompok,jenis, objek dan rincian
belanja;

¢. Untuk Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya urairan pembiayaan dikelompokkan ke dalam
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Dalam kelompok
penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan
pembiayaan; dan Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan
diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayaan;

(6) Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sebelum perubahan RBA;

(7) Kolom 4, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan
pembiayaan setelah perubahan RBA;

(8) Kolom 5, diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis sebelum dan
setelah perubahan.

(9) Diisi dengan nilai ambang batas belanja yang telah ditentukan;

(10) Diisi dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap
triwulannya.

(11) Diisi tanggal, bulan,dan tahun dilengkapi dengan tanda tangan, nama
lengkap dan NIP Pemimpin BLUD.
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5. FORMAT RINCIAN DBA PERUBAHAN (PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEM

PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN
NOMOR : X.XX-XX-XX-XXX-XX

BIAYAAN)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMATAN SELATAN
BLUD! UPTD i (1)
RINCIAN DOKUMEN BISNIS DAN ANGGARAN PERUBAHAN

No

URAIAN

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

TAMBAH /
KURANG

1.(4)

2..05)

3. (6)

4. (7)

5.. (8)

PENDAPATAN

Jasa Layanan

yvang Sah

Jumlah

BELANJA

BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

i e

b.

c. dst

Belanja Barang/Jasa

BELANJA MODAL

Belanja Tanah

c. dst

Belanja Peralatan dan Mesin

| Kabag, Hukum g fopala SKPD
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Belanja Gedung dan
Bangunan

A vioi

b.

c, dst

Belanja Jalan,Irigasi dan
Jaringan

b s
c. dst
Belanja Aset Lainnya i
a. -
B: s
c. dst ]
Jumlah
Surplus / Defisit
PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran Sebelumnya

Divestasi

Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi

Pembayaran Pokok
Utang/pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenan (SiLPA/SiKPA)

Nilai Ambang Batas Sebesar Rp. .......

(©))

Rencana Penarikan per Triwulan ..(10)

Triwulan |

Rp. cooienn

Triwulan Il Rp. ..........
Triwulan III Rp. ..........

Triwulan IV Rp. ..........
Jumlah Rp. oo

(11
Pemimpin BLUD UPTD

ttd

(Nama Lengkap)
NIP sssmsmmn

-~
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Petunjuk Pengisian Formulir Rincian DBA Perubahan
(Pendapatan,belanja dan pembiayaan):

1)
(2)
(3)
“

G)

(6)

©

©)
(10)

(11)

Diisi dengan Nama BLUD;

Diisi Tahun Anggaran; -

Diisi dengan nomor DBAP;

Kolom 1, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok, jenis,obyek, dan
rincian objek pendapatan diterima oleh BLUD;

b. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
Operasi dan belanja modal; dan Dalam kelompok belanja
operasi diuraikan kelompok,jenis, objek dan rincian belanja;
dan Dalam kelompok belanja modal diuraikan kelompok.jenis,
objek dan rincian belanja;

c. Untuk Pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan ke jenis-
jenis penerimaan pembiayaan;
Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-
jenis pengeluaran pembiayaan;

Kolom 3, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan sebelum perubahan RBA;

Kolom 4, diisi dengan jumlah perkiraan pendapatan, belanja dan

pembiayaan setelah perubahan RBA;

Kolom 5, diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek sebelum perubahan dan setelah
perubahan.

Diisi dengan nilai ambang batas belanja yang telah ditentukan;

Diisi dengan anggaran kas yang direncanakan untuk setiap

triwulannya.

Diisi tanggal, bulan,dan tahun, dilengkapi dengan tanda tangan,

nama lengkap, dan NIP Pemimpin BLUD.
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FORMAT RINCIAN DPPA-BLUD DALAM DPPA-SKPD

1. FORMAT DPPA PENDAPATAN

NO DPA-SKPD ...... Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN (1) DPA-
ANGGARAN PENDAPA
SATUAN KERJA PERANGAT DAERAH XxXx |xx |00 000 |4 TAN
SKPD
Provinsi Kaliamantan Selatan
Tahun Anggaran ......... (2)
Organisasi R.08..8 .+ ST (3)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Rincian
Perhitungan Perhitungan
Sebelum Setelah Lebih
Kode Rekeni Urai Perubahan (6) Perubahan (7) Ke ih /
ode Rekening raian Tarif | ML ML u(ga;ng
vol| sat |./ Vol | Sat [L2rif/
Harg Harga
1.0 2. 05 3 % g 6 | 7| 8 9 10 1i
4 Pendapatan
411 PAD
4114 Lain-lain
PAD yag
Sah
4|1}4|xx|x |xx| Pendapatan
X BLUD
4(1}4|xt|x | xx| Pendapatan
X BLUD
4|1}4|xx|x | xx| Pendapatan
X BLUD
411} 4|xx|x | xx| Pendapatan
X BLUD
Jumlah |
Rencana Pendapatan Per Triwulan (9)
................ s seererneeerane20 ...(10)
Triwulan 1 : Rp. .......... Mengesahkan,
Triwulan 2 : Rp. .......... Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan 3 : Rp. ..........
Triwulan 4 : Rp. .......... Ttd ............ (11)
Jumlah : Rp. .........
ale
NIP.
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Petunjuk Pengisian Formulir DPPA Pendapatan BLUD:

(1) Nomor DPPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan
kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor
kode anggaran pendapatan diisi dengan kode 1;

(2) Tahun anggaran, diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan

(3) (S)Ix;%e]l)nisasi, diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama

(4) Kolom 1 (kode rekening),diisi dengan kode rekening kelompok,
jenis, objek, rincian objek pendapatan SKPD.

(5) Kolom 2 (uraian),diisi dengan uraian kelompok, jenis, objek, rincian
objek pendapatan SKPD

(6) Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan DPA diisi dengan:

a. Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian objek
pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD;

b. Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan

c. Kolom 5 (tarif/harga), diisi dengan tarif/harga nilai satuan
lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase
bagian laba, atau harga atas penjualan barang/jasa yang tidak
dipisahkan

d. Kolom 6 (jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan. jJumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan kolom
5

(7) Rincian Perhitungan Setelah Perubahan DPA diisi dengan:

a. Kolom 7 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian objek
pendapatan yang bersumber dari pendapatan BLUD;

b. Kolom 8 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan

c. Kolom 9 (tarif/harga), diisi dengan tarif/harga nilai satuan
lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga, persentase
bagian laba, atau harga atas penjualan barang/jasa yang tidak
dipisahkan

d. Kolom 10 (jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian objek yang
dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 7 dengan kolom
9.

(8) Kolom 11 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah DPA
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

(9) Nama ibukota, bulan, tahun, diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPA-Pendapatan, dengan mencantumkan nama jabatan kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah.

(10) Rencana pendapatan setiap triwulan selain tahun anggaran yang
direncanakan;

(11) Formulir DPPA-Pendapatan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawali.

Kasuzodg. | yopae, Hukum | Kepala SKPD
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2. FORMAT DPPA BELANJA

NO DPPA-SKPD ...... 1) | Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN DPPA-
ANGGARAN RINCIAN
SATUAN KERJA PERANGAT DAERAH | ¥XX|XX| 00 1000 | 5| X | gy anra
. SKPD
Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran ......... (2)
Urusan Pemerintah : X ......ccccuueeeeeennnennn. (3)
Bidang Urusan D XXX cenveeeresnnnnnninnnns (4)
Program D XXX XX cevenernesoisanens (5)
Sasaran Program (impacti) D eeeieenecnnesetiseensnnans (6)
Capaian Program (outcome) D eeensesseeenieeasnnensnnnnns (7)
Kegiatan § XXX XKXX aeeennennenens (8)
Organisasi ! XXX XX X-XX XX ...... (9)
Unit Organisasi ! XXX XX X-XXXX ... (10)
Jumlah Tahun n-1 Rp. .......eeeeeee (o ) ... (11)
Jumlah Tahunn Rp. .................. (ceeeenee ) e (12)
Jumlah Tahun n+1 Rp. .................. (- ) I (13)
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan ....(14)
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Utama Penunjang Utama . Per?unjang_
Capaian Kegiatan
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :.........c..ccccocoovereinnnneen. (15)
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : X.XX.XX.XX.XX........ccooomrioriirrenrnenns (16)
Sumber Dana :................ (17) Lokasi * :Provinsi sampai
kecamatan
Sub Keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan ... (18)
Waktu pelaksanaan : Mulai ..ccoiveeennnnn Sampai................... (19)
Keterangan S tteeireeeirenereeaaas (20)
Sebelum | Setelah .
Kode Rekening Uraian Perubaha| Perubaha Lebih/Ku
n n rang
1..20) 2 .. (22) 3.. (23) 4. (29 5. (25)
5|11|1 Belanja Pegawai
S511j1|xx Belanja Pegawai
5|11[1]xx|xx Belanja Pegawai
5|1|1{xx|xx|x | Belanja Pegawai
X
5|12 Belanja Barang dan Jasa
5112 xx Belanja Barang dan Jasa
5112 xx|xx Belanja Barang dan Jasa
5{1]2|xx|xx|x | Belanja Barang dan Jasa
X
5113 Belanja Modal Tanah
5|1]|3|xx Belanja Modal Tanah
5113} xx|xx Belanja Modal Tanah
S|1]|3|xx|xx|x | Belanja Modal Tanah
X

m;,’zf;a!g ¥abag, Hulum | Kepala SKPD
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51114 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
5[1]4|xx Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
514} xx|xx Belanja Modal Peralatan dan
Mesin
5{1(4|xx|xx|x | Belanja Modal Peralatan dan
X | Mesin
511]|x Belanja Modal, dst

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

Rincian Pendapatan

........................ peeeererneons 20 o (27)

Per Triwulan(26) Mengesahkan,

Triwulan 1 : Rp. ..........
Triwulan 2 : Rp. ..........
Triwulan 3 :Rp. ..........

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .. (28)

Triwulan 4 : Rp. .......... ttd

Jumlah

. BM_"-_--_-

(Nama Lengkap)
NIP. ..ccovviennan.

Petunjuk Pengisian Formulir DPPA Belanja BLUD:

(1)

@)
3

)

®)
6)
)
(8)
)
(10)
(1

(12)

Nomor DPPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode
program dan nomor kode Kkegiatan diisi dengan nomor kode
anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok
belanja langsung diisi dengan kode 2;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
Urusan pemerintahan, diisi dengan nomor kode urusan
pemerintahan dan nama urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Bidang urusan, diisi dengan nomor kode bidang urusan pemerintahan
dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan;

Sasaran program (impact) diisi dengan penjelasan dari capaian
program yang diharapkan;

Capaian program (outcome) diisi dengan penjelasan dari capaian
program yang diharapkan;

Kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang
diharapkan;

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Unit organisasi diisi dengan nomor kode unit perangkat daerah dan
nama unit satuan kerja perangkat daerah;

Baris kolom alokasi Tahun n-1 diisi dengan alokasi anggaran
kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun
yang direncanakan;

Baris kolom alokasi n, diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam tahun yang direncanakan;

’ %Ka&aag. Hukum | Kepala SKPD
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(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

(@7

(28)

Baris kolom alokasi n+1, diisi dengan alokasi anggaran kegiatan

yang akan dilaksanakan 1 tahun berikutnya dari tahun yang
direncanakan;

Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan:

a. Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja dari setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah sdm, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b. Kolom target kinerja diis dengan tingkat prestasi kerja yang
dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan,
keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur
kinerja

Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap

karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.

Sub kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan dan nama sub

kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sumber dana diisi dengan jenis sumber dana untuk mendanai

pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan

dan keuangan daerah. Dan kolom lokasi diisi dengan nama lokasi

atau tempat sub kegiatan yang dilaksanakan

Sub keluaran diisi barang atau jasa yang dihasilkan oleh sub

kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan kegiatan serta program dan kebijakan.

Watu pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan dari sub

kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan selesainya

sub kegiatan tersebut.

Baris kolom keterangan, diisi dengan, antara lain;

a. kode 1 : menunjang pendidikan;

b. kode 2 : menunjang kesehatan;

c. kode 3 : infrastruktur;

d. kode 4 : prioritas nasional bagi provinsi dan kabupaten/kota;

e. kode 5 ; prioritas daerah bagi kabupaten/kota.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis

belanja;

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek belanja.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja sebelum

perubahan anggaran;

Kolom 4 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis belanja setelah perubahan

anggaran;

Kolom 5 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran

sebelum perubahan dan setelah perubahan anggaran;

Rencana pendapatan setiap triwulan selama tahun anggaran yang

direncanakan;

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir

DPA-belanja, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan

kerja pengelola keuangan daerah;

Formulir DPPA-belanja ditandatangani oleh pejabat pengelola

keuangan daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor

induk pegawai.
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3. DPPA PEMBIAYAAN

DOKUMEN PELAKSANAAN NO DPPA-SKPD ... (1) Formulir
PERUBAHAN ANGGARAN DPPA-
SATUAN KERJA PERANGAT X.xx | xx |00 |000| 6|1 | PEMBIAYA
DAERAH | : AN SKPD
Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran ......... (2)
Rincian Anggaran Pembiayaan
Organisasi b 5o o & o o s o SO (3)
Sebelum| Setelah Lebih/
Kode Rekening Uraian Perubaha| Perubaha
i o Kurang
1.. (4 "2 ...(5) 3... (6) 4... (7) 5.. (B)
6|1|1|xx|xx|x | Penggunaan Sisa Lebih
x | Perhitungan Anggaran
(SIiLPA)
6|1|2|xx|xx|x | Divestasi
X
6|1|3|xx|xx|x | Penerimaan Utang/
X | Pinjaman
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan (9)
6|22 xx|xx|x | Investasi
X
6|2|3|xx|xx|x | Pembayaran Pokok
x | Utang yang Jatuh
Tempo Kepada
| | |Lembaga Keu. D S R A
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (10) N
Rincian Pendapatan Per Triwulan B
TIPAWHAN T SR i (11) Mengesahkan,
Trivalan 2 oRD: s Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .. (13)
Triwulan 3 : Rp. ..........
Triwulan 4 : Rp. ..........
Jumlah : Rp. ........ i ttd
(Nama Lengkap)
i —
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Petunjuk Pengisian Formulir DPPA Belanja BLUD:

(1)

9
(10)
(11)
(12)

(13)

Nomor DPPA-SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan kode
00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode
anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode
kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1;

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;
Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening
akun/kelompok/ jenis/objek/rincian objek penerimaan
pembiayaan, yang dilanjutkan dengan pengeluaran pembiayaan;
Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
objek, dan rincian objek pembiayaan, yang dilanjutkan dengan
pengeluaran pembiayaan.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah anggaran pembiayaan sebelum
perubahan anggaran.

Kolom 4 (jumlah) diisi dengan jumlah anggaran pembiayaan setelah
perubahan anggaran.

Kolom 5 (jumlah) diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah
anggaran pembiayaan sebelum perubahan anggaran dan setelah
perubahan.

Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh jenis
penerimaan pembiayaan.

Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari penjumlahan
seluruh jenis pengeluaran pembiayaan.

Rencana anggaran pembiayaan setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan;

Tanggal, bulan, tahun diisi brdasarkan pembuatan DPA Pembiayaan,
dan

Formulir DPPA-pembiayaan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai.

fepala SKPD
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4. FORMAT KONVERSI RBA-BLUD PERUBAHAN KE DALAM RKA-SKPD
PERUBAHAN

a. RKA-Perubahan (Pendapatan)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Pemerintah Kota Banjarmasin PENDAPATAN
Tahun Anggaran............... (1) PERUBAHAN
Organisasi HID 'S516°® 3576 &5 o GUNIINNIUUURUIS (2)
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Ripcnan Rincian Lebih/
Perhitungan . Kurang
Sebelum Perubahan Perhitungan Setelah
Kode rekening Uraian (5) Perubahan ..(6)
Tarif/ [JML Tarif/ [JML
Vol |Sat harga | (Rp) Vol [Sat harga | (Rp)
1..(3) 2 (3 3 | 4 5 6 7 | 8 9 10 _| 11. (7)
4 Pendapatan
4|1 PAD
4|14 Lain-lain
PAD yang
sah
4|1 (4 |xx|xx|xx | Pendapatan
BLUD
4|1 |4 |xx| xx |xx | Pendapatan
BLUD
411436 X | XX | cievnevrconenns
Jumah
.................. .1 ¢ J— - )
Kepala SKPD........ (9)
Nama Lengkap
NIP.
Keterangan............cccccoeuevvervvevreennennn. (10)
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3. Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.............................. (11)
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1.
2.
dst

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Perubahan Pendapatan
(1) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

(2) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

Hedbeo Bulum | Kepala SKPD
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(3) Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun
kelomppok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan;

(9 Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok,
jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan;

(5) Pengisian Rincian Perhitungan sebelum perubahan RKA
dilakukan sebagai berikut:

a. Kolom 3 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan;

b. Kolom 4 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target
rincian obyek yang direncanakan;

c. Kolom 5 (tarif/harga), diisi dengan besaran satuan
pendapatan;

d. Kolom 6 (jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok,jenis,obyek, rincianobyek
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek
yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan
kolom 5;

(6) Pengisian Rincian Perhitungan setelah perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut:

a. Kolom 7 (volume), diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan;

b. Kolom 8 (satuan), diisi dengan satuan hitung dari target
rincian obyek yang direncanakan;

c. Kolom 9 (tarif/harga), diisi dengan besaran satuan
pendapatan;

d. Kolom 10 (jumlah), diisi dengan jumlah pendapatan yang
direncanakan menurut kelompok,jenis,obyek, rincianobyek
pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek
yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 7 dengan
kolom 9;

(7) Kolom 11 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah
anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan.

(8) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;

(9) Formulir RKA-Pendapatan ditandatangani Kepala SKPD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP yang bersangkutan;

(10) Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir Perubahan
RKA-Pendapatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran
pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;

(11) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah Daerah menandtangani
formulir Perubahan RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang
dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
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b. RKA-Perubahan (Belanja)

73

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-RINCIAN
Pemerintah Kota BELANJA
Banjarmasin Tahun PERUBAHAN
Anggaran ...................... (1) o
Urusan Pemerintahan D (2)
Bidang Urusan XXX (3)
Program KK R s 3s sais ve dam saasos sesisas ssnn sasvusion (4)
Sasaran Program (impact) = 1 e (5)
Capaian Program (outcome) e T o | B
Kegiatan e i . S —— (7)
Organlsasi X KU RK XX XN s i (8) )
Unit Organisasi £ 00082006 IO Xm IO MK s siawsiinnuassiv (9)
umlah Tahun n-1 Rp....... (orvronrmnmmnnnnnnninmm ) (10)
Jumlah Tahunn  Rp....... Uizt inism e imeirasicmtssiiine),  LLL)
Jumlah Tahun n+1Rp........ R (A (i FY
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan ............ (13)
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja
Indikator Utama | Penunjang Utama | Penunjang Utama Penunjang Utama Penunjang
Capaian
Kegiatan
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan..........ciiiiinisiniieiiasasiassssssnsnsississssosdssnins (14)
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan SKPD
Sub kegiatan T OXKXX XK XX it (15)
Sumber dana D (16) [ Lokasi * : Provinsi sampai Distrik
Sub keluaran : (Kuantitas, dengan satuan disamakan/sub kegiatan)... (17)
Waktu pelaksanaan : Mulai ... samai ... (18)
Keterangan 8 wesinii (19)
Rincian Perhitungan Sebelum Perubahan FislnFlarLPerhltungan
. (22) etelah Perubahan Lebih/
Kode Rekening Uraian (23) Kiifang
Vol Sat Harga | JML Vol Sat Harga| JML
Sat Sat
1...(20) 2.021) o 4 5 6 g 9 10 |11 .(24)
511 Belanja
Pegawal ) o 1
51 1 xx Belanja
_Pegawai - . S S
511 xx [xx Belanja
Pegawai
5111 xx jxx xx | Belanja
Pegawali
511 |2 Belanja
Barang
Jasa
51 |2 xx Belanja
Barang
Jasa
511 |2 pex [xx Belanja
Barang
Jasa
511 |2 xx [xx xx | Belanja
Barang
Jasa
50113 Belanja
Modal
Tanah -
“ ’ l Kabag. Hukun Kepala SXPD
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Belanja
Modal
Tanah

XX Belanja
Modal
Tanah

XX xx | Belanja
Modal
Tanah

Belanja
Modal

Peralatan,
mesin

Belanja
Modal
Peralatan,
mesin

XX Belanja
Modal
Peralatan,
mesin

XX xx | Belanja
Modal
Peralatan,
mesin

Belanja
Modal ...

dst

Jumah Anggaran Sub Kegiatan

Jumlah Anggaran Kegiatan

Kepala SKPD

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan ....cuiussissssssassissmsonsessas (£6)

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2

3. Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah ... (27)

No

Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

dst

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Perubahan Belanja

(1) Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

(2) Bidang Urusan, diisi dengan nomor kode bidang urusan
pemerintahan dan nama bidang urusan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

(3) Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

(4) Baris kolom program, diisi dengan nomor kode program dan nama
program darikegiatan yang berkenaan;

" | Wabeg Hulanm | Kepala SKPD
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(17)

(18)

(19)

(20)

Baris kolom Sasaran Program (impact), diisi dengan penjelasan

dari sasaran program yang diharapkan;

Baris kolom Capaian Program (output), diisi dengan penjelasan dari

capaian program yang diharapkan;

Baris kolom kegiatan, diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama

kegiatan yang akan dilaksanakan;

Baris kolom Organisasi, diisi dengan nomor kode perangkat daerah

dan nama organisasi perangkat daerah;

Baris kolom Unit Organisasi diisi dengan nomor kode unit perangkat

daerah dan nama unit organisasi perangkat daerah;

Baris kolom Alokasi Tahun n-1, diisi dengan alokasi anggaran

kegiatan yang telah dilaksanakan 1 tahun sebelumnya dari tahun

yang direncanakan;

Baris kolom Alokasi Tahun n, diis dengan alokasi anggaran
kegiatan yang akan dilaksanakan dalamtahun yang direncanakan;
Baris kolom n+1,diisi dengan alokasi anggaran kegiatan yang akan
dilaksanakan 1tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan;
Indikator dan tolak ukur kinerja kegiatan:

a. 1)Kolom tolak ukur kinerja diisi dengan tolak ukur kinerja
dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah
SDM,jumlah jamkerja, jumlah peralatan/teknologi, yang
dibutuhkan untukmenghasilkan keluaran dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

b. 2)Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang
dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan,
keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur
kinerja.

Baris kolom Kelompok Sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan
terhadap karakteristik kelompok sasaran seperti status ekonomi dan
gender.

Baris kolom sub Kegiatan diisi dengan nomor kode sub kegiatan
dan nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan

Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana untuk
mendanai pelaksanaan sub kegiatan yang direncanakan dengan
mempedomani Permendagri mengenai klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dan kolom Lokasi diisi dengan nama lokasi atau tempat setiap sub

kegiatan dilaksanakan.

Baris kolom sub keluaran diisi barang atau jasa yang dihasilkan

oleh sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan serta program dan
kebijakan.

Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan waktu pelaksanaan

dari sub kegiatan yang akan dimulai dari kapan sampai dengan

selesainya sub kegiatan tersebut.

Baris kolom keterangan diisi dengan, antara lain:

a. kode 1 : menunjang penidian;

b. kode 2 : menunjang kesehatan;

c. kode 3 : infrastruktur

d. kode 4 : prioritas nasional bagi provinsi

e. kode 5 : prioritas daerah bagi kab/kota

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun jenis

belanja
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(21) Kolom 2 (urairanO diisi dengan urairan nama kelompok, jenis,
obyek, rincian obyek belanja.

(22) Pengisian Rincian Perhitungan sebelum perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut:

a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa
jumlah orang/pegawai dan barang.

b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target
rincian  obyek yang  direncanakan seperti unit,
waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas,
ukuran isi dan sebagainya.

c. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satan dapat berupa
tarif, harga, tingat suku bunga, nilai kurs.

d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan.

(23) Pengisian Rincian Perhitungan setelah perubahan RKA dilakukan
sebagai berikut:

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa
jumlah orang/pegawai dan barang.

b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target
rincian obyek  yang direncanakan seperti unit,
waktu/jam/hari/bulan/ tahun, ukuran berat, ukuran luas,
ukuran isi dan sebagainya.

c. Kolom 9 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat
berupa tarif, harga, tingat suku bunga, nilai kurs.

d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan.

(24) Kolom 11 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah
anggaran sebelum perubahan dan setelah perubahan.

(25) Diisi tanggal, bulan, dan tahun; dan formulir RKA-Belanja
ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP yang bersangkutan.

(26) Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir Perubahan
RKA-Belanja oleh tim anggaran pemerintah Daerah. Apabila
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran
pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;

(27) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah Daerah
menandatangani formulir Perubahan RKA-Pendapatan yang telah
dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
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¢. RKA-Pembiayaan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Pemerintah Kota PEMBIAYAAN
Banjarmasin Tahun PERUBAHAN
ANPPERAR . comnamnan (1)
Rincian Perubahan Anggaran Pembiayaan
Organisasi PXEXX XXX XXX i (2)
Rincian Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah
: : Sebelum Setelah Lebih/
Kode rekening Uraian Perubahan | Perubahan Kurang
1.3 2... (4) 3. (5 4... (6) 5. (7)
6(1]1|xx|xx|xx | Penggunaan
Sisa Lebih
Perhitungan
Anggaran
(SILPA)

(o))
[EEY
\8}

Divestasi

o)}

| %
% |3
5 |%

Penerimaan
Utang/Pinjaman |

Jumlah
Penerimaan
Pembayaaran

........ (8)

@)}
[\
[\S]
5

Xx | xx | Investasi

o)}
38
w

XX | xx | xx | Pembayaran
Pokok Utang
yang Jatuh
Tempo kepada
Lembaga
Keuangan

Jumah Pengeluaran Pembiayaan ....(9)

Pembiayaan Netto

L i O e )
Kepala SKPD....... (11)

Nama Lengkap

NIP.
Keterangaii. ... nsmansissmsaesys (12)
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1
2.
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.........cccccocinennnn. (13)
No | Nama 1 NIP | Jabatan | Tanda Tangan

Kepala SKPD




dst

Petunjuk Pengisian Formulir RKA-Perubahan Penerimaan

Pembiayaan

Formulir ini tidak diisi oleh SKPD lainnya, pengerjaan dilakukan oleh

Satuan kerja pengelola keuangan daerah(SKPKD)

(1)  Diisi Tahun Anggaran yang direncanakan;

(2)  Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
SKPD;

() Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan kode rekening akun
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, dan sub rincian obyek
penerimaan pembiayaan,yang dilanjutkan dengan pengeluaran
pembiayaan;

() Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek penerimaan pembiayaan, yang dilanjutkan
dengan pengeluaran pembiyaan;

(5) Kolom 3 (jumlah), diisi dengan jumlah jenis pembiayaan sebelum
perubahan;

(6) Kolom 4 (jumlah), diisi dengan jumlah jenis pembiayaan sebelum
perubahan;

(7) Kolom 5 diisi dengan selisih lebih/kurang antara jumlah anggaran
sebelum perubahan dan setelah perubahan.

(8) Jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh
jenis penerimaan pembiayaan;

(99 Jumlah pengeluaran pembiayaan merupakan hasil dari
penjumlahan seluruh jenis pengeluaran pembiayaan;

(10) Diisi tanggal, bulan, dan tahun;

(11) Formulir Perubahan RKA-Pembiayaan ditandatangani Kepala
SKPD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang
bersangkutan;

(12) Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir Perubahan
RKA-Pembiayaan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila
terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran
pemerintah Daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan;

(13) Seluruh anggota tim anggaran pemerintah Daerah menandtangani
formulir Perubahan RKA-Pendapatan yang telah dibahas yang
dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.

WALI KOTA BANJARMASIN,

Paraf Hierarki K
Sekretaris Daerah &
Plt. Asisten Umum
dan Administrasi p S
Kepala BPKPAD k
MUHAMMAD YAMIN HR
| tahag, Hukum ‘ Kepala SKPD
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FORMAT ANGGARAN KAS DBA BLUD

a. ANGGARAN KAS PENDAPATAN

LAMPIRAN 11

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR '~
TENTANG

TAHUN 2025

TATA KELOLA KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

PENATAUSAHAAN KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN ......ccovvveeees 1)
Urusan Pemerintah XXX iieeeeeeeeeereesennrenaanens (2)
Organisasi XXX XXX eomeeereereeranannas 3)
Kode Rekening Uraian Anggaran | Jan | Peb | Mar [ Apr | Mei [ Jun | Jul | Agt | Sep | Okt | Nop | Des
(4) 2...(5) 3..(6) 4 5 6 Forl 7] -
XXXXX | X XXXXXX | XX | xx| 4 PENDAPATAN
XXX XX | XXX XXX I xXx | xx| 41 PENDAPATAN
BLUD
XXXXX | XXXXXXX [ XX | xx | 4|11 Jasa Layanan
XXX XX | XXX XX XX | xx|{xx| 4|1 1| xx
XXXXX | XXX XXXX | XX | xx| 4] 1] 1| xx| xx
XXXXX | XXXXXXX | XX |xx | 4] 1] 1] xx| xx | xox
XXX | XXXXXXxx | xx|[xx]| 41| 2 Hibah
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{

XXXXX [ XXXXXXX | XX |[xx| 41| 2] xx
XXXXX | XXX XXXX | XX | xx{4|1] 2] xx| xx
XXXXX | XXXXXXX | XX [ xxX| 4| 1] 2] xx| x| xxx
XXXXX | XXXXXXX | XX |{xx|{4|1]3 Hasil
Kerjasama
XXXXX | XXXXXXX | XX | xx|4]| 1] 3| xx
XXXXX | XXXXXXX | xx | xx| 41| 3] xx| xx
XXXXX | XXX XXXX | XX | xx| 4| 1] 3| xx|xx|xox
XXXXX | XXXXXXX | XX | xx| 4|1 4 Lain-lain
Pendap BLUD
yang Sah
XXXXX | XXXXXXX | XX | xx|[4| 14| xx
XXXXX | XXXXXXX | XX | xx| 4| 1| 4| xx| xx
XXXXX | XXXXXXX | XX | xx| 4|1 4] x| xx| xxx
XXXXX | X.XXXXXX | xx|xx|4|1]|5 Pendapatan
APBD
XXXXX | XXXXXXX | XX [ xx|{ 4| 1] 5] xx
XXXXX | XXXXXXX | XX | xx| 4] 1|5 xx|xx
X.XXXX | XXXXXXX | Xx [ xx | 4|15 x| xx|xxx
Jumlah Penerimaan kas dari pendapatan BLUD per Bulan........... (8)
Jumlah Penerimaan kas dari pendapatan BLUD per Triwulan .... (9)
.......................... ) seeessesensennenn 20 (10)
Mengesahkan,
Pemimpin BLUD
ttd
(Nama Lengkap)
NIP .cceeuvrvnerenns
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Pendapatan BLUD:

(3
.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan;

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/obyek/ rincian obyek pendapatan;
Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian

Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran pendapatan berkenaan;

Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan rencana target
penerimaan kas dari pendapatan untuk setiap bulannya;

Jumlah Penerimaaan kas dari Pendapatan BLUD Per Bulan diisi dengan
penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) untuk

Jumlah Penerimaaan kas dari Pendapatan BLUD Per Triwulan diisi dengan
penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) untuk kolom

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Anggaran Kas

81

2.
fungsi SKPD;
3.
kerja perangkat daerah;
4,
5.
obyek pendapatan;.
6.
7.
8.
kolom setiap bulannya;
9.
setiap triwulannya;
10.
Pendapatan BLUD.
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b. ANGGARAN KAS BELANJA

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN ANGGARAN

A\

KAS

TAHUN ANGGARAN ................. 1)
Urusan Pemerintah b'A ‘o U 2)
Organisasi XXX XXX ....ccvrrenrens 3)

Kode Rekening Uraian Anggara | Ja | Pe | Ma | Ap | Me | Ju [ Ju | Ag | Se | Ok | No | De
n n b r r i n | t p t p S
1.(4) 205) 3..(6) 4 5 6 7ol 7)

XXX.X | X.XX.XXX | X Program
X X X BLUD
XXX.X | XXXXXX | X | X Kegiatan
X X X | X BLUD
XXX.X | XxxXxxX [x |x |5 Sub
X X X | X Kegiatan

BLUD
XXXX | XXXXXX [X |x |5]1 BELANJA
X X X | x
XXXX | XxXxxXxxX [x |x [5|1]|1 BELANJA
X X X | X OPERASI
XXXX [ xxxxxx |x |[x [511]1 Belanja
X X X | X Pegawai
XXXX [ xxxxxx | X |x |5|1]|x
X X X | x X
XXXX | XXXxxXX [ X |[x [5|1]|x |x
X X X | x X | x
XXX.X | XXXXXX [X |x [5]|1]|x [x
X X X |x X | X
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XXXX | XxXxXxXxX.X |x |x |5 X |x [x | xx

X X X | x X |x [x |x

XXX.X | xxxxxx |x [x |5 2 Belanja

X X X |x Barang
dan Jasa

XXXX | XXXXXX |x |X |5 2 | x

X X X |x X

XXXX | XXXXXX [x [x |5 2 |x |x

X X X [ X X [x

XXX | xxxxxX |[x |x |5 2 |x |x | xx

X X X |x X |[x | x

XXX.X | xxxxxx {x |X |5 BELANJA

X X X | X MODAL

XXXX | XXXxxX |x |x |5 1 Belanja

X X X | X Modal
Tanah

XXXX | xxxxxx |x |[x |5 1 |[x

X X X |x X

XXX.X | XXXXXX |[x |x |5 1 |x |x

X X X |x X |x

XXX.X | XXXXxXX [X |x |5 1 |{x |x | xx

X X X |x x |[x |x

XXX.X | XXX.XXX |X |x |5 2 Belanja

X X X | X Modal
Peralatan
dan
Mesin

XXX.X | XXXXXX |[X |X |5 2 | x

X X X |x X

i Kasubbag, [, .
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XXX.X | XXXXXX |X |X |5 X |x

X X X [ X X | x

XXX.X | XXX.XXX |X |X |5 X | X | xx

X X X | X X |[x |[x

XXX.X | XXX.XXX [xX [x |5 Belanja

X X X | X Modal
Ge-dung
dan
Banguna
n

XXX.X | XXXXXX |X |X |5 X

X X X | X X

XXXX | XXXXXX |Xx |x |5 X |x

X X X | X X | x

XXXX | xxxxxx |x |x |5 X [ x | xx

X X X |x X [X [X

XXX.X | Xxxxxxx [x [x |5 Belanja

X X X | X Modal
Jalan,
Irigasi,
dan
Jaringan

XXXX [ XXXxxX |[X |x |5 X

X X X | X X

XXX.X | XXXXXX |X [X |5 X |{x

X X X | X X {X

XXXX | XXXXXX |X [Xx |5 X | X | xx

X X X | x X |x | x

XXX.X | XXXXXX |X |X |5 Belanja

X X X | X Modal
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Aset
Tetap
Lainnya

XXXX | XxxxxX |x |x |[512|5 [x

X X X | X X

XXXX |[|xxxxxx |x |x [5]2]5 |x |x

X X X |x X | X

XXX.X | xxxxxXx |x |x |5]12]|5 |x |x |xx

X X X |x X |x | x

XXXX | XxxxxX |x |x |5]2]6 Belanja

X X X | x Modal
Aset
Lainnya

XXX.X | XxXxxxxXX {x [x |5]|2{6 |[x

X b X |x X

XXXX | xxxxxXx |x |x |5{2|6 [x |X

X X X | X X | x

XXX | XXXXXX [X |x |5]12]|6 |x |[x [xxX

X X X | X X |x |x

Jumlah Pengeluaran kas atas Belanja BLUD per Bulan........... (8)

Jumlah Pengeluaran kas atas Belanja BLUD per Triwulan .... (9)

[}
LS 'a. ﬂ!
izh
X

rag. Hukum

LA S 2 T SRS

#epala SKPD

\

Mengesahkan,
Pemimpin BLUD

ttd

(Nama Lengkap)
NIP ...cccvvnnreen

20 (10)
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Belanja BLUD:

10.

. Tahun anggaran diisi dengan tahun yang direncanakan;

Urusan Pemerintahan diisi dengan pemerintahan daerah yang
dilaksanakan Belanja BLUD nama Provinsi/ kabupaten/kota; anggaran
yvang direncanakan; nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkat daerah;

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
akun/kelompok/jenis/ obyek/rincian obyek belanja;

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja;

Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran belanja berkenaan;

Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan rencana target
pengeluaran kas atas belanja untuk setiap bulannya;

Jumlah pengeluaran kas atas belanja BLUD Per Bulan diisi dengan
penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) untuk
kolom setiap bulannya;

Jumlah pengeluaran kas atas belanja BLUD Per Triwulan diisi dengan
penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) untuk
kolom setiap triwulannya;

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Anggaran Kas
Belanja BLUD.
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c. ANGGARAN KAS PENERIMAAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN ......ccoe....... 1)
Urusan Pemerintah b & o SR 2)
Organisasi 8.6 ¢ o SR (3)
Kode Rekening Uraian Anggara| Ja | Pe | Ma |Ap (Me | Ju |Ju | Ag | Se |Ok | No | De
n n b r r i n 1 t p t p S
1..(4) "2..(5) 3.-(6) ! 5 6 7.-(7)
XXXX | XXXXXX |X |X | 6 PEMBIAYAAN
X X X | x
XXX.X | XXXXXX [X |x |6]1 PENERIMAAN
X X X | x PEMBIAYAAN
XXXX | XXXXXX (X |x {6]|1]|1 Penggunaan
X X X | X SiLPA
XXXX [ XXXXXX |X (X |6]1]1lx
X X X | x X
XXXX | XXXXXX (X |{X |6[1]11|x |x
X X X [ x X | x
XXXX | XXXXXX |X |x |6]1|1|x [x
X X X | X X | x
XXX.X | XXXXXX (X |x |6|1]2 Divestasi
X X X | x
XXXX | XxxxxxX [ X |x {611|2]|x
X X X | x X
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o

XXXX | xxxxxx [x |x |[6|1]2]|x |x
X & X X |.x
XXXX [ XXXXXX [X [x | 612X |x |xx
X X X | % X ¥ |#
oo |y % |'x [6)|1] 3 Penerimaan
¥ X X | x Utang/
Pinjaman
XXXX | XXXXXX [Xx [x |6]1|3]|x
X X X | x X
XXXX | XXXXXX |X |[x |6]1|3|x |x
X X X | X | %
XXXX | XXXXXX |[X |X | 613 |x |x |xx
X X X | x X |[x |x
umlah Penerimaan kas dari Penerimaan Pembiayaan per Bulan ... (8)
Jumlah Penerimaan kas dari Penerimaan Pembiayaan per Triwulan ....
9)
.......................... s a2 10D
Mengesahkan,

Pemimpin BLUD
ttd

(Nama Lengkap)
1 | § cTpme—
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Petunjuk Pengisian Formulir Anggaran Kas Penerimaan Pembiayaan:

. Tahun anggaran diisi dengan tahun yang direncanakan;
- Urusan Pemerintahan diisi dengan pemerintahan daerah yang

dilaksanakan Penerimaan Pembiayaan BLUD nama Provinsi; anggaran
yang direncanakan; nomor kode urusan pemerintahan dan nama urusan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD;

- Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja

perangkat daerah;

. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor Kkode rekening

akun/kelompok/jenis/ obyek/rincian obyek penerimaan pembiayaan;

. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian

obyek penerimaan pembiayaan;

. Kolom 3 (anggaran) diisi dengan anggaran penerimaan pembiayaan

berkenaan;

. Kolom 4-7 (januari sampai dengan desember) diisi dengan rencana target

penerimaan kas dari penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya;

- Jumlah Penerimaaan kas dari penerimaan pembiayaan BLUD Per Bulan

diisi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan
desember) untuk kolom setiap bulannya;

. Jumlah Penerimaaan kas dari penerimaan pembiayaan BLUD Per Triwulan

diisi dengan penjumlahan setiap kolom 4-7 (januari sampai dengan
desember) untuk kolom setiap triwulannya;

10. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan Anggaran Kas

penerimaan pembiayaan BLUD
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d. ANGGARAN KAS PENGELUARAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN ANGGARAN KAS

TAHUN ANGGARAN................... 1)
Urusan Pemerintah 'S '+ RN 2)
Organisasi XXXXXX coveeirirerenennennes (3)
Kode Rekening Uraian Anggara | Ja | Pe [ Ma |[Ap |Me | Ju |Ju | Ag| Se | Ok | No | De
n n|{b r r i n 1 t P t p s
1..(4) 2..(5) 3..(6) 4 3 6 7.—7)
XXX | XXXXXX {X | X |6 PEMBIAYAAN
X X X | x
XXXX [ xxxxxx |x (x | 6|2 PENGELUARA
X X X | X N
PEMBIAYAAN
XXXX | XXXXXX[{X | X | 6|21 Investasi
X X X | x
XXXX | XXAXXX | X [x |6]2]|1|x
X X X | x X
XXXX [ XXXXXX|X [ X [6]2]|1]x | X
X X X | x X |x
XXX | X XXXxXX|x | x [6]2]1|x |Xx
X X X | x X | x
XXXX [ XXxxxXx |x |x [6]2]|2 Pembayaran
X X X | x Pokok
90
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Utang/Pinjam
an
XXXX [ XXXXXX|X | X |6]2]|2x
X X X | x X
XXXX | XXXXXX |[X |x |6[2|2]|x |X
X X X | x X | x
XXXX | XXXXXX|[X | X |6]|2|2]|x |x |xx
X X X I x |x |x
Jumlah Pengeluaran kas dari Pengeluaran Pembiayaan per Bulan ........
(8)
Jumlah Pengeluaran kas dari Pengeluaran Pembiayaan per Triwulan ....
(€)]

S———. ) i ) 0 ) ¢ )
Mengesahkan,
Pemimpin BLUD

ttd

(Nama Lengkap)
NP ..conisiinssssnin

Kepala SKPD
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FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN DAN SURAT TANDA SETORAN

1. CONTOH FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD .oivnmnnnnmmsimiesia g (1)
NOMOR BURTI 2uiumsssusrosonsn (2)
a. Bendahara Penerimaan BLUD ... (3)
telah menerima uang sebesar Rp. ..., (4)
b. Dari
Nama s L)
Alamat SRRRRRPTS G (7)
c. Sebagai pembayaran i T (8)
Kode Rekening (9) Jumlah (Rp.)... (10)
B85 Te 7 5 S O R—
ERLXENEX | esensssdiessessevisasin
d. Tanggal uang diterima T (11)
Mengetahui (12)
Bendahara Penerimaan BLUD Pembayar/penyetor
Ttd Ttd
(Nama Lengkap) (Nama lengkap)
NIP. coeeeeeeeree
Lembar asli : untuk pembayar/penyetor pihak ketiga
Salinan 1 : untuk Arsip bendahara penerimaan BLUD
Salinan 2  : Arsip

Petunjuk Pengisian TBP:

(1) BLUD, diisi nama BLUD yang bersangkutan;

(2)  Nomor bukti, diisi nomor TBP;

(3) Bendahara penerimaan BLUD, diisi nama Bendahara Penerimaan
BLUD;

(4) Telah menerima uang sebesar, diisi dengan jumah uang yang diterima
secara nominal;

(5) Diisi jumlah uang yang diterima dalam huruf;

(6) Nama, diisi nama pembayar layanan barang dan/atau jasa BLUD;

(7) Alamat, diisi alamat pemberi pendapatan;

(8) Sebagai pembayaran, diisi dengan wuraian pendapatan BLUD
berdasarkan kodefikasi akun BLUD;

(9) Kode rekening, diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, objek rincian
objek, pendapatan berdasarkan kodefiasi akun BLUD;

(10) Jumlah diisi dengan jumlah penerimaan yang diperoleh menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan BLUD;

(11) Tanggal uang diterima,diisi tanggal saat penerimaan pendapatan dari
pemberi pendapatan;

(12) Tanda Bukti Pembayaran ditandatangani oleh bendahara penerimaan
BLUD dengan mencantumkan nama engkap dan nomor induk pegawai
dan pembayar/penyetor.




TT—— T TR AT

17, i Ifafanmey [Eealer 541 E':f‘:};ta Si{.FD

2. CONTOH FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
5111015 SO (1)
SURAT TANDA SETORAN (STS)

STE NO:isamummmrsnmm ki (2) Bank:

No. Rekening :.................. (4)
Harap diterima vahg sebesar RD  asasamsisnaiamisisimmiiigs (5)
YOEOMEN PO (R cmcunommusmsmmmmnssomnso oo i asaa eSo EREB S R TSRS )
Denan rincian penerimaan sebagai berikut; (6) =
No | Kode Rekeniing | Uraian Rincian Objek Jumlah (Rp.)

Jumlah

Uang tersebut diterima pada tanggal............. (7)

Mengetahui
Pemimpin BLUD.....(9) Bendahara Penerimaan BLUD

Ttd Ttd

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIP. i, NIP. . reineanisnnnnins
(catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank)

Petunjuk Pengisian Surat Tanda Setoran (STS):

(1) BLUD, diisi nama BLUD yang bersangkutan;

(2) Nomor bukti diisi nomor STS;

(3) Bank diisi nama bank tempat rekening kas BLUD;

(4) Nomor rekening, diisi no rekening bank tempat rekening kas BLUD;

(5) Telah menerima uang sebesar, diisi dengan jumlah uang yang diterima
secara nominal dan jumlah uang yang diterima dalam huruf;

(6) Tabel, diisi sebagai berikut:

a. Kolom kode rekening, diisi kod rekening setiap rincian objek

pendapatan;
b. Kolom uraian rincian objek diisi dengan uraian nama rincian objek.
c. Kolom jumlah diisi dengan jumlah nilai nominal penerimaan setiap
rincian objek pendapatan.
(7) Tanggal uang diterima, diisi tanggal saat penerimaan uang dari STS;
(8) Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan STS;
(9) STS ditandatangani oleh bendahara Pengeluaran dan Pemimpin BLUD
dengan mencantumkan nama lengkap.

e A S
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FORMAT BKU PENERIMAAN BLUD DAN REGISTER STS

1. BKU PENERIMAAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU KAS o
UMUM PENERIMAAN BLUD BENDAHARA
PENERIMAAN
BLUD........cooocovv.... (1)
Tahun Anggaran BB RS (2)
Periode R, (3)
v (4)
Penerimaan penyetoran Ket.
No | No. Bukti Tol Cara Kode : ' No.
Transaksi | '© Pembayaran | Rekening Uralan | Jumlah STS Tgl JML
1 2 3 4 5 6 _ 7 8 9 | 10 | 11
Saldo | B
Awal
Jumlah......(5)
Jumlah Penerimaan e SR (6)
Jumlah yang Disetorkan . (7)
Sisa
Kas.
Pada hari ini tanggal................... , Buku Kas Umum
Penerimaan ditutup oleh kami dan terdapat saldo Kas sebesar
124's [N (8)
Esrinnsin i e SRR e e s e (9)
Terdiri dari : (10)
© Tunai
+ Saldo Bank
Lainnya

Petunjuk Pengisian Buku Kas Umum Penerimaan BLUD:

1. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

2. Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Kas Umum
Penerimaan BLUD disusun;

3. Periode diisi masa disusunnya Buku Kas Umum Penerimaan BLUD
disusun;

4. Pengisian 11 (sebelas) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai
berikut:

a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Kas Umum
Penerimaan. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua
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dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang
pertama kali dicatat..

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi penerimaan.
Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi penerimaan.

. Kolom (4) diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara

atau bank.

Kolom (5) diisi dengan nomor kode rekening.

Kolom (6) diisi dengan uraian transaksi.

Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (8) diisi dengan nomor bukti transaksi STS.

Kolom (9} diisi dengan tanggal transaksi penyetoran

Kolom (10) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penyetoran.
Kolom (11) diisi dengan uraian keterangan jika diperlukan.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan dan penyetoran;
Diisi Jumlah Rp penerimaan saldo pada saat tanggal penutupan
Buku Kas Umum Penerimaan; *)

Diisi Jumlah Rp penyetoran saldo pada saat tanggal penutupan
Buku Kas Umum Penerimaan; *)

Diisi Jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan Buku
Kas Umum Penerimaan; *)

Diisi nilai Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf
saat penutupan Buku Kas Umum Penerimaan; *)

10.Diisi jumlah saldo Rp yang dirinci menurut jumlah tunai, saldo bank
dan surat berharga saat penutupan Buku Kas Umum Penerimaan; *)
11. Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD
dan Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

Keterangan:
*) Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
BLUD.

Sukum i Kepala SKPD
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2. FORMAT REGISTER STS

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN REGISTER

STS
BLUD......cccccoovvimnrnens (1)
TAHUN ANGGARAN......... (2)
Bendahara Penerimaan :...........c.......... 3)
Bulan e sre e (4)
{(5)eec..
No Kode .
No STS Tanggal Rekening Uraian Jumlah | penyetor | Ket
1 2 3 e 5 3 7 g
Mengetahui/Menyetujui (7) ... pessansrsseasnnsssarsens 20...(6)
Pemimpin BLUD Bendahara Penerimaan BLUD
Ttd Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
1\ ] ) =R 1\1] § SR

Petunjuk Pengisian Register Surat Tanda Setoran (STS):

1. BLUD diisi nama BLI]D yang bersangkutan;

2. Tahun anggaran diisi tahun anggaran penyusunan Register STS;

3. Bendahara Penerimaan BLUD diisi nama Bendaharan Penerimaan
BLUD;

4. Bulan diisi Bulan periode daftar STS yang ada pada suatu Bulan;

5. Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai
berikut:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi STS.

Kolom (2) diisi dengan nomor STS.

Kolom (3) diisi dengan tanggal STS.

Kolom (4) diisi dengan nomor kode rekening transaksi di STS.

Kolom (5) diisi dengan uraian transaks STS.

Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan yang

disetor menggunakan STS.
g. Kolom (7) diisi dengan nama penyetor penerimaan ke Rekening Kas

BLUD

h. Kolom (8) diisi dengan keterangan yang dianggap perlu.

6. Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Register STS;

7. Register STS ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan BLUD dan
Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama lengkap.

mpanDe

Hosubbzg,
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FORMAT TATA CARA PERHITUNGAN AMBANG BATAS

Contoh tatacara perhitungan ambang batas dapat dijelaskan pada tabel
di bawabh ini:

No |Tahun |Anggaran Relasasi/Prognosa Rp Selisih %

i Z 3 3 5=(4-§) 6=(5/;x100]

1 | (20XX-2) 5.000 7.000 2.000 40

2 | (20XX-1) 9.000 11.000 3.000 33,33

3 | (20XX) 11.000 15.000 4.000 36,36
JUMLAH 109,69

Berdasarkan tabel diatas, terdapat besaran ambang batas RBA tahun anggaran
(20XX-1) = (109,69:3)=36,56% dari rencana biaya yang bersumber dari
pendapatan jasa layanan, hibah tidak terikt, hasil kerjasama, dan lain-lain
pendapatan BLUD yang sah, Tahun Anggaran (20XX+1).

Untuk itu aabila rencana belanja bersumber dari pendapatan jasa layanan,
hibah tidak terikat, hasil kerjasama, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah,
Tahun Anggaran (20XX+1),misal diperkirakan Rp13.000.000.000,00 maka
besaran ambang batas 36,56% X 13.000.000.000,00=Rp4.752.800.000,00
Dengan demikian, apabila realisasi belanja BLUD masih di bawah
(Rp13.000.000.000,00 + Rp4.752.800.000,00. BLUD dapat melaksanakan
belanja dari kelebihan pendapatan tersebut setelah mendapatkan persetujuan
dari Wali Kota terlebih dahulu dan dituangkan dalam peraturan Gubernur.

Untuk keperluan kelengkapan RBA, format penyajian Ambang Batas dilakukan
dengan menyajikan perhitungan sebagaimana yang dijelaskan pada tabel di
atas dengan menggunakan angka nilai anggaran dan realisasi/prognosa dari
tahun 20XX-2 sampai dengan 20XX+1 disertai pernyataan nilai persentasi dari
ambang bartas yang akan digunakan untuk RBA tahun n.
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FORMAT SURAT PPD-UP, PPD-GU DAN PPD-LS

1. FORMAT SURAT PPD-UP

NOMOR......cooerretnceisr e (1)
Berdasarkan Keputusan Wali Kota ........... Nomor ....... Tanggal ............ (2)
tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk BLUD.................... (3),
bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana Uang
Persediaan sejumlah Rp.......... (4):
Terbilang D oeireeeenreencennis (5)
Nama Bendahara dan D oerereererenrensas Y T (6)

Nomor Rekening Bank

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SURAT
PERMINTAAN PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN
(SURAT PPD-UP)

Bendahara Pengeluaran,

(ttd)... (8)

(nama lengkap)
NIP. ciiiriiiiiiininnnn

Petunjuk Pengisian formulir Rencana Penggunaan Surat PPD-UP:

1.
2.

Nomor diisi dengan nomor Surat PPD-UP;

Nomor Keputusan Kepala daerah (Gubernur) diisi dengan Keputusan Wali
Kota yang mendasari penetapan jumlah dana UP. Diikuti dengan pengisian
tanggal Keputusan Wali Kota tersebut.

. BLUD diisi dengan nama BLUD yang menerbitkan PPD-UP dan besaran

UP-nya ditetapkan lewat Keputusan Gubernur.

Jumlah uang diisi dengan jumlah/besaran dana UP yang ditetapkan untuk
BLUD tersebut.

Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang
ditetapkan.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor
rekening bank yang dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta
untuk dicairkan lewat penerbitan Surat PPD-UP;

Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Surat PPD-UP; dan

Surat PPD-UP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.

dasubhog,
Prritl
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2. FORMAT SURAT PPD-GU

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SURAT
PERMINTAAN PENCAIRAN DANA GANTI UANG (SURAT
PPD-GU)

RINGKASAN

Ringkasan DBA / DBAP.... (2)

Jumlah dana DBA /DBAP | Rp.
(1)

Ringkasan Anggaran Kas

Anggaran Kas Jumlah

Triwulan 1

Triwulan 2

Triwulan 3

s
-P-wNHp

Triwulan 4

Jumlah | Rp.

(1

Sisa dana diluar anggaran kas berkenan (I-11) | Rp.

Ringkasan Belanja

Belanja UP / GU

Belanja LS

Jumlah | Rp.
(1)

Sisa anggaran Kas Triwulan bersangkutan yang | Rp.
belum dibelanjakan (1I-111)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN (3)

Program :.......
Kegiatan :.......
Sub Kegiatan :.......

Kode Rekening Uraian Jumlah
XXXXXXXX XXX

Total

Jumlah PPD yang diminta

Terbilang S (4)

Nama Bendahara dan : .................. W s (5)
Nomor Rekening Bank

..................... S R e DD e

Bendahara Pengeluaran,
(ttd)... (7)

(nama lengkap)

Ga
Sy g
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Petunjuk Pengisian Formulir Rencana penggunaan Surat PPD-GU:

(1)
(2)

(3)

(6)
)

Nomor diisi dengan nomor Surat PPD-GU;

Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Jumlah dana DBA/DBAP diisi dengan jumah dana DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Ringasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang telah
diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang besangkutan. Masing- masing
Anggaran Kas per Triwulan, diisi dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu
seluruh Anggaran Kas untuk BLUD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi
pada tempat bertanda IL RP......c.cc.ccoooiviiiiiieeeeeeeeeeeeeeee e, } 4

c. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp ................ ) diisi hasil
pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun anggaran
dengan jumlah total dana Anggaran Kas BLUD Triwulan berkenaan.

d. Pada kolom disamping kanan Surat PPD Peruntukan UP diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan up.

e. Pada kolom disamping kanan Surat PPD Peruntukan GU diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan GU.

f. Pada kolom di samping kanan Surat PPD Peruntukan LS diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan pembayaran LS.

g. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisi pada tempat
dengan tanda IIl. Rp. ....cccevuuneenee

h. Pada tempat dengan tanda II-IIl Rp. .......... Diisi jumlah hasil
pengurangan dana seluruh Anggaran Kas berkenaan dengan dana yang
telah di-Surat PPd-kan.

Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.

b. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.

c. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.

d. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana Surat PPD-
GU yang diminta.

Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor

rekening bank yang dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta

untuk dicairkan lewat penerbitan Surat PPD-GU;

Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan

Surat PPD-GU; dan

Surat PPD-GU ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dengan

mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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3. FORMAT SURAT PPD-LS

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SURAT
PERMINTAAN PENCAIRAN DANA LANGSUNG (SURAT

PPD-LS)
NOMOR .....cccociiiiiier e (1)
RINGKASAN KEGIATAN
1. Program 2)
2. Kegiatan 3)
3. Sub Kegiatan 4)
4. Nomor dan Tanggal DBA/DBAP (5)
5. Nama Perusahaan (6)
6. Bentuk Perusahaan :a. PT/NV b.CV c. Firma d. Lain-lain (7)
7. Alamat Perusahaan (8)
8. Nama Pimpinan Perusahaan 9
9. Nama dan Nomor Rekening (10)
10. Nomor Kontrak (11)
11. Kegiat Lanjutan : Ya / Bukan (12)
12. Waktu Pelaksanaan Kegiatan (13)
13. Deskripsi Pekerjaan (14)
Ringkasan DBA / DBAP......... (15)
jumlah dana DBA /DBAP | Rp.
U]
No. Anggaran Kas Jumlah Dana
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
Jumlah | Rp. an
Sisa dana diluar anggaran kas berkenan (I-11) | Rp.
Ringkasan Belanja
Belanja UP / GU
Belanja LS
Jumlah | Rp.
amn
Sisa anggaran Kas Triwulan bersangkutan yang | Rp.
belum dibelanjakan (11-11I)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAN..................... (16)
No. Kode Rekening Uraian Jumlah
1 | X.X.XXXX.XX.XXX
2
Total
Jumlah PPD uang diminta feeereeerere e (17)
Terbilang ettt ae e (18)
Nama Bendahara dan D iieeeeens Y ST (19)
Nomor Rekening Bank
..................... s cereneerrerianeeneesseneenans 2000s (20)
Mengetahui:
Pejabat Teknis Kegiatan, Bendahara Pemimpin BLUD,
Pengeluaran,
(ttd)... (21) (ttd)... (21)
(ttd)... (21)
(nama lengkap) (nama lengkap) (nama lengkap)
NIP. ccovvriiiricnncanns 1\ ] § R [\ ] SR
Kasubbag.
PesiU Kakag. Hukum § Kepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Formulir Rencana penggunaan Surat PPD-LS:

1)
(2)
3)
(4)
()
(6)

Y]

®
©)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

Nomor diisi dengan nomor Surat PPD-LS;

Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan LS.
Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan LS.
Sub Kegiatan diisi dengan kode dan nama sub kegiatan peruntukan LS.
Nomor dan tanggal DBA/DBAP diisi dengan nomor dan tanggal
penetapan DBA/DBAP untuk kegiatan.

Nama perusahaan diisi nama perusahaan pihak ketiga yang
melaksanakan kegiatan LS.

Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk
perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika
memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia.
Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan
kegiatan LS.

Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur)
perusahaan yang melaksanakan kegiatan LS.

Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening
bank dari pelaksana kegiatan LS.

Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara BLUD
dengan perusahaan pelaksana kegiatan LS.

Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan
bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan.
Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan.
Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan
dengan menggunakan kalimat yang padat dan singkat.

Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Jumlah dana DBA/DBAP diisi dengan jumah dana DBA/DBAP untuk
satu tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Ringasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang telah
diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang besangkutan. Masing- masing
Anggaran Kas per Triwulan, diisi dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu
seluruh Anggaran Kas untuk BLUD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi
pada tempat bertanda IL Rp. ........ccocoooeiiiiectiecece e, )

c. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-1I. Rp ....cccccuvnee. ) diisi hasil
pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun anggaran
dengan jumlah total dana Anggaran Kas BLUD Triwulan berkenaan.

d. Pada kolom disamping kanan Surat PPD Peruntukan UP diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan up.

e. Pada kolom disamping kanan Surat PPD Peruntukan GU diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan GU.

f. Pada kolom di samping kanan Surat PPD Peruntukan LS diisi dengan
dana yang telah dicairkan untuk keperluan pembayaran LS.

g. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisi pada tempat
dengan tanda IIl. Rp. ....cccccunnnnae

h. Pada tempat dengan tanda II-IIl Rp. .......... Diisi jumlah hasil
pengurangan dana seluruh Anggaran Kas berkenaan dengan dana yang
telah di-Surat PPd-kan.

(16) Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.

b. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode
rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.

c. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.

izhas, Hulum | Kepala SHPD
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d. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana Surat PPD-
GU yang diminta.

(17) Diisi dengan nilai jumlah/total PPD LS yang diminta

(18) Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.

(19) Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor
rekening bank yang dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta
untuk dicairkan lewat penerbitan Surat PPD-LS;

(20) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Surat PPD-LS; dan

(21) Surat PPD-LS ditandatangani oleh Pejabat Teknis Kegiatan, Bendahara

Pengeluaran BLUD dan Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama
lengkap dan NIP.
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FORMAT REGISTER PENGAJUAN SURAT PPD DAN CONTOH SURAT PPD
1. FORMAT REGISTER PENGAJUAN SURAT PPD
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

010 S (1)
REGISTER PENGAJUAN SURAT PPD

...... (2)
. Jumlah Surat PPD
No | Tanggal PPD Uraian (Rp)
_ UP | GU | LS
1 2 3 4 5
.. 20.... (3)

Bendahara Pengeluaran,
(ttd)... (4)

(nama lengkap)
NIB: wiviesnivsinsos:

Petunjuk pengisian Register Pengajuan Surat PPD:
(1) BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan
(2) Tabel diisi dengan ;
a. Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut Surat PPD untuk pengajuan
PPD
b. Kolom (2) diisi dengan tanggal dan nomor Surat PPd untuk
pengajuan PPD.
c. Kolom (3) diisi dengan Nomor Surat PPD untuk pengajuan PPD.
d. Kolom (4) diisi dengan uraian Surat PPD untuk pengajuan PPD.
e. Kolom (5) diisi dengan jumah rupiah Surat PPD UP/GU/LS
sesuai kolomnya untuk pengajuan PPD.
(3) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Register Pengajuan Surat PPD; dan
(4) Register untuk pengajuan Surat PPD ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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2. FORMAT CONTOH SURAT OPD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SURAT OTORISASI
PENCAIRAN DANA
(OPD) UP / GU / LS*
NOBIOP: «ivonswisnnnivsisp (1)
Nomor DBA § epessrsiessnnseiees (&) | DaF & e L0)
Tanggal DBA -JROPURROPRPTIPI (1 |
Nomor OPD T ol i )
Tanggal OPD } sssesasraesis ey 1)
BLUD Y e reseeeee e s e (0) | Tahun Anggaran : ... (8)
Bank/Pos A S SR RS SRS S 9)
Hendaklah mencalrkan/memmdahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar RP s (10) )
(i neciiisvin s s
Kepada L (11)
NPWP ARSI, . ]
No. Rekening S aansesrnrsas s 113)
Bank/pos B i e e S A R A (14)
Untuk e A (15)
venene(16)
No Kode Rekening Uraian | Jumlah
XXX XRXK
Total | Rp.
Potongan-potongan
No Uraian Jumlah | Keterangan
1 |luran wajib pegawai ** Rp.
2 |Tabungan Perumahan Pegawai ** Rp.
3 | BPJS Kesehatan Rp.
4 | Dst ***

Jumlah | Rp.
Informasi : (Potongan Pajak Tidak mengurangi Jumlah Pembayaran

OPD)
1 |Utang PPh 21/22/23 ' Rp. '
2 | Utang PPN Rp.
3 Rp.
Jumlah | Rp
OPD yang dibayarkan
Jumlah yang diminta 3 R snssnmevsiosusssnmssssssiniins (17)
Jumlah potongan s 2 ¢ o (18)
Jumlah yang dibayarkan o) 25 o (19)
(P T T )
................ y wsensivaass 20 (20)
Pemimpin BLUD
(ttd)... (21)
(nama lengkap]
NIP. . P

*coret yang tidak perlu
**menyesuaikanketentuan lebih lanjut
***menyesuaikan ketentuan perundang-undangan
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Petunjuk pengisian Formulir Surat OPD:

(1) Nomor diisi dengan nomor Surat OPD UP/GU/LS

(2) Nomor diisi dengan nomor DBA;

(3) Tanggal diisi dengan tanggal DBA;

(4) Nomor diisi dengan nomor Surat OPD UP/GU/LS;

() Tanggal diisi dengan tanggal Surat OPD UP/GU/LS;

(6) BLUD diisi dengan nama BLUD yang memproses Surat PPD dan
Surat OPD;

(7) Dari dlisl jabatan Pemimpin BLUD;

(8) Tahun Anggaran diisi tahun anggaran proses Surat PPD dan Surat
OPD dilakukan;

(99 Bank/Pos diisi nama Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening
Kas BLUD;

(10) Uang sebesar diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk
dicairkan lewat penerbitan Surat OPD. Pengisian disertai dengan
jumlah terbilang dari dana yang diminta untukdicairkan tersebut;

(11) Kepada diisi dengan nama Bendahara Pengeluaran BLUD untuk
mekanisme UP/GU dan diisi dengan nama pihak ketiga (pejabat
pengelola BLUD, pegawai BLUD,Satuan Pengawas Internal /SPI BLUD
dan Dewan Pengawas BLUD untuk LS gaji pegawai BLUD Non PNS,
honor, tunjangan. Rekap bisa dilampirkan sebagai lampiran Surat
OPD dan di Surat OPD diisi dengan narasi “terlampir”; nama pihak
ketiga yang memberikan jasa atau menjual barang kepada BLUD
untuk LS barang dan jasa) untuk mekanisme LS karena surat OPD
akan diberikan langsung kepada Pihak Ketiga tanpa melewati
bendahara pengeluaran BLUD.

(12) NPWP diisi dengan NPWP Bendahara Pengeluaran BLUD untuk
mekanisme UP/GU dan diisi dengan NPWP pihak ketiga untuk
mekanisme LS.

(13) Nomor Rekening diisi dengan nomor rekening Bank/Pos pejabat
pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas Internal /SP1 BLUD
dan Dewan Pengawas BLUD/pihak ketiga.

(14) Bank/Pos diisi dengan nama Bank tempat rekening Bank/Pos
pejabat pengelola BLUD, pegawai BLUD, Satuan Pengawas
Internal /SPI BLUD dan Dewan Pengawas BLUD/pihak ketiga.

(15) Untuk diisi dengan narasi keperluan pengajuan Surat OPD yang di-
OPD-kan.

(16) Pada tabel diisi dengan ;

a. Kolom No diisi dengan nomor kode rekening jenis belanja;
b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening program,
kegiatan BLUD dan jenis belanja;
c. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan
kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening;

. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL;

e. Kolom TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlahRp.. dana
Surat OPD yang diminta;

f. Potongan berupa iuran wajib pegawai, tabungan perumahan
pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini
akan langsung dikurangkan dari rekening kas BLUD sehingga
akan mengurangi jumlah OPD; dan

g. Potongan berupa PPN,PPH dan/atau pajak lainnya diisi dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah tersebut hanya
sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah OPD.

o

! Kasubbag,

Pariflj

{ebag, Huhum | Kepala SKPD
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Meskipun atas kesepakatan BLUD melakukan pemotongan
namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara
pengeluaran BLUD.

(17) Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah Rp. ... dana Surat OPD yang
diminta;

(18) Jumlah potongan diisi dengan jumlah Rp. yang dipotong dari dana
Surat OPD yang diminta;

(19) Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah rp.... Dalam angka dan
huruf yang dibayarkan dari jumlh rp.... dana Surat OPD yang diminta
dikurangi jumlah Rp. potongan.

(20) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Register Pengajuan Surat OPD; dan

(21) Surat OPD ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.

t Kasuklag.

Portild

Habag. Hulaem | Kepzla SKPD
\

1
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FORMAT REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT OPD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BLUD.......coiviiiiiiiieninens (1)
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SURAT OPD

..... ( 3) Halaman :.................(2)
N Surat Jumlah Surat PPD
omor Sura .
No | Tanggal Uraian (Rp)
PPD UP | GU | LS
1 2 3 4 5
................... ) eeeveesreseesrevensasnnnees 20 (4)

Bendahara Pengeluaran,
(ttd)... (5)

(nama lengkap)
1] § SR

Petunjuk pengisian Register Penolakan Penerbitan Surat OPD:
(1) BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan
(2) Halaman diisi dengan angka sesuai banyaknya halaman register
yang dibuat;
(3) Tabel diisi dengan :
a. Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut Surat OPD yang ditolak
diterbitkannya Surat OPD.
b. Kolom (2) diisi dengan tanggal dan nomor Surat OPD yang
ditolak diterbitkannya Surat OPD.
c. Kolom (3) diisi dengan Nomor Surat OPD yang ditolak
diterbitkannya Surat OPD.
d. Kolom (4) diisi dengan uraian Surat OPD yang dittolak
diterbitkannya Surat OPD.
e. Kolom (5) diisi dengan jumah rupiah Surat OPD UP/GU/LS
sesuai kolomnya yang dittolak diterbitkannya Surat OPD.

(4 Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan

Register Penolakan Penerbitan Surat OPD; dan

(5) Register Penolakan Penerbitan Surat OPD ditandatangani oleh Pejabat
Keuangan BLUD dan Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama

lengkap dan NIP.

. Kasubkag.
Peridl)

Kabaz, Hulsm | Kepala SKPD
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FORMAT BKU PENGELUARAN DAN BUKU PEMBANTU

1. CONTOH FORMAT BKU PENGELUARAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU KAS
UMUM PENGELUARAN BLUD BENDAHARA

PENGELUARAN
BLUD ..o, (1)
Tahun anggaran ¥ s
Periode - (3)
(4)
No Kode : ;
No Transaksi Tanggal Rekening Uraian |Penerimaan Pengeluaran | Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo - -
Awal
jumlah (5) [ a
Jumlah saat ini, tanggal
.......................... (6) (7)
Jumlah s/d bulan lalu, tanggal e (8)
Jumlah saat ini, tanggal (10)

Sisa Kas:

Pada hari ini tanggal .......,, Buku Kas Umum ditutup oleh kami dan
didapat dalam

Kas di Bendahara pengeluaran sebesar Rp.

...................................................... (11)
s O, ) (12)
Terdiri dari: (13)
e Tunai B st e Panjar
e Saldo Bank : e Pajak
......... a1 8
Mengetahui/Menyetujui (14) Bendahara Penerimaan BLUD
Pemimpin BLUD
Ttd
Ttd
(nama lengkap) (nama lengkap
NIF: i INLIE saasisivanssanson

|

1 10
- oy
i i ’ q L als. ‘e
] 5 L
TEMEES L A —v-.'am,l- S
| E I
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Petunjuk Pengisian Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD:
1. BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;
2. Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Kas Umum

Pengeluaran BLUD disusun;

3. Periode diisi masa disusunnya Buku Kas Umum Pengeluaran BLUD
disusun;
4. Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai

berikut:

a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Kas Umum
Pengeluaran. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut yang
digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per pencatatan.
Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau lebih
pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup
menggunakan nomor urut transaksi yang pertama Kkali dicatat.

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom (4) diisi dengan nomor kode rekening.

Kolom (5) diisi dengan uraian transaksi

Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.

Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran

Kolom (8) diisi dengan jumlah atau saldo

akumulasi.

5. Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo; *)
6. Jumlah saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pengeluaran;*)

7. Diisi Jumlah Rp saldo pada saat tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pengeluaran;*)

8. Diisi Jumlah Rp saldo sampai dengan Bulan sebelumnya; *
9. Jumlah s/d saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum

Pengeluaran*)

10. Dilsi jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan Buku Kas
IJmum Pengeluaran*)

11. Diisf tanggal dan jumlah saldo Rp. saat penutupan Buku Kas Umum
Pengeluaran*)

12. Diist nilai Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf saat
penutupan Buku Kas Umum Pengeluaran*)

13. Diisi jumlah saldo Rp yang dirinci menurut jumlah tunai, saldo bank dan
surat berharga beserta jumlah panjar dan pajak saat penutupan Buku Kas
IJmum Pengeluaran*)

14. Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap, *)

. ) Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan

LaporanPertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran BLUD

SR MO A0 g
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2. CONTOH BUKU PEMBANTU

1). BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU

PEMBANTU KAS TUNAI BENDAHARA

PENGELUARAN
BLUD.....cccooevcennrerene 1
Tahun anggaran (2)
Periode : 3)
wee(4
No | No.Transaksi | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo
awal
Jumlah (5)
Mengetahui/Menyetujui  (6)

Pemimpin BLUD

ttd

(nama lengkap)

NIP. ............

fw kasuizbeg,
Periiy

Kabog, Hukeum

Kepala SKPD

{
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ttd

(nama lengkap)

NIP. ....

Bendahara Pengeluaran BLUD
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Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Kas Tunai BLUD:

(1) BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan;

(2) Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Kas
Tunai BLUD disusun;

(3) Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Kas Tunai BLUD
disusun;

(4) Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai
berikut:

a.

mooanQ

®

Kolom (1)diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Kas Tunai. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor
urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan
per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi
menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap
pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan
nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat;

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran;
Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi;

Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi;

Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
. Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi;

5) ]umlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran
dan saldo; dan¥*)

(6) Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran
BLUD dan Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

")

diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperlua
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran BLUD.

| Hazsubbag.

iabag, Hukum

¥=pala SKPD
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2). BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU
PEMBANTU SIMPANAN BANK BENDAHARA

PENGELUARAN
BLUD ..vcinissssnsens 1)
Tahun anggaran : (2)
Periode : : 3)
wee(4)
No | No.Transaksi | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo
awal
Jumlah (5)
Mengetahui/Menyetujul (6)
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
. NIP. .ccorerrvnrreenaaee

NIP.

st 253, K
Prrifl Kabaa, Bukum Hepala SKPD
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Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Simpanan Bank BLUD:

(1) BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan;

(2) Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu
Simpanan Bank BLUD disusun;

(3) Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Simpanan Bank
BLUD disusun;

(4) Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai
berikut:

a.

meang

g

Kolom (1)diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Simpanan Kas. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor
urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan
per pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi
menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka terhadap
pencatatan kedua dan seterusnya cukup menggunakan nomor
urut transaksi yang pertama Kali dicatat;

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran;
Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi;

Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi;

Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi;

(5) Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran
dan saldo; dan¥*)

() Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD
dan Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

")

diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperlua
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran BLUD.

Kabag. Hulum

Kepala SKPD
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3). BUKU PEMBANTU PANJAR

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU
PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

BEDD s (1)
Tahun anggaran (2)
PERIOAEE 3 lassonmsneiaisaanamiisiens (3)
asseil )
No No.Transaksi | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo
awal
Jumlah (5)

Mengetahui/Menyetujui (6)

Pemimpin BLUD

ttd

(nama lengkap)

NIP. ecaiiai

(P

A

-
H{ahao

L S F S l.l

- Mi;m

Kepala SKPD
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(nama lengkap)

NIE:. .

Bendahara Pengeluaran BLUD
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Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Panjar BLUD:

(1) BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan;

(2) Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu
Panjar BLUD disusun;

(3) Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Panjar BLUD
disusun;

(4 Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai
berikut:

a.

mpan o

g

Kolom (1)diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Panjar. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua
dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi
yang pertama kali dicatat;

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran;
Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi;

Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi;

Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi;

(5 Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran
dan saldo; dan*)

(6) Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD
dan Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

")

diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperlua
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran BLUD.

(abaz Helzm | Kepala SKPD
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BUKU PEMBANTU PAJAK

4).
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU
PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
21 I U] 0 JOS— (1)
Tahun anggaran (2)
Periode : 3)
...... (4)
No | No.Transaksi | Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Saldo
awal
Jumlah (5)
Mengetahui/Menyetujui  (6)
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
] 1 S |\ S
] Kasu;‘;iaaﬂ.
I pa Y iahoa, Hium Kepala SXPD
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Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Pajak BLUD:
(1) BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan;
(2) Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Pajak

BLUD disusun;

(3) Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Pajak BLUD
disusun;

(4) Pengisian 7 (tujuh) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai
berikut:

a. Kolom (1)diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu
Pajak. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan
dua atau lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua
dan seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi
yang pertama kali dicatat;

Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran;
Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi;

Kolom (4) diisi dengan uraian transaksi;

Kolom (5) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran

g. Kolom (7) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi;

(5) Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran
dan saldo; dan*)

(6) Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran BLUD
dan Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

m0 Q0T

*) diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran BLUD.

T S e T Y TR L T
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5). BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBJEK

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU
PEMBANTU PER SUB RINCIAN OBJEK
BENDAHARA PENGELUARAN

21010 S (1)
Tahun anggaran .......ccco——— (2)
Periode S it sbinsesanessepmmmevsserssassvsasmvTANe (3)
Program s (4)
Kegiatan S (5)
Sub Kegiatan e A (6)
Rekening v |
Jumlah ANGEaran ... (8)
Murni
Jumlah Aggaran ... (9)
Perubahan
i 10)
No EE‘U .?;i‘;};;’i Tanggal | Uraian Belanja LS | Belanja UP/GU | Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8

Saldo awal

Jumlah (11) [ 1 |
Mengetahui/Menyetujui  (12)
Pemimpin BLUD Bendahara Pengeluaran BLUD
ttd ttd
(nama lengkap) (nama lengkap)
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Petunjuk Pengisian Buku Pembantu Per Rincian Objek:

0]
2)

(3)
4)
()
(6)
)
(8)
©)
(10)

(11)
(12)

BLUD diisi dengan nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi tahun anggaran saat Buku Pembantu Per

Rincian Objek disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Pembantu Per Rincian

Objek disusun;

Program diisi nama program BLUD yang terdapat realisasi

rincian objek belanja BLUD;

Kegiatan diisi nama kegiatan BLUD yang terdapat realisasi

rincian objek belanja BLUD;

Sub kegiatan diisi nama sub kegiatan BLUD yang terdapat

realisasi sub rincian objek belanja BLUD;

Rekening diisi nama uraian rincian objek rekening belanja

BLUD;

Jumlah anggaran murni diisi anggaran murni rincian objek

rekening belanja BLUD;

Jumlah anggaran perubahan diisi anggaran perubahan rincian

objek rekening belanja BLUD;

Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai

berikut:

a. Kolom (1)diisi dengan nomor urut transaksi Buku Pembantu

Per Rincian Objek. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya).

Nomor urut yang digunakan adalah nomor urut per

transaksi bukan per pencatatan. Maksudnya apabila satu

transaksi menghasilkan dua atau lebih pencatatan, maka

terhadap pencatatan kedua dan seterusnya cukup

menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali

dicatat;

Kolom (2) diisi dengan referensi nomor urut BKU Pengeluaran.

Kolom (3) diisi dengan nomor bukti transaksi pengeluaran.

Kolom (4) diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom (5) diisi dengan uraian transaksi.

Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi belanja yang

menggunakan mekanisme LS.

g. Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi belanja yang
menggunakan mekanisme UP/GU.

h. Kolom (8) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.

Jumlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran

dan saldo; dan*)

Tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran

BLUD dan Pemimpin BLUD disertai nama lengkap. *)

0 ang

*) diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperiuan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran BLUD.
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FORMAT SURAT PPD-PK, RESGISTER SURAT PPD-PK DAN SURAT OPD-PK

1. FORMAT SURAT PPD-PK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PERMINTAAN
PENCAIRAN DANA PEJABAT KEUANGAN (PPD-PK)

NOMOR (1)
RINGKASAN KEGIATAN
1. Nomor dan Tanggal DBA/DBAP : (2)
2. Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan : (3)
3. Alamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan : 4)
4. Nama Pimpinan Tertuju Pengeluaran : (5)
Pembiayaan : (6)
5. Nama dan Nomor Rekening Bank : (7)
6. Nomor Kontak : (8)
7. Deskripsi
Ringkasan DBA/DBAP (9)
Jumlah dana DBA/DBAP | Rp. ()
Ringkasan Anggaran Kas
No.Urut Anggaran Kas Jumlah Dana
1 Triwulan 1
2 Triwulan 2
3 Triwulan 3
4 Triwulan 4
JUMLAH | Rp. ()

Sisa dana di luar anggaran kas berkenaan (I-1I) | Rp.
Ringkasan Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ...
Pengeluaran Pembiayaan ............

JUMLAH | Rp. (i

Sisa Anggaran Kas Triwulan bersangkutan yang | Rp.
belum dibelanjakan (1I-111)

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN (10)

No. Kode Rekening Uraian Jumlah
1
2
Total
Terbilang : (11)
Nama dan Nomor Rekening Bank : .......cccccceveeeee / (12)
............. sessessessesssssassenseses 20 (13)
Mengetahui,
Pejabat Keuangan BLUD Pejabat Keuangan BLUD
(ttd) (14) (ttd) (14)
(nama lengkap) (nama lengkap)
[\ ] § =R \1] § SR
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Petunjuk Pengisian Formulir Rencana Penggunaan Surat PPD-PK:

(1) Nomor diisi dengan nomor Surat PPD-PK;

(2) Nomor dan tanggal DBA/DBAP diisi dengan nomor dan tanggal
penetapan DBA/DBAP untuk pengeluaran pembiayaan;

(3) Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan nama tujuan
sasaran pengeluaran pembiayaan;

(4) Alamat Tertuju Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan alamat tujuan
sasaran pengeluaran pembiayaan;

(5) Nama Tertuju Pengeluaran Pembiayaan diisi dengan nama pimpinan
tujuan sasaran pengeluaran pembiayaan.

(6) Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor
rekening bank dari tujuan sasaran pengeluaran pembiayaan.

(7) Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak antara BLUD dengan
tujuan sasaran pengeluaran pembiayaan jika ada.

(8) Deskripsi diisi dengan gambaran tentang pengeluaran pembiayaan
menggunakan Kalimat yang padat dan singkat.

(9) Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Jumlah dana DBA/DBAP diisi dengan jumlah dana DBA/DBAP
untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Ringkasan Anggaran Kas diisi dengan ringkasan Anggaran Kas yang
telah diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD yang bersangkutan.
Masing-masing Anggaran Kas Per Triwulan, diisikan dalam kolom-
kolom yang tersedia. Lalu seluruh Anggaran Kas untuk BLUD yang
bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp. ).

c. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ........ ) diisikan
hasil pengurangan jumlah total dana DBA/DBAP untuk satu tahun
anggaran dengan jumlah total dana Anggaran Kas BLUD Triwulan
berkenaan.

d. Pada kolom disamping kanan Surat PPd_PK Peruntukan LS diisi
dengan dana yang telah dicairkan untuk keperluan pembayaran
LS.

e. Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisikan
pada tempat dengan tanda III. Rp. .........

f. Pada tempat dengan tanda II-IIl Rp. ...eeeveennenee. diisikan jumlah
hasil pengurangan dana seluruh Anggaran Kas berkenaan dengan
dana yang telah di-Surat PPD PK-kan.

(10) Tabel diisi dengan petunjuk sebagai berikut:

a. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja.

b. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan
kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening.

c. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL.

d. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana Surat
PPd-PK yang diminta.

(11) Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL.

(12) Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta
nomor rekening tujuan pengeluaran pembiayaan untuk
pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat
penerbitan Surat PPD-PK.

(13) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat
pembuatan Surat PPD-PK; dan

(14) Surat PPD-PK ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dan
Pemimpin BLUD dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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2. FORMAT REGISTER SURAT PPD-PK DAN SURAT OPD PK

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BLUD

(1)

REGISTER SURAT PPD PK DAN SURAT OPD PK dan SURAT-PD PK

wee(3) Halaman ............... (2)
Jenis SURAT- PPD SURAT- OPD SURAT -PD jumlah
No Pembiayaan | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal | Nomor Uralan Status | Ket
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11 12
............. JR————~1 0 J ) ]
Mengetahuj,
Pejabat Keuangan BLUD Pejabat Keuangan BLUD
(ttd) (5) (ttd) (5)
(nama lengkap) (nama lengkap)
1] 3R NIP. ceeeeeeecccrianans
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Petunjuk Pengisian Regsiter Surat PPD PK dan Surat OPD PK:
(1) BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

(2) Halaman diisi angka sesuai banyaknya halaman register yang dibuat;
(3) Tabel diisi dengan :

a.

b.

C.

i.

J-

Kolom (1) diisi dengan Nomor Urut Surat PPD untuk pengajuan
Surat OPD.

Kolom (2) diisi dengan jenis pembiayaan yang terjadi pada Pejabat
Keuangan

Kolom (3) diisi dengan Tanggal Surat PPD PK untuk pengajuan
Surat OPD PK.

. Kolom (4) diisi dengan Nomor Surat PPD PK untuk pengajuan Surat

OPD PK

Kolom (5) diisi dengan Tanggal Surat PPD PK yang terbit
berdasarkan Surat PPD PK pada baris yang sama.

Kolom (6) diisi dengan Nomor Surat PPD PK yang terbit berdasarkan
Surat PPD PK pada baris yang sama.

Kolom (7) diisi dengan uraian Surat PPD PK dan Surat OPD PK yang
diterbitkan.

Kolom (8) diisi dengan jumlah rupiah Surat PPD PK dan Surat OPD
PK yang diterbitkan.

Kolom (9) diisi dengan status Surat PPD PK yang sudah dicairkan
atau belum dicairkan.

Kolom (10) diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

(4) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Register Surat PPD PK dan Surat OPD PK; dan

{5) Register Surat PPD PK dan Surat OPD PK ditandatangani oleh Pejabat
Keuangan BLUD dan Pemimpin BLUD dengan mencatumkan nama
lengkap dan NIP.
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.........

FORMAT SURAT OPD PK
SURAT OTORISASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PENCAIRAN DANA
(OPD) PK
NOMBE iimimaumms (1)
Nomor DBA E——————————— . O | e 7
Tanggal DBA e TR Ry PR ;.
Nomor OPD PK T T,
Tanggal OPD PK  :....ciiciiiiiiiiiieceeeene. (5)
BLUD Sshannsnansemsmawnss 18] | Tabhun: ANgEaran i ... (3)
Bank/Pos i tpr TR R SRS 9)
Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor
Uang sebesar T (10)
_ (PP T — eanssse )
Kepada ¥ i e e sis LLL)
NPWP TR PP P IRl 1d - |
No. Rekening 3 onnannasnmenanmsanonrenmmnnmanmnern: IS
Bank/pos S sssiirs CLE)
Untuk I PO & 13|
..... (16
No Kode Rekening Uraian | Jumlah
Total | Rp.
Potongan-potongan
No Uraian Jumlah | Keterangan
1 |luran wajib pegawai ** Rp.
2 | Tabungan Perumahan Pegawai ** Rp.
3 | BPJS Kesehatan Rp.
4 | Dst %+
Jumlah | Rp.

Informasi : (Potongan Pajak Tidak mengurangi Jumlah Pembayaran
OPD)

1 |Utang PPh 21/22/23 Rp.
2 |Utang PPN Rp.
3 Rp.

Jumlah | Rp.

OPD yang dibayarkan

L]
i Habag, |l Kepala SKPD

T T TS 1y

Jumlah yang diminta P RP 17)
Jumlah potongan B (18)
Jumlah yang dibayarkan ¥ RPwmanaaasmms (19)
)
................... PSRN, .
(20)
Pemimpin BLUD,
(ttd)... (21)
(nama lengkap)
o _ NIP. ciciiiessesssannanns ]
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*coret yang tidak perlu
**menyesuaikanketentuan lebih lanjut
***menyesuaikan ketentuan perundang-undangan

Petunjuk pengisian Formulir Surat OPD PK:

(1) Nomor diisi dengan nomor Surat OPD PK

(2) Nomor diisi dengan nomor DBA;

(3) Tanggal diisi dengantanggal DBA;

(4) Nomor diisi dengan nomor Surat OPD PK;

(5) Tanggal diisi dengan tanggal Surat OPD PK;

(6) BLUD diisi dengan nama BLUD yang memproses Surat PPD PK
dan Surat OPD PK;

(7) Dari diisi jabatan Pemimpin BLUD;

(8) Tahun Anggaran diisi tahun anggaran proses Surat PPD PK dan
Surat OPD PK dilakukan;

(9) Bank/Pos diisi nama Bank/Pos tempat penyimpanan Rekening
Kas BLUD;

(10) Uang sebesar diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan
lewat penerbitan Surat OPD PK. Pengisian disertai dengan jumlah
terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut;

(11) Kepada diisi dengan nama tertuju pengeluaran pembiayaan.

(12) NPWP diisi dengan NPWP pihak tertuju pengeluaran pembiayaan.

(13) Nomor Rekening diisi dengan nomor rekening Bank/Pos tujuan
pengeluaran pembiayaan.

(14) Bank/Pos diisi dengan nama Bank tempat rekening Bank/Pos
tujuan pengeluaran pembiayaan.

(15) Untuk diisi dengan narasi keperluan pengajuan Surat OPD PK
yang di-OPD-kan.

(16) Pada tabel diisi dengan ;

a. Kolom No diisi dengan nomor kode rekening jenis pengeluaran
pembiayaan;

b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening pengeluaran
pembiayaan;

c. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan
kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening;
Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL;

e. Kolom TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlahRp.. dana
Surat OPD PK yang diminta;

f. Potongan berupa iuran wajib pegawai, tabungan perumahan
pegawai dan potongan sejenis lainnya diisi sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. Jumlah potongan ini
akan langsung dikurangkan dari rekening kas BLUD sehingga
akan mengurangi jumlah OPD PK; dan

g. Potongan berupa PPN,PPH dan/ataupajak lainnya diisi dengan
ketentuan perundangan yang berlaku. jJumlah tersebut hanya
sebagai informasi dan tidak mengurangi jumlah OPD PK.
Meskipun atas kesepakatan BLUD melakukan pemotongan
namun tindakan tersebut dilakukan atas nama bendahara
pengeluaran BLUD.

(17) Jumlah yang diminta diisi dengan jumlah Rp. ... dana Surat OPD PK
yang diminta;

(18) Jumlah potongan diisi dengan jumlah Rp. yang dipotong dari dana
Surat OPD PK yang diminta;

a
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(19) Jumlah yang dibayarkan diisi dengan jumlah rp.... Dalam angka dan
huruf yang dibayarkan dari jumlh rp.... dana Surat OPD PK yang
diminta dikurangi jumlah Rp. potongan.

(20) Nama ibukota, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan saat pembuatan
Register Pengajuan Surat OPD PK; dan

(21) Surat OPD PK ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan
mencantumkan nama lengkap dan NIP.
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FORMAT BKU PEJABAT KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BUKU KAS
UMUM
PEJABAT KEUANGAN BLUD

BLUD................ (1)
Tahun Anggaran :................nneneene. 2)
Periode = e, 3)
...... (4)
No | No. Tanggal | Kode Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
Transaksi Rekening
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo
Awal
JUMLAH
(5)
Jumlah saat inl, tanggal ................. (6) (7)
Jumlah s/d tanggal lalu (8)
Jumlah saat ini, tanggal ................. (9) (10)
Sisa Kas:
Pada hari ini tanggal ......... , Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di
dapat dalam Kas Pejabat Keuangan BLUD sebesar RP........... (11)
............................................................................................................ ) (12)
Terdiri dari : (13)
e Saldo Bank :
e Pajak
Mengetahui/Menyetujui (14),
Pemimpin BLUD Pejabat Keuangan BLUD
(ttd) (ttd)
(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP cooeriiernvennneee 1\ )
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Petunjuk Pengisian Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD:

1:
2,

3.

10.

¢ B

T2

13.

14.

BLUD diisi nama BLUD yang bersangkutan;

Tahun anggaran diisi Tahun Anggaran saat Buku Kas Umum Pejabat
Keuangan BLUD disusun;

Periode diisi masa disusunnya Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD
disusun;

Pengisian 8 (delapan) kolom pada tabel diisi dengan cara sebagai berikut:

a. Kolom (1) diisi dengan nomor urut transaksi Buku Kas Umum Pejabat

Keuangan BLUD. (dimulai dari nomor 1 dan seterusnya). Nomor urut
yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan per
pencatatan. Maksudnya apabila satu transaksi menghasilkan dua atau
lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan seterusnya
cukup menggunakan nomor urut transaksi yang pertama kali dicatat.
Kolom (2) diisi dengan nomor bukti transaksi.
Kolom (3) diisi dengan tanggal transaksi.
Kolom (4) diisi dengan nomor kode rekening.
Kolom (5) diisi dengan uraian transaksi
Kolom (6) diisi dengan jumlah rupiah transaksi penerimaan.
Kolom (7) diisi dengan jumlah rupiah transaksi pengeluaran
Kolom (8) diisi dengan jumlah atau saldo akumulasi.
]umlah diisi penjumlahan dari kolom penerimaan, pengeluaran dan
saldo; *)
Jumlah saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum
Diisi Jumlah Rp saldo pada saat tanggal penutupan Buku Kas Umum
Pejabat Keuangan BLUD;*)Pejabat Keuangan BLUD*)
Diisi Jumlah Rp saldo sampai tanggal sebelumnya; *)
Jumlah s/d saat ini, tanggal diisi tanggal penutupan Buku Kas Umum
Pejabat Keuangan BLUD*)
Diisi jumlah Rp saldo sampai dengan saat tanggal penutupan Buku Kas
Umum Pejabat Keuangan BLUD *)
Diisi tanggal dan jumlah saldo Rp saat penutupan Buku Kas Umum
Pejabat Keuangan BLUD*)
Diisi nilai Rp sisa kas dalam huruf jumlah saldo Rp dengan huruf saat
penutupan Buku Kas Umum Pejabat Keuangan BLUD *)
Diisi jumlah saldo Rp yang dirinci menurut jumlah saldo bank, surat
berharga dan pajak saat penutupan Buku Kas Umum Pejabat
Keuangan BLUD *)
Tanda tangan ditandatangani oleh Pejabat Keuangan BLUD dan
Pemimpin BLUD disertai nama lengkap.*)

me a0 o

=09

*) Diisi saat penutupan setiap hari untuk keperluan pelaporan Pejabat
Keuangan BLUD kepada Pemimpin BLUD

WALI KOTA BANJARMASIY,

Paraf Hierarki
Sekretaris Daerah }?-

Plt. Asisten Umum i
dan Administrasi

Kepala BPKPAD

- T

] C!{'T}D i

130



£ T

LAMPIRAN I11

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR

TENTANG

TAHUN 2025

TATA KELOLA KEUANGAN BADAN

LAYANAN UMUM DAERAH

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
BENDAHARA PENERIMAAN

BLUD
PERIODE :

A.

Penerimaan

14. Saldo Awal

15. Tunai melalui bendahara
penerimaan

16. Melalui kerekening bendahara
penerimaan

17. Melalui ke rekening kas BLUD

Rp. ceeeeeeente.
Rp: wevasasss
RP: corinsensuns

RPs cuvavivcs

Jumlah penerimaan yang harus
disetorkan (A1+A2+A3)

Jumlah penyetoran

------------

Saldo Kas di Bendahara

Menyetujui (15),

Pemimpin BLUD Bendahara P

(ttd)

(nama lengkap)
NIP o

Kepala SKPD

'f-
s SEER et

ase) srasssasssssas

enerimaan BLUD

(ttd)

20..

(nama lengkap)
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FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN
BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

BLUD = e,
Tahun Anggaran :...................
Kode Rekening Uraian Jumlah
Total
Uang Persediaan Awal
Periode
Uang Persediaan Akhir
Periode
.................. s sessesesessnnn200ne
Bendahara Pengeluaran BLUD
(ttd)
(nama lengkap)

Petunjuk Pengisian LPJ-UP:

a. Judul diisi dengan nama Provinsi, nama BLUD yang bersangkutan dan
tahun anggaran.

b. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai darl kode
rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian obyek.

¢. Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja sampai
dengan rincian obyek

d. Kolom belanja diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode rekening
setiap rincian obyek belanja.

e. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan bendahara pengeluaran
BLUD disertai nama jelas.
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FORMAT LAPORAN

PENUTUPAN KAS BULANAN DAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN LAPORAN

PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan ............. Tahun .................
Kepada Yth.
Di Tempat
Dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota ......... No ..ot Tahun

.. mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah,

barsama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat

di bendahara pengeluaran BLUD
dengan perincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara Pengeluaran
A.l. Saldo awal bulan tanggal ...
A2. Jumlah Penerimaan
A.3. Jumlah Pengeluaran
A.4. Saldo Akhir bulan tanggal...

............ adalah sejumlah Rp.............

Rp.
Rp.
Rp.
Rp

Saldo akhir bulan tanggal .....terdiri dari saldo di kas bendahara
pengeluaran sebesar RP... yang terdiri dari:

1. Saldo kas tunai sebesar RP

2. Saldo kas rekening bendahara sebesar RP........

3. Saldo pajak sebesar RP

-
Y S 4 -
tasibog,

Darlty

{Zabag, Hulum
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Pemimpin BLUD
(ttd)
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2. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD (SP] BELANJA BULANAN)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

(SP] BELANJA BULANAN)
BLUD

Pemimpin BLUD

Bendahara Pengeluaran BLUD

Tahun Anggaran :
Bulan
Kode Uraian | Jumlah SPJ-LS Gaji SPJ-LS Barang dan SPJ UP/GU Jumlah SP]J | Sisa
Rekening Anggaran Jasa (LS+UP/GU) | Pagu
s.d. Bulan [s.d. s.d. Bulan is.d. s.d. |Bulan js.d. Bulan s.d.Bulan Anggaran
Bulan |ini Bulan |Bulan |ini Bulan |Bulan [ini ini ini
Lalu ini Lalu ini Lalu
1 2 3 4 5 | 6=(4+5) 7 8 =(7+8) 10 11 | 12=(10+11) | 13=(6+9+12) | 14=(3-13)
Jumiah
Penerimaan
- SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
134
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d. PPh-23

- Lain-lain

Jumlah
Penerimaan

Pengeluaran

-SP]J
(LS+UP/GU)

- Penyetoran
Pajak

a. PPN

b. PPh-21

c. PPh-22

d. PPh-23

- Lain-lain

Jumlah
Pengeluaran

Saldo
Kas

Jumlah Setoran

Saldo
Akhir

Menyetujui, Bendahara Penerimaan BLUD (ttd)
Pemimpin BLUD

(nama lengkap) (nama lengkap)
NIP oecrecrcnernrcnssesens NIP coovervircierinnnenes
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Cara Pengisian SP] Bulanan:

@

(2)
o
()
6)
Y]
(8)
)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

Judul diisi dengan nama Provinsi, nama BLUD yang bersangkutan, nama
Pemimpin BLUD, nama bendahara pengeluaran BLUD, tahun anggaran
dan bulan.

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening

Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas
masing-masing kode rekening

Kolom 4 diisi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan
yang telah diterbitkan/SPJ] sampai dengan bulan lalu

Kolom 5 diisi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan
yang telah diterbitkan/SP] bulan ini

Kolom 6 diisi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan
yang telah diterbitkan/SP] sampai dengan bulan ini

Kolom 7 diisi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang
telah diterbitkan/SP] sampai dengan bulan lalu

Kolom 8 diisi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang
telah diterbitkan/SPj bulan ini

Kolom 9 diisi dengan jumlah PPD atas pembayaran LS-Pihak Ketiga yang
telah diterbitkan/SP] sampai dengan bulan ini

Kolom 10 diisi dengan jumlah SP] atas penggunaan dana UP/GU sampai
dengan bulan lalu.

Kolom 11 diisi dengan jumlah SP] atas penggunaan dana UP/GU bulan
ini

Kolom 12 diisi dengan jumlah SP] atas penggunaan dana UP/GU sampai
dengan bulan ini

Kolom 13 diisi dengan jumlah SP] atas penggunaan dana LS+UP/GU
sampai dengan bulan ini

Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari
jumlah anggaran dikurangi dengan jumlah SP] atas penggunaan dana
LS=UP/GU sampai dengan bulan ini.
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FORMAT LAPORAN PENDAPATAN, BELAJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN BLUD (1)
LAPORAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN....crvcssionens -(2)
Jumlah (Rp.) Bertambah/berkurang
No Uraian Anggaran | Realisas | Realisasi | Realisasi jumlah
dalam is/d .s/d (5) | s/d..(6) R %
DPA (4 ini ini (Rp.)
1.(3) 2 .. (4 3. (5) 4 .. (6) 5..(70) 6=(4+5) (8) 7=(3-5) .(9) 8=(6/3)x100% ..(10)
PENDAPATAN
Jasa Layanan
Hibah

Hasil Kerja Sama
Pendapatan BLUD lain yang Sah

Jumlah

BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja lain-lain
BELANJA MODAL
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah
Surplus / Defisit
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No

Uraian

Jumlah (Rp.)

Bertambah/berkurang

Anggaran
dalam
DPA

Realisas
is/d

Realisasi

..s/d (5)

ini

Realisasi
s/d .. (6)
ini

Jumilah
(Rp.)

%

1-(4)

2..(5)

3..(6

-(4)

=

5...(8)

62(4+5) .(9)

75(3-5) {10)

8s(6/3)x100% (11)

PEMBIAYAAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penghitungan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya (SiLPA)

Divestasi Penerimaan Utang/Pinjaman

Jumlah

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Investasi
Pembayaran Pokok Utang/Pinjaman

Jumlah

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenan
(SiLPA)

Menyetujui,
Pemimpin BLUD

(ttd)

(nama lengkap)

f{asubbag,

g -t
Deyitil

¥,
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~ T

Petunjuk Pengisian Laporan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaaan

(1) BLUD diisi dengan nama BLUD;

(2) Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang berkenaan;

(3) Kolom |, diisi dengan nomor urut pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(4} Kolom 2, diisi dengan uraian pendapatan/belanja/pembiayaan

a.

Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan
selanjutnya diikuti dengan uraian jenis pendapatan pendapatan
diterima oleh BLUD;

. Belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja selanjutnya uraian

belanja dikelompokkan ke dalam belanja Operasi dan belanja modal;
Dalam kelompok belanja operasi diuraikan ke jenis-jenis belanja; Dalam
kelompok belanja modal diuraikan ke jenis-jenis belanja.

Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian pembiayaan
selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke dalam penerimaan
dan pengeluaran pembiayaan; Dalam Kkelompok penerimaan
pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis penerimaan pembiayan; Dalam
kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan ke jenis-jenis
pengeluaran pembiayan.

(5) Kolom 3, diisi dengan anggaran pendapatan, belanja, pembiayaan dalam
DPA BLUD;
(6) Kolom 4, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan-
bulan sebelumnya;
(7) Kolom 5, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan
berkenaan;
(8) Kolom 6, diisi dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan bulan-
bulan sebelumnya ditambah dengan bulan berkenaan;
(9) Kolom 7, diisi dengan selisih antara anggaran pendapatan, belanja,
pembiayaan dengan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan;
Kolom 8, diisi dengan prosentase antara anggaran pendapatan,
belanja, pembiayaan dibandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja,
pembiayaan dikalikan 100.

(10)
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

JI. PramukaTirta Dharma Komp, PDAM Bandarmasih No. 17 RT. 9
W®(0511) 4281292 Fax. (0511)4281293, 6742525 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

AA LIA R
L8, (8] R—
Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan ......... Tahun ..............., telah diselenggarakan rekonsiliasi

penerimaan dan pengeluaran Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada ... Puskesmas, 1
Rumah Sakit Umum Daerah dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan antara Bidang Akuntansi BPKPAD
yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Pengelola Dana BLUD Dinas Kesehatan yang
selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pengelola Keuangan BLUD Dinas Kesehatan menyampaikan Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja
BLUD dan draft dokumen pengajuan pengesahan pendapatan dan Belanja BLUD (SP3B) ke ... BLUD
sebagai bahan rekonsiliasi kas BLUD periode ...........

Selanjutnya Bidang Akuntansi menyediakan data transaksi BLUD berdasar rekening koran masing-
masing BLUD (... Rekening Koran). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

Kertas Kerja 5P3B
No Uraian Perbedaan
Bid. Akuntansi Dinas Kesehatan

1 Saldo Awal per 1 Januari 20xx

2 Penerimaan :

- Pendapatan
- Pengembalian Belanja

- Koreksi/Lain-lain

3 Pengeluaran:

- Belanja

- Koreksi/Lain-lain

4 Saldo Akhir Kas BLUD

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam laporan Hasil Rekonsiliasi dan Lampiran lainnya yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, ........cccommivcnns
Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengeluaran Daerah BPKPAD Dinas Kesehatan

Mengetahui,
Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD
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LAPORAN HASIL REKONSILIASI

Dari Hasil Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi BPKPAD dengan Pengelola Dana BLUD Dinas
Kesehatan per .................. dapat dijabarkan posisi dari masing-masing BLUD (.... BLUD) hal-hal sebagai
berikut:

1. PENDAPATAN BLUD

=
=]

BLUD BPKPAD DINAS KESEHATAN SELISIH
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JUMLAH

2. BELANJA BLUD

No BLUD BPKPAD DINAS KESEHATAN SELISIH
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3.

O (o |~ |

11

12

13

14

15

16
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26
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JUMLAH

SALDO KAS BLUD

=
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BLUD

BPKPAD

DINAS KESEHATAN
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No BPKPAD DINAS KESEHATAN SELISIH

18

BLUD

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

JUMLAH

Langkah ~ langkah Perbaikan Kesalahan/Perbedaan

Banjarmasin,

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bidang Penerimaan dan
Dinas Kesehatan

Pengeluaran Daerah
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PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH

JI. PramukaTirta Dharma Komp. PDAM Bandarmasih No. 17 RT. 9
®(0511) 4281292 Fax. (0511)4281293, 6742525 Banjarmasin, Kalimantan Selatan

BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR)

NOMOR: ..icsumimmiimamisvsimminmusasimainsin
Pada hari ini ......... tanggal ........... L1563 TR |- 1|1 | COMRS—— , telah diselenggarakan rekonsiliasi
penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada .. Puskesmas,

antara Bidang Akuntansi BPKPAD yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Pengelola Dana
BOK Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pengelola Keuangan BOK Dinas Kesehatan menyampaikan Realisasi Dana BOK Puskesmas dan
Rekening Koran ....... Puskesmas sebagai bahan rekonsiliasi kas BOK periode ........

Selanjutnya Bidang Akuntansi menyajikan data transaksi BOK berdasar rekening koran masing-
masing Puskesmas (... Rekening Koran). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang
hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:

NO URAIAN BPKPAD DINAS KESEHATAN PERBEDAAN

1 Saldo Awal per 1 Januari 20xx

2 Penerimaan :

- Pendapatan

- Koreksi/Lain-lain

3 Pengeluaran:

- Belanja

- Koreksi/Lain-lain

4 Saldo Akhir Kas BOK

Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam laporan Hasil Rekonsiliasi dan Lampiran lainnya yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan
ditindaklanjuti kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, ...

Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengeluaran Daerah BPKPAD Dinas Kesehatan
ST e T
Mengetahui,

Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD

T
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LAPORAN HASIL REKONSILIASI

Dari Hasil Rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi BPKPAD dengan Pengelola Dana BOK Dinas
Kesehatan per ........... dapat dijabarkan posisi dari masing-masing Puskesmas (..........

hal sebagai berikut:

1. PENDAPATAN BOK

Puskesmas) hal-

NO NAMA PUSKESMAS

BPKPAD

DINAS KESEHATAN

SELISIH

L= -+ I B I - T B, T - LI B S

—
f=1

[y
(=

-
%]

ard
w

b
-

[
w

—
=]

—
~J

[
=]

bt
L=

(]
=

o
-

[
[ %]

3
w

[
-

[ oe]
w

]
(=23

[*]
-1

[
f=+]

JUMLAH

2.  BELANJA BOK

NAMA PUSKESMAS

=
=)

BPKPAD

DINAS KESEHATAN

SELISIH
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3.

No
10

NAMA PUSKESMAS

BPKPAD

DINAS KESEHATAN

SELISIH

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

JUMLAH

SALDO KAS BOK

4
(-]

NAMA PUSKESMAS

BPKPAD

DINAS
KESEHATAN

REKENING KORAN

SELISIH
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DINAS

No NAMA PUSKESMAS BPKPAD RESTHATAN REKENING KORAN SELISIH
24

25

26

27

28

JUMLAH
4. Langkah - langkah Perbaikan Kesalahan/Perbedaan
Banjarmasin, .....ccccceeee.
Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengeluaran Daerah Dinas Kesehatan
BPKPAD
EIIEITIINLIRITRVINIINTIELL Y NIP- ...................................
Mengetahui,
Kepala Bidang Akuntansi BPKPAD
EITT L TR E TR TR TT RIS TR TS T AT
kY
147
ik — _.:..:. w:“"“lr—:.-mmm\ e s —
perisy | Kabag. Huluim | Kepala skpD |




FORMAT SPTJ, SP3BP DAN SP2BP

1. CONTOH FORMAT SPT]

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

1. Nama BLUD

2. Kode Organisasi BLUD
3. Nomor/Tanggal DPA BLUD ...
4. Kegiatan ettt et e st ee e rre e et reseesrnaaaeares

.......................................................

.......................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini : (7

Menyatakan bahwa Saya yang bertanggung jawab atas semua realisasi
pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa
Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah

dan digunakan langsung pada bulan...... (8) tahun anggaran......(9).
(Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir)

Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai
ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian
daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya,

untuk

mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pemimpin BLUD

(ttd)
(nama lengkap)

PETUNJUK PENGISIAN SPT]J:
(1) Diisi dengan nama BLUD
(2) Diisi dengan nomor SPTJ] BLUD yang bersangkutan secara
berurutan
(3) Diisi BLUD yang bersangkutan
(4) Diisi kode BLUD yang bersangkutan
(5) Diisi nomor dan tanggal DPA BLUD yang bersangkutan
(6) Diisi kode kegiatan
(7) Diisi nama kepala BLUD
(8) Diisi bulan berkenan
(9) Diisi Tahun Anggaran berkenan
(10) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun

!
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2. CONTOH FORMAT SP3BP

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN SKPD/BLUD
(1)
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Tanggal : ... (2) Nomor:........... (3)
Kepala SKPD/Pemimpin BLUD...........cceeveerees (4) memohon kepada :
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan
pembiayaan sejumlah

1. Saldo bulan sebelumnya Rp. (5)
2. Pendapatan Rp. (6)
3. Belanja Rp. (7)
4. Pembiayaan Netto Rp. (8)
5. Jumlah Penyesuaian Rp. )
6. Saldo bulan berkenaan Rp. (10)
Untuk Bulan ..............cevreneee. (11) Tahun Anggaran......... (12)
Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama
BLUD
(13) SO (14)
Program, Kegiatan
p o S XX oovitrereerreereireneeeeneenaesnens (15)
Pendapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
(16) Rp. ccccuncns (17) | Rp..cnnnsissenes (18) Rp..ces (19)
]umlah Pendapatan | 340 J— (20) | Jumlah Belanja | 13 0 J— (21)
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
(22) RP. cccvrssene (23) | . (24) | Rp..ccceunes (25)
]umlah Penerimaan | 2 + S (26) [Jumlah 240 T 27)
Pembiayan pengeluaran
Pembiayaan
Jumlah Penyesuaian Rp. coeenns (28) Jumlah Rp..e (29)
lebih penyesuaian kurang
........................................ 20...(30)
Kepala SKPD/Pemlmpm BLUD .......
(ttd)
(Nama lengkap)

NIP. ..
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Petunjuk pengisian Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja
dan Pembiayaan

nrwnNPR

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

Diisi Nama SKPD/BLUD;

Diisi tanggal SP3BP BLUD;

Diisi nomor SP3BP BLUD;

Diisi SKPD/BLUD;

Diisi jumlah saldo akhir SP2BP BLUD bulan sebelumnya. Khusus
untuk saldo bulan Januari Tahun Anggaran 20XX diisi jumlah nihil
dalam rangka pengajuan SP3BP BLUD;

Diisi jumlah pendapatan yang telah diterima dalam kas BLUD;

Diisi jumlah belanja yang telah dibayar dari kas BLUD;

Diisi jumlah pembiayaan netto

Diisi dengan penyesuaian yang terjadi selama periode berkenaan;

- Diisi jumlah saldo akhir (saldo awal + pendapatan ~ belanja);

. Diisi periode bulan berkenaan;

. Diisi Tahun Anggaran berkenaan;

. Diisi dasar penerbitan SP3BP BLUD, antara lain : Nomor Peraturan

Daerah tentang APBD/Perubahan APBD, dan Nomor serta tanggal
DPA-SKPD SKPD terkait;

Diisi dengan kode urusan, organisasi dan uraian nama unit
pelaksana teknis SKPD/badan daerah terkait;

Diisi dengan kode program dan kegiatan SKPD SKPD terkait;

Diisi kode rekening pendapatan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pendapatan;

Diisi kode rekening belanja;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening belanja;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh Kkode rekening
pendapatan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening belanja;
Diisi kode rekening penerimaan pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening penerimaan
pembiayaan;

Diisi kode rekening pengeluaran pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk kode rekening pengeluaran
pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
penerimaan pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah untuk seluruh kode rekening
pengeluaran pembiayaan;

Diisi jumlah nominal rupiah jumlah lebih penyesuaian;

Diisi jumlah nominal rupiah jumlah kurang penyesuaian;

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan

Diisi nama kepala SKPD/Pemimpin BLUD terkait.
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3. CONTOH FORMAT SP2BP

LOGO DAERAH SURAT PENGESAHAN
PENDAPATAN,
BELANJA DAN
PEMBIAYAAN BLUD
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Nama ... .(6)
(1) BUD/Kuasa BUD, Tanggal :....... (7)
NOMOT i (8)
B Tahun Anggaran ... (9)
Nomor : (2)
TaNBPAl Sinmmmnminnsans (3)
Cols 150 o1 LD 1 S — (4)
Nama BLUD ... (5)

Telah disahkan bendapatan dan belanja sejumlah:

Saldo bulan sebelumnya ¢ Rif s (107
Pendapatan : Rp... (11)
Belanja : Rp (12)
Saldo bulan berkenaan T (13)
Penerimaan Pembiayaan ¢ RPcmiiiinansaimminmnvassios (14)
Pengeluaran Pembiayaan : Rp. ..(15)
Pembiayaan Netto : Rp. (16)
SILPA : Rp. ALT)
.......... PR, .. & IR . | - |
....... (19)
(tandatangan)
(nama lengkap)
NIE: seirmunnaaraon
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Petunjuk pengisian Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (SP2BP) BLUD

(1)
(2)
3)
4
)
(6)
)
(8)
)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

(15)

(16)
(17)

(18)
(19)

Diisi nama BLUD;

Diisi tanggal SP2BP BLUD;

Diisi nomor SP2BP BLUD;

Diisi Kode unit pelaksana teknis SKPD/badan daerah;

Diisi nama unit pelaksana teknis SKPD/badan daerah;

Diisi nama BUD/Kuasa BUD;

Diisi target penerbitan SP2BP BLUD;

Diisi nomor penerbitan SP2BP BLUD;

Diisi tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD;

Diisi jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
Diisi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
Diisi jumlah belanja yang tercantum dalam Surat SP3BP BLUD;
Diisi jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3BP BLUD;
Diisi jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam
SP3BP;

Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam
SP3BP BLUD;

Diisi jumlah pembayaran netto yang tercantum dalam SP3BP;
Diisi jumlah SILPA tahun berkenaan yang tercantum dalam SP3BP
BLUD;

Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan

Diisi nama jabatan (BUD/Kuasa BUD)

Kebes,

Hulann §  Kepala SKPD

41 1%
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FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BLUD

Format dan Isi Laporan Keuangan yang antara lain berisi mengenai
kebijakan pelaporan yang meliputi:
L.

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar
Akuntansi BLUD meliputi Laporan Keuangan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Laporan Keuangan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan keuangan untuk menyediakan informasi yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna
laporan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional,
seperti :

1) Pemberi bantuan (donatur);

2) Investor;

3) Kreditor;

4) Otoritas pengawasan;

5) Pemerintah;

6) Masyarakat.

3. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD Kedalam Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Banjarmasin

Dalam rangka konsolidasi laporan keuangan BLUD dengan
laporan keuangan SKPD dan pemerintah Daerah, BLUD
menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP setiap
semester dan tahun yang terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

b) Laporan Perubahan-Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

c) Neraca,

d) Laporan Operasional,

e) Laporan Arus Kas

f) Laporan Perubahan Ekuitas

g) Catatan atas Laporan Keuangan

dengan dilampiri dengan Laporan Keuangan yang berdasarkan
dengan SAP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA BANJARMASIN,

Paraf Hierarki i

Plt. Asisten Umum
dan Administrasi

Sekretaris Daerah ﬂ\_ A

[l -

Kepala BPKPAD %

MUHAMMAD YA HR

153



